PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI
TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan yang inklusif disabilitas, diperlukan
penguatan tata kelola dan koordinasi perencanaan
pembangunan inklusif disabilitas di tingkat pusat dan
daerah;

b. bahwa untuk memastikan keberlanjutan dan
keselarasan program dan kegiatan inklusif disabilitas,
diperlukan pembaruan periode rencana aksi nasional
penyandang disabilitas sebagai pedoman dalam
perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas pada Tahun 2026-2029;

c. bahwa untuk perencanaan, penyelenggaraan, dan
evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi
penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan
memiliki peran yang sangat penting;

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal
11, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan,
dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
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Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 391);

Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
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Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
239);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam  berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

3. Penyelenggaraan adalah  pelaksanaan terhadap
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana
induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional
Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah
Penyandang Disabilitas provinsi.

4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima
keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak
yang melekat tanpa berkurang.

5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar
untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak
Penyandang Disabilitas.

6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak
Penyandang Disabilitas.

7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang
selanjutnya  disingkat RIPD adalah  dokumen
Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang
selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen
Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
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Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran
RIPD di tingkat pusat.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi
yang selanjutnya disingkat RAD PD Provinsi adalah
dokumen Perencanaan dan penganggaran
pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang
merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD
Provinsi dengan dokumen  Perencanaan dan
penganggaran, serta pelaksanaan terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat
daerah.

Kaji Ulang adalah upaya untuk melihat kesesuaian
antara RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan
RIPD guna menyesuaikan dengan perkembangan
dinamika, kondisi, dan isu aktual terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas baik di tingkat daerah, nasional,
regional, maupun internasional.

Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan
yang  mengintegrasikan  pengarusutamaan = dan
keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan
penerima manfaat pembangunan dalam seluruh
tahapan pembangunan meliputi Perencanaan,
penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan
Evaluasi.

Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi
masyarakat untuk memberikan masukan kepada
pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun
program dan kegiatan pembangunan nasional dan
daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data adalah suatu
pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan
terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk mengetahui
perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan
kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah
dokumen yang disusun oleh kementerian/lembaga
serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi,
permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang
Disabilitas.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen
rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang
disusun menurut bagian anggaran kementerian/
lembaga.
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Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan
Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau disingkat
Renja-K/L, adalah dokumen Perencanaan
kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat
Renja SKPD adalah dokumen Perencanaan satuan kerja
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas
adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri adalah menteri/kepala
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.
b.
c.

=

RAN PD;

tata cara penyusunan RAD PD Provinsi;

tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan
penganggaran terhadap Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

tata cara  Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas;

Kaji Ulang RIPD; dan

partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku
kepentingan.

BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS

(1)

(2)

Pasal 3
RAN PD merupakan dokumen Perencanaan jangka
menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun di tingkat
pusat, yang disusun mengacu pada RIPD dan rencana
pembangunan jangka menengah nasional.
RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
periode Tahun 2026-2029 tercantum dalam Lampiran I
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditujukan wuntuk seluruh ragam Penyandang
Disabilitas termasuk kelompok anak, dewasa, dan
lanjut usia dengan memperhatikan perspektif gender.
Kelompok anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
termasuk anak Penyandang Disabilitas, khususnya
perempuan, memiliki kebutuhan unik yang bersifat
multidimensional dan multisektoral.

Pasal 4
RAN PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan
untuk:
a. sebagai acuan penyusunan Perencanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pembangunan tahunan yang lebih inklusif, responsif,
dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas di
tingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas dalam rencana kerja
pemerintah, Renja-K/L, dan RKA-K/L;

sebagai acuan pemerintah daerah di tingkat provinsi
dalam penyusunan RAD PD Provinsi;

mendukung Penyelenggaraan pelayanan dasar dan
publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas
untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan
peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan
lainnya; dan

menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Pasal 5

Menteri membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan

RAN PD di tingkat pusat dalam rangka penyusunan,

Penyelenggaraan, dan Evaluasi pelaksanaan RAN PD.

Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD di tingkat

pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

lintas kementerian/lembaga dan perwakilan organisasi

Penyandang Disabilitas.

Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

Penetapan tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejalan

dengan periode RAN PD.

Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas untuk:

a. melakukan koordinasi dengan
kementerian/lembaga untuk penyusunan RAN PD
dan menentukan kerangka waktu kegiatan;

b. melakukan koordinasi dengan
kementerian/lembaga untuk menentukan peran
masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah
daerah provinsi, dan kabupaten/kota dalam
pelaksanaan RAN PD;
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c. melakukan reviu terhadap rancangan RAD PD

Provinsi;
d. menyerahkan hasil reviu terhadap rancangan RAD
PD Provinsi kepada tim koordinasi

Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;

e. melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan RAN PD, RAD PD Provinsi, dan
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

f.  menyusun Kaji Ulang berdasarkan hasil Evaluasi
terhadap pelaksanaan RAN PD, RAD PD Provinsi,
dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

g. melakukan konsultasi publik terhadap Kaji Ulang

RIPD;

h. melakukan kerja sama integrasi dengan platform
sistem Perencanaan dan penganggaran
pemerintah;

i.  menyediakan konsultasi bagi
kementerian/lembaga, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
terkait penyusunan Pernyataan Anggaran
Disabilitas dan dokumen Evaluasi RAN PD atau
RAD PD Provinsi;

j-  mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan

kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan
dan penganggaran program pengarusutamaan
Pembangunan Inklusif Disabilitas;

k. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan
RAN PD dan RAD PD Provinsi kepada Menteri
untuk diteruskan kepada Presiden satu tahun
sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
berdasarkan hasil Evaluasi;

l.  melakukan koordinasi terkait Penyelenggaraan
Forum Tematik Disabilitas di tingkat nasional;

m. melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas
dalam Penyelenggaraan RAN PD; dan

n. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam
rangka mendukung kelancaran penyusunan RAN
PD, RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 6
Dalam  seluruh tahapan proses Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi dalam rangka
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas, kementerian/lembaga dan
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pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan
khusus Penyandang Disabilitas.

Identifikasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
mempertimbangkan ragam, kesetaraan gender, kondisi,
dan kebutuhan Penyandang Disabilitas pada usia anak,
dewasa, dan lanjut usia.

Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup aspek perlindungan sosial,
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, perlindungan
dari segala bentuk kekerasan, dukungan untuk
pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal,
penyediaan konsesi, serta aspek lainnya sesuai dengan
identifikasi kebutuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
memastikan penyediaan akses fisik, informasi, layanan,
dan kebijakan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas
dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan.
Pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dilaksanakan melalui partisipasi Penyandang
Disabilitas dalam perumusan kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

Pasal 7
RAD PD Provinsi merupakan Perencanaan terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode
S (lima) tahun di tingkat daerah provinsi.
RAD PD Provinsi disusun mengacu pada RIPD dan RAN
PD dengan mempertimbangkan kewenangan daerah,
kondisi, kebutuhan, dan perspektif usia dan gender
Penyandang Disabilitas di daerah serta selaras dengan
rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi
dan rencana pembangunan jangka menengah daerah
provinsi.
Gubernur mengoordinasikan penyusunan RAD PD
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
melibatkan perangkat daerah provinsi terkait.
RAD PD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
Dalam hal pemerintah daerah provinsi menyusun
Peraturan Daerah terkait pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas, RAD PD Provinsi dapat dimuat dalam
lampiran Peraturan Daerah.
Penyusunan dan penetapan RAD PD Provinsi dilakukan
setiap 5 (lima) tahun sejalan dengan periode rencana
pembangunan jangka menengah daerah sebagai bagian
dari perencanaan daerah setelah Peraturan Menteri ini
ditetapkan.
Dalam hal pemerintah provinsi menetapkan RAD PD
Provinsi pada periode tahun berjalan rencana
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pembangunan jangka menengah daerah, akhir periode
RAD PD Provinsi diselaraskan dengan akhir periode
rencana pembangunan jangka menengah daerah
provinsi.

Penyusunan RAD Provinsi melibatkan pemerintah
daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota secara
aktif dalam perumusan isu strategis, program, dan
kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
untuk dimuat di dalam RAD PD Provinsi.

Pasal 8
RAD Provinsi yang telah disusun dengan melibatkan
pemerintah daerah dan perangkat daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (8), wajib dilaksanakan secara bersama oleh
perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi acuan penyusunan Perencanaan
Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Pasal 9

Dalam melakukan koordinasi penyusunan RAD PD

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),

Gubernur membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan

RAD PD Provinsi dengan menunjuk Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi sebagai koordinator

pelaksana sesuai kebutuhan dengan melibatkan:

a. perangkat daerah provinsi;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota;

c. perangkat daerah kabupaten/kota; dan

d. organisasi Penyandang Disabilitas setempat.

Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
penyusunan RAD PD Provinsi, termasuk
penentuan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan
dan pembagian peran masing-masing pihak;

b. melakukan koordinasi dengan organisasi
Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk
mendapatkan masukan terkait rancangan RAD PD
Provinsi;

c. menyampaikan rancangan RAD PD Provinsi
kepada tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD
untuk direviu;

d. menyerahkan rancangan RAD PD Provinsi kepada
Gubernur untuk ditetapkan;

e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas terkait
teknis pelaksanaan Perencanaan dan
penganggaran inklusif disabilitas dan
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pengarusutamaan Pembangunan Inklusif
Disabilitas;

menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
terkait pelaksanaan RAD PD Provinsi;

menerima hasil Evaluasi ketercapaian
pelaksanaan RAD PD Provinsi dan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas oleh perangkat daerah provinsi dan
seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota;
menyusun hasil Evaluasi sebagai bagian dari
kegiatan pemantauan dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan RAD PD Provinsi dan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas oleh perangkat daerah provinsi dan
seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota;
menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
terkait penyusunan  Pernyataan = Anggaran
Disabilitas dan dokumen Evaluasi RAD PD
Provinsi;

mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan
kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan
dan penganggaran RAD PD Provinsi dan

pengarusutamaan Pembangunan Inklusif
Disabilitas;
menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan RAD PD Provinsi kepada Gubernur
untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun
sekali paling lambat pada akhir Maret tahun
berikutnya;

melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas
dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi RAD PD
Provinsi; dan

melakukan tugas lain yang diperlukan dalam
rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD
PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas oleh pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penyusunan RAD PD Provinsi, tim
koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi dapat
melibatkan:

a.

organisasi Penyandang Disabilitas setempat; dan

b. pemangku kepentingan.

Kegiatan penyusunan RAD PD Provinsi paling sedikit
berisikan:

a. identifikasi strategi implementasi dan target

capaian oleh perangkat daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota selama
periode RAD PD Provinsi;

identifikasi kegiatan dan indikator capaian yang
direncanakan oleh perangkat daerah provinsi dan
pemerintah daerah  kabupaten/kota terkait
kepentingan Penyandang Disabilitas;
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c. penetapan mekanisme Perencanaan dan
penganggaran kegiatan terkait kepentingan
Penyandang Disabilitas; dan

d. penetapan mekanisme pelaporan kegiatan terkait
kepentingan Penyandang Disabilitas.

(5) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi
menyusun, melaksanakan, serta melakukan
pemantauan dan Evaluasi kegiatan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

(6) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi
menyampaikan konsep RAD PD Provinsi kepada Tim
Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk dilakukan
reviu.

(7) Hasil reviu tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD
disempurnakan kembali oleh tim  koordinasi
Penyelenggaraan RAD PD Provinsi sebelum ditetapkan
oleh Gubernur.

Pasal 10
Tata cara penyusunan RAD PD Provinsi tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN TERHADAP PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

(1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi
Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan
pendekatan dua jalur, meliputi:

a. pengarusutamaan isu disabilitas dalam kebijakan
umum; dan

b. penyusunan kebijakan yang ditujukan khusus
bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pendekatan pengarusutamaan isu disabilitas dalam
kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf (a) dilakukan melalui internalisasi isu disabilitas
dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan
perangkat daerah kabupaten/kota.

(3) Penyusunan kebijakan yang ditujukan khusus bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan
kebijakan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan
spesifik untuk Penyandang Disabilitas sesuai ragam
disabilitas dan kondisi kerentanan sosial ekonomi.
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Pasal 12

Tujuan mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang
inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 meliputi:

a.

meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan
informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran
Pembangunan Inklusif Disabilitas;

mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat
pembangunan;

mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas
sesuai ragam disabilitas;

meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi
Penyandang Disabilitas; dan

menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang
Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 13

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam
mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan
dalam hal:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

berbentuk analisis inklusivitas disabilitas yang
didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan
pada Penyandang Disabilitas; dan

pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi
kebijakan.

Pasal 14
Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang
inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan melalui
penggunaan instrumen Perencanaan dan penganggaran
sebagai acuan dalam penyusunan program dan
kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.
Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
Tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan
penganggaran dalam rangka Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan
kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang
Disabilitas berdasarkan kepada:
usia;
jenis kelamin;
hambatan dan kebutuhan;
ragam kondisi disabilitas; dan
potensi yang dimiliki.

Pac o



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan
dengan mengidentifikasi kesenjangan antara
Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang
Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan
akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek
pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

Pernyataan  Anggaran Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memberikan
informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas.

Pernyataan  Anggaran Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memberikan
informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada
rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan
kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyusunan Instrumen Perencanaan
dan Penganggaran di Tingkat Pusat

Pasal 17

Penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a

di tingkat pusat dilaksanakan dengan:

a. melakukan analisis kebijakan di tingkat rincian
output yang ada dalam Renja-K/L dan RKA-K/L di
tahun anggaran sebelumnya;

b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan
rincian output yang memiliki isu disabilitas;

c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak
kepada Penyandang Disabilitas, sehingga
membuka wawasan dalam melihat kesenjangan
yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Renja-
K/L dan RKA K/L di tahun anggaran sebelumnya;

d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan
dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan
manfaat terkait dengan kegiatan yang akan
disusun;

e. melakukan identifikasi faktor penyebab internal
dan eksternal terjadinya kesenjangan atau
permasalahan Penyandang Disabilitas; dan

f.  melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi
kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang
Disabilitas.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei,

penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan

kualitatif.

Faktor penyebab internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi,
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kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan
keterampilan sumber daya manusia terkait dengan
strategi isu disabilitas dalam pembangunan.

(4) Faktor penyebab eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi
yang terjadi.

Pasal 18
Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b di tingkat pusat disusun
berdasarkan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data.

Pasal 19

(1) Kementerian/lembaga melalui unit kerja yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
perencanaan menyusun instrumen Perencanaan dan
penganggaran selaras dengan penyusunan dokumen
Renja-K/L dan RKA-K/L.

(2) Kementerian PPN /Bappenas mengoordinasikan
penyusunan instrumen Perencanaan dan penganggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penyusunan Instrumen Perencanaan dan
Penganggaran di Tingkat Daerah

Pasal 20
(1) Penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a

di tingkat daerah dilaksanakan dengan:

a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam
rencana kerja pemerintah daerah dan rencana
anggaran pengeluaran dan belanja daerah di tahun
anggaran sebelumnya;

b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan output
yang memiliki isu disabilitas;

c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak
kepada Penyandang Disabilitas, sehingga
membuka wawasan dalam melihat kesenjangan
yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam rencana
kerja pemerintah daerah dan rencana anggaran
pengeluaran dan belanja daerah di tahun anggaran
sebelumnya;

d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan
dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan
manfaat terkait dengan kegiatan yang akan
disusun;

e. melakukan identifikasi faktor penyebab internal
dan eksternal terjadinya kesenjangan atau
permasalahan Penyandang Disabilitas; dan

f.  melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi
kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang
Disabilitas.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei,
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penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan
kualitatif.

(3) Faktor penyebab internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi,
kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan
keterampilan sumber daya manusia terkait dengan
strategi isu disabilitas dalam pembangunan.

(4) Faktor penyebab eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi
yang terjadi.

Pasal 21

(1) Pernyataan  Anggaran Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b di tingkat
daerah disusun berdasarkan Analisis Inklusif
Disabilitas Berbasis Data di tingkat daerah.

(2) Perangkat daerah menyusun instrumen Perencanaan
dan penganggaran di tingkat daerah pada saat
penyusunan Renja-SKPD dan RKA SKPD.

Bagian Keempat
Mekanisme Penandaan Anggaran
Penyandang Disabilitas di Tingkat Pusat

Pasal 22
Pelaksanaan penandaan anggaran bertujuan untuk
memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah
dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang
tercapainya target capaian dalam RAN PD.

Pasal 23
(1) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dilakukan atas rincian output

kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan
RAN PD serta dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dilaksanakan oleh tim  koordinasi
Penyelenggaraan RAN PD.

(3) Kementerian PPN /Bappenas mengoordinasikan
penandaan anggaran melalui sistem informasi
Perencanaan dan penganggaran.

(4) Penandaan anggaran dilaksanakan sejalan dengan
proses penyusunan RKA-K/L.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandaan
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan
oleh Menteri.
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BAB V

TATA CARA EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN,

PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

DISABILITAS

Pasal 25
Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian
dari Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
nasional dan daerah.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan membandingkan antara target
capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan:
a. dokumen  Perencanaan dan = penganggaran
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,
dan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
b. pelaksanaan program dan kegiatan
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,
dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 26
Kementerian/lembaga melakukan Evaluasi atas
dokumen Perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaan program dan kegiatan
kementerian/lembaga terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada RAN PD.
Kementerian/lembaga menyampaikan laporan Evaluasi
atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaan program dan kegiatan
kementerian/lembaga terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas kepada tim koordinasi Penyelenggaraan RAN
PD paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.
Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD melakukan
rekapitulasi Evaluasi kementerian/lembaga dengan
melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.
Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD
menyampaikan hasil Evaluasi kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri
paling lambat pada akhir Juni tahun berikutnya.

Pasal 27
Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib
melakukan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan
penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan
terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada RAD PD Provinsi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh tim koordinasi Penyelenggaraan
RAD PD Provinsi.
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(4) Evaluasi oleh perangkat daerah kabupaten/kota

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  untuk
direkapitulasi dengan melibatkan organisasi
Penyandang Disabilitas setempat.

(5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi Evaluasi
perangkat daerah kabupaten/kota untuk disampaikan
kepada Bupati/Walikota dan diteruskan kepada
Gubernur melalui tim koordinasi Penyelenggaraan RAD
PD Provinsi paling lambat pada akhir Februari tahun
berikutnya.

(6) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi
melakukan rekapitulasi Evaluasi di tingkat
kabupaten/kota  dengan  melibatkan  organisasi
Penyandang Disabilitas.

(7) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi
menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kepada Gubernur dan diteruskan kepada
Menteri melalui tim koordinasi Penyelenggaraan RAN
PD untuk menjadi bagian dokumen Evaluasi
Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan
program dan  kegiatan terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

(8) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Menteri melalui Tim Koordinasi
Penyelenggaraan RAN PD setiap 1 (satu) tahun sekali
paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.

Pasal 28
Menteri mengoordinasikan Evaluasi Penyelenggaraan RIPD,
RAN PD, dan RAD PD Provinsi berdasarkan laporan hasil
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (S5) dan
Pasal 27 ayat (8).

Pasal 29
Menteri melaporkan penyelenggaraan RIPD, RAN PD, dan
RAD PD Provinsi kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30
Tata cara Evaluasi RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan
Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KAJI ULANG RENCANA INDUK PENYANDANG
DISABILITAS

Pasal 31
(1) Menteri mengoordinasikan Kaji Ulang RIPD setiap 5
(lima) tahun sekali.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)
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Hasil Kaji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi bahan pertimbangan perubahan RIPD.

Pasal 32

Kaji Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan
RAN PD.
Kaji Ulang RIPD terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
a. tahap penyusunan kajian awal yang disiapkan oleh

kementerian/lembaga;
b. tahap konsultasi publik; dan
c. tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD.
Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, didasarkan pada hasil Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (7).
Tahap konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan:

a. kementerian/lembaga, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
terkait;

b. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan

c. pemangku kepentingan terkait.

Tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan

berdasarkan kajian awal dengan konsultasi publik.

Hasil Kaji Ulang RIPD merupakan hasil dari tahap

finalisasi Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) terdiri atas:

a. penjelasan capaian dan hambatan pelaksanaan
RIPD dalam S (lima) tahun;

b. penjelasan urgensi perubahan RIPD; dan

c. hasil rekomendasi RIPD.

Hasil rekomendasi RIPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf c berupa:

a. RIPD tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya; atau

b. RIPD perlu direvisi.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD

menyampaikan hasil Kaji Ulang RIPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri.

Pasal 33

Menteri melaporkan hasil Kaji Ulang RIPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) kepada Presiden
apabila diperlukan.

Dalam hal hasil rekomendasi RIPD menyatakan bahwa
RIPD perlu direvisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (7) huruf b, Menteri menyampaikan usulan
perubahan RIPD berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas.
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BAB VII
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN

Pasal 34

(1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan
dapat Dberpartisipasi dalam proses Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

(2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi
Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

(3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik
Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum
Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat
nasional dan daerah.

(4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat
nasional dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(5) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(6) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat desa
dan kelurahan dikoordinasikan oleh wunit yang
menyelenggarakan wurusan di bidang Perencanaan
pembangunan.

(7) Hasil penjaringan aspirasi melalui Forum Tematik
Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan
dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di
tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Pasal 35
Menteri menetapkan pedoman teknis mengenai
pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan RAN
PD dan RAD PD Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,
lembaga negara lainnya ikut serta dalam pelaksanaan
RAN PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(2) Lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Keikutsertaan lembaga negara lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan mekanisme Perencanaan dan
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penganggaran serta tata kelola yang berlaku pada
masing-masing lembaga negara lainnya.

(4) Keikutsertaan lembaga negara lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
menyampaikan informasi program dan/atau kegiatan
yang mendukung pelaksanaan RAN PD kepada Menteri.

(5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan oleh Menteri sebagai bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan RAN PD.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2026

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

%3" /) Ditandatangani secara elektronik oleh:

= = MENTER| PERENCANAAN PEME INAN NASIONAL /
Ny K 2

EPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Rachmat Pambudy

RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR gng




LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN,
PENYELENGGARAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN,

PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS 2026-2029

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
mengamanatkan pelaksanaan pembangunan inklusif Penyandang
Disabilitas. Pelaksanaan amanat ini didukung salah satunya melalui
Perencanaan dan penganggaran yang inklusif, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. RAN PD 2026-
2029 menjadi salah satu instrumen Perencanaan dan penganggaran
sebagai panduan dan acuan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan
Perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilitas. Secara lebih
lanjut, RAN PD 2026-2029 menjadi instrumen strategis untuk memastikan
isu disabilitas terintegrasi secara sistematis ke dalam pembangunan
nasional melalui pendekatan lintas sektor, terukur, dan partisipatif.

RAN PD 2026-2029 memuat sasaran strategis, arah kebijakan,
strategi implementasi, indikator, kegiatan, dan target setiap
kementerian/lembaga untuk mendukung Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan RAN PD
2026-2029 dilakukan melalui internalisasi dan sinkronisasi dengan
Perencanaan dan penganggaran tahunan, serta mendorong pelibatan
Penyandang Disabilitas secara bermakna.



INDIKATOR UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS
PERIODE 2026-2029

Target
No. Nama Indikator Institusi Pengampu
2026 2027 2028 2029
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan
Jumlah Penyandang
Disabilit terdaft
1. 1saias rPaA | Kementerian Sosial 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
dalam Data  Nasional
Penyandang Disabilitas
Persentase Pemerintah
Provinsi yang melibatkan | ® Kementerian
2. Penyandang  Disabilitas PPN/Bappenas 80% 85% 90% 95%
dalam penyusunan | e Kementerian Dalam Negeri
kebijakan
Sasaran Strategis 2. Lingkungan Tanpa Hambatan
Persentase instansi
pemerintah yang | Kementerian Pendayagunaan
3. menyelenggarakan Aparatur Negara Reformasi 20% 30% 40% 50%
pelayanan publik ramah | Birokrasi
kelompok rentan
Kawasan permukiman
kumuh yang dilakukan
penataan dengan | Kementerian Perumahan dan
4. . . 1 1 1 1
mengakomodir Kawasan Permukiman
kebutuhan Penyandang
Disabilitas




Target
No. Nama Indikator Institusi Pengampu
2026 2027 2028 2029
Sasaran Strategis 3. Pelindungan, Akses Politik, dan Keadilan
Jumlah Penyandang
Disabilitas terdaftar . . i
5. dalam Daftar Pemilih Komisi Pemilihan Umum - - - 3.000.000
Tetap (DPT) Pemilu
Pérser.lt.ase . Penyandtemg e Kementerian Sosial
6. Disabilitas tidak menjadi o 99,65% 99,7% 99,75% 99,8%
korban kejahatan e Badan Pusat Statistik
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian
Indeks Kesejahteraan
7. Sosial Penyandang | Kementerian Sosial 51.86 58.92 63.14 67.36
Disabilitas
Jumlah Lembaga
Kesejahteraan Sosial
8. (LKS) Penyandang | Kementerian Sosial 350 400 450 500
Disabilitas yang
terakreditasi
iski e Kementerian Sosial
o | Angka Kemiskinan 11,8 11,5 11,3 11
Penyandang Disabilitas e Badan Pusat Statistik
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif
Persentase = Penyandang
10. Disabilitas bekerja di | Kementerian Ketenagakerjaan 10,4% 10,85% 11,4% 12%

sektor formal




Target
No. Nama Indikator Institusi Pengampu
2026 2027 2028 2029
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan
Persentase satuan
11, pendidikan .yar.lg Kementerian Pendidikan Dasar 13,82% 14,57% 15,31% 16,05%
menerapkan prinsip | dan Menengah
pendidikan inklusif
Sasaran Strategis 7. Pemerataan Layanan Kesehatan
Persentase fasilitas
1 kesehat
19, | Poavanan 5e7a ™™ | Kementerian Kesehatan 36,5% 44% 62,5% 75,5%
yang terakreditasi
paripurna
Persentase = Penyandang
Disabilitas tercakup
13. Penerima Bantuan Iuran | Kementerian Sosial 32,66% 55,11% 77,56% 100%

Jaminan Kesehatan (PBI
JKN)




MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS

PERIODE 2026-2029

Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor
Meningkatnya
pemahaman
aparat
desa/kelurahan,
petugas
panti/Lembaga T
kesejahteraan 8051a11§e.1$1
. Kepemilikan .
sosial dan Kementerian
keluarga Dolkumen Desa
Penvandan Kependudukan Jumlah pelaksanaan
Meningkatkan Disgbilitas ¢ Bagi Penyandang | Jemput Bola Pembangunan
kepemilikan tentan Disabilitas Layanan Adminduk Daerah
b g kepada aparat | sekaligus sosialisasi . Tertinggal
dokumen pentingnya desa/kelurahan tentan, entingnya Kementerian i i D h 15 15 15 15
kependudukan kepemilikan petugas ’ dokurngen p gny Dalam Negeri Transmigrasi; aera
g?gg;ﬁﬁ:?g Ece)k;lrircli?lr(liukan panti/Lembaga kependudukan bagi Kerr'lenterian
Peflyan dang kesejahteraan Penyandang Sosial; dan
Disabilitas sosial dan | Disabilitas Kementerian
dengan llizﬁ;fr%c?ang PPN/Bappenas
;ﬁgﬁomlmalkan Disabilitas
desa/kelurahan
dan
panti/Lembaga
kesejahteraan

sosial




Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Jumlah Penyandang
Disabilitas memiliki Persen 97,3% | 97,5% 97,8% 98%
Akta Kelahiran
. Badan Pusat
Menlngkatnya Statistik;
kepemilikan Jumlah Penyandang ’
dokumen Disabilitas usia Kementerian Kementerian
kependudukan Wajib KTP-el yang | [ =\ = PPN/Bappenas; Persen 94,5% | 95% 95,5% 96%
dafar (’Ilfart}l telah melakukan g dan
Keluarga, KTP-el, perekaman KTP-el .
Akta Kelahiran, Ezﬂ:elr?lsiﬁﬁan Kementerian
Akta Kematian, i Sosial
Akta Perkawinan, Dokumen Jumlah Penyandang
dan Akta | Kependudukan Disabilitas usia 0-17 Persen 62% 64% 66% 68%
Perceraian) bagi be}gl lf’gny andang | tahun memiliki KIA
Disabilitas (PD).
Penyandang
Disabilitas (PD)' Jumlah Penyandang
yang memenuhi Disabilitas yang
PSTSY a}'a}ttan. terdata sebagai ]S3taiiari‘k d Pusat
administrasi : atistik; dan
Penyandang Kementerian ’
kependudukan Disabilitas dalam | Dalam Negeri Kementerian Orang 625.000 | 650.000| 675.000 | 700.000
database PPN/Bappenas

Kementerian Dalam
Negeri




. K/L Target Pelaksanaan
Strategi /
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Penyusunan
Tersusunnya Regulasi tentang
II\Q/I:ny;; Zm tentan Regulasi tentang | Pedoman Jumlah Regulasi .
efi: man € | sistem data | Penyelenggaraan | tentang  pedoman Kementerian
p terpilah Sistem Data | Penyelenggaraan PPN/Bappenas;
Penyelenggaraan d Terpilah . d ah
sistermn data Penyandang erpila sistem data terpila Kementerian
: Disabilitas yang | Penyandang Penyandang Kementerian .
terpilah . . . s . . Dalam Negeri; Dokumen 1 1 1 1
Peryandang berlaku  untuk | Disabilitas Disabilitas bagi | Sosial dan
Disabilitas bagi seluruh K/L di | sebagai acuan | seluruh K/L di
. &l tingkat pusat dan | bagi seluruh K/L | tingkat pusat dan Badan Pusat
setiap sektor di . So . -
. pemerintah di tingkat pusat | pemerintah daerah Statistik
tingkat pusat dan d h di tinek d intah | ditinekat d h
daerah per tahun aerah di tingkat an pemerinta 1 tingkat daera
’ daerah daerah di tingkat
daerah
Jumlah dokumen
Profil Tahunan
Penyandang .
Disabilitas dengan iemferlr}tzh
: : : rovinsi; dan
Tersedianya iiﬁ;izfemﬁk sesdl,;ari IS<(e):il§1n terian intah Dokumen 1 1 1 1
Profii Tahunan kebutuhan Pemerinta
Penyandang Penyusunan P d Kabupaten/Kota
Menyel k Disabilit. Profil  Tah coyancans
yelenggarakan isabilitas yang rofi ahunan O .
. Disabilitas  tingkat
pendataan komprehensif Penyandang nasional
Penyandang dan akurat | Disabilitas
Disabilitas di | berdasarkan berdasarkan data T di st
tingkat pusat dan | Pedoman Sistem | terpilah di | ;crsedianya  sistern
. . informasi Profil
daerah Data Terpilah | tingkat pusat dan
T . Penyandang .
Disabilitas di | daerah . i Pemerintah
tingkat pusat dan Disabilitas yang insi: d
memuat data | Kementerian Provinsi; dan .
daerah . . . . Sistem 1 1 1 1
terpilah ~ sesuai Sosial Pemerintah
karakteristik c?an Kabupaten/Kota
kebutuhan spesifik
Penyandang
Disabilitas




Strateci K/L Target Pelaksanaan
I lra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementasi Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
. Badan Pusat
Peny'edlaan Data Jumlah Data Statistik;
Terpilah yang | pooaon ]
ditetapkan erpra yang | Kementerian Pemerintah 1.027. 1.027. 1.027. 1.027.
Tersedianya Data | menjadi ditetapkan menjadi | g ;| Provinsi; dan Orang 955 | 955 | 955 955
Terpilah Nasional | penyandang Penyandang .
Tahunan Disabilitas Disabilitas Pemerintah
Penyandang Kabupaten/Kota
Disabilitas yang
komprohensi | Julah Penyandang Pemeriotah
Penerbitan Kartu D1sak.)1'ht.as yang | porenterian Provinsi; dan 400. 400. 400. 400.
Penyandang memiliki Kartu Sosial p . Orang
Disabilitas Penyandang emerintah 000 000 000 000
Disabilitas Kabupaten/Kota
Tersedianya
laporan tahunan
hasil
pemantauan dan
evaluasi yang
mencakup Penyusunan
ketersediaan data | laporan hasil | Jumlah laporan
Melakukan terpilah pemantauan dan | hasil pemantauan Seluruh K/L;
pemantauan dan Penyandang evaluasi dan evaluasi Pemerintah
evaluasi Disabilitas, pendataan pendataan Kementerian o
pendataan meliputi Penyandang Penyandang PPN/Bappenas Provinsi; dan Laporan 1 1 1 1
Penyandang kesesuaian data | Disabilitas oleh | Disabilitas oleh K/L Pemerintah
Disabilitas dengan K/L dan | dan pemerintah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan pemerintah daerah
sistem data | daerah
terpilah
disabilitas serta
penggunaannya
dalam
Perencanaan dan




Strategi K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mp Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
penyusunan
program dan
kegiatan oleh K/L
dan  perangkat
daerah.
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Penyusunan
pedoman Forum
Tematik
Disabilitas yang .
memperhatikan ¢ Kementerian
Jumlah Pedoman ol
kebutuhan Sosial;
seluruh  racam Pelaksgnaan Forum )
disabili g Tematik Penyandang . ¢ Kementerian
isabilitas dalam ; o > | Kementerian ..
Disabilitas  sebagai Dalam  Negeri; Dokumen 1 0 0] 0]
proses panduan dalam PPN/Bappenas dan
Terlaksananya Perencanaan dan proses Perencanaan .
Menyusun Forum Tematik | Penganggaran, dan penganggaran e Kementerian
mekanisme Forum | Disabilitas dalam dengan Keuangan
Tematik Disabilitas | proses mellbgtkgn
dalam proses | Perencanaan dan organisasi
Perencanaan dan | penganggaran di Pe.ny agdang
penganggaran tingkat pusat dan Disabilitas
daerah
Pelaksanaan Persentase K/L dan .
Forum Tematik | pemerintah daerah * Kerr'lenterlan
Disabilitas yang | melaksanakan Sosial;
memperhatikan Forum Tematik ] o Kementerian
kebutuhan Disabilitas ~ yang | Kementerian Dalam  Negeri; K/L 18,75% | 37,5% | 56,25% | 75%
seluruh  ragam | memperhatikan PPN/Bappenas dan ’ ’ ’ ’
disabilitas dalam | kebutuhan seluruh
proses ragam disabilitas e Kementerian
Perencanaan dan | dalam proses Keuangan
penganggaran, Perencanaan dan
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
dengan penganggaran,
melibatkan dengan melibatkan
organisasi organisasi
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas
Pemberian Persentase
penghargaan penghargaan bagi
bagi pemerintah | pemerintah daerah K teri K teri
daerah yang telah | yang telah crmenterian cmenterian Provinsi 18,75% | 37,5% | 56,25% 75%
PPN/Bappenas Dalam Negeri
melaksanakan melaksanakan
Forum Tematik | Forum Tematik
disabilitas disabilitas
Fasilitasi Persentase
Tersedianya envusUnan Pemerintah Provinsi
Peraturan b erg‘zfl ran dan Pemerintah
Mengoptimalkan Daerah atau gaerah atau Kabupaten/Kota
pembinaan oleh | kebijakan yang kebiiakan an memiliki Peraturan
Pemerintah kepada | mendukung me nJ dukun Yang | Daerah atau
pemerintah daerah | Pemenuhan hak Pemenuha r% hak kebijakan yang
tentang Penyandang mendukung Kementerian Kementerian L o o o o
. >, O . | Penyandang . Provinsi 40% 60% 80% 100%
inklusivitas Disabilitas sesuai Disabilitas sesuai Pemenuhan hak | Dalam Negeri PPN/Bappenas
Penyandang dengan Undang- denean Undane- Penyandang
Disabilitas dalam | Undang Nomor 8 Un dga 0 NomorgS Disabilitas sesuai
Perencanaan dan | Tahun 2016 & dengan Undang-
Tahun 2016
penganggaran. tentang tentan Undang Nomor 8
Penyandang Pen arig dan Tahun 2016 tentang
Disabilitas Dis g bilitas & Penyandang
Disabilitas
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Fasilitasi Persentase
penyusunan RAD | Pemerintah Provinsi
PD Provinsi yang | memiliki RAD PD
mendukung Provinsi yang
Pemenuhan hak | mendukung
Penyandang Pemenuhan hak K teri K teri
Disabilitas sesuai | Penyandang ementerian ementerian Provinsi 18,75% | 37,5% | 56,25% 75%
. . . | PPN/Bappenas Dalam Negeri
dengan Undang- | Disabilitas sesuai
Undang Nomor 8 | dengan Undang-
Tahun 2016 | Undang Nomor 8
tentang Tahun 2016 tentang
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas
Mengintegrasikan Penyusunan Persentase K/L yang
isu disabilitas Dokumen sudah memiliki
dalam penyusunan Perencanaan dan | 41 men Kementerian Kementerian
Rencana penganggaran K/L 15% 30% 45% 60%
Pembangunan Tersedianya yang Inklusif Perencanaan dan | PPN/Bappenas Keuangan
Jangka Panjang, | dokumen Disabilitas  oleh frflgias?fggiasfkﬁlitz 2ng
Rencana Perencanaan dan | K/L
Pembangunan penganggaran
Jangka Menengah yang Inklusif Penyusunan .
Nasjonal’ Rencana Disabilitas di K/L Dokumen ‘a}umlilh pemerln;aﬁ
Pembangunan dan pemerintah | Perencanaan dan rriaerl;laﬂikiy an(folf;lm:n
Jangka  Panjang | daerah penganggaran Perencanaan dan Kementerlan' Kementerian Provinsi 38 38 38 38
Daerah, Rencana yang Inklusif eneaneearan van Dalam Negeri Keuangan
Pembangunan Disabilitas  oleh fnkli sifgg disabi}iitagsg
Jangka Menengah pemerintah (RKPD)
Daerah, Rencana daerah (RKPD)
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Stratec K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Kerja Pemerintah,
Rencapa Kerja Terlaksananya Persentase K/L yang
pemerintah Penandaan melakukan K teri K teri
daerah, Rencana Anggaran penandaan ementerian ementerian K/L 15% 30% 45% 60%
Strategis dan . . . PPN/Bappenas Keuangan
rategls, Inklusif anggaran inklusif
Renja-K/L ~ dan Disabilitas disabilitas
Renja SKPD.
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
Jumlah materi
pelatihan
kepemimpinan dan
Meningkatkan Pengembangan pelatihan dasar yang e Kementerian
pemahaman Terselenggaranya | [ o+ori pelatihan terkait  sensitivitas Pendayagunaan
Aparatur Sipil pelat’ﬂ"la'n kepemimpinan disabilitas yang Aparatur Negara
Negara K/L dan | sensitivitas dan latih. mengacu pada .
. . s . pelatinan .o i Lembaga Reformasi
pemerintah daerah | disabilitas bagi dasar an prinsip-prinsip s . . . ; 1 1 1 1
terhadap prinsip- | seluruh Aparatur yang Convention on the Administrasi Birokrasi; Bahan Ajar
e - P memasukkan isu ; Negara .
prinsip Sipil Negara K/L | (o itivitas Rights of Persons e Kementerian
Penghormatan, dan pemerintah disabilitas with Disabilities Sosial: dan
Pelindungan dan | daerah (CRPD) dan Undang- ’
Pemenuhan hak Undang Nomor 8 e Seluruh K/L
Penyandang Tahun 2016 tentang
Disabilitas Penyandang
berdasarkan Disabilitas
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Strategi
Implementasi

Convention on the
Rights of Persons

with Disabilities
(CRPD) dan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
2016 tentang
Penyandang
Disabilitas, etika
berinteraksi
dengan
Penyandang
Disabilitas, dan
penerapannya

dalam pelayanan
publik bagi ASN di
pusat dan daerah

Target Capaian

K/L Target Pelaksanaan
Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Kementerian
Dalam Negeri;
Kementerian
Pendayagunaan
Persentase lembaga Aparatur Negara
pelatihan yang | Lembaga Reformasi
memiliki sarana dan | Administrasi Birokrasi; Persen 40 45 50 55
Penvelengoaraan prasarana ramah | Negara )
pela{ihangg terhadap disabilitas Seluru.h K/L;
kepemimpinan Pemerintah
dan pelatihan Provinsi; dan
?(?sssgnsif yang Pemerintah
terhadap isu Kabupaten/Kota
sensitivitas
disabilitas Jumlah peserta
pelat1h'an ' Seluruh K/L,
kepemimpinan dan )
pelatihan dasar yang | Lembaga Pemerintah
mendapatkan akses | Administrasi Provinsi; dan Orang 2.670 2.075 2.075 2.075
materi atau ceramah Negara Pemerintah
terhadap su Kabupaten/Kota
sensitivitas
disabilitas
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Pengembangan
standar teknis
: Laporan
infrastruktur pengembangan
Tersedianya bangunan .
Mengembangkan . standar  teknis | gedung dan §tandar teknis
standar teknis | . infrastruktur
: infrastruktur penyehatan
infrastruktur b lineku bangunan gedung
bangunan gedung ansunan msxungan dan penyehatan Seluruh K/L;
gedung dan | sebagai fasilitas . .
dan  penyehatan h d 1 lingkungan sebagai K . Pemerintah
lingkungan penye atan an ayanhan | e silitas dan layanan emepterlan L
sebagai fasilitas lingkungan publik yans ublik yang mudah Pekerjaan Provinsi; dan Laporan 1 1 1 1
g . sebagai fasilitas | mudah diakses i yang Umum -
dan layanan publik diakses oleh Pemerintah
dan layanan | oleh Penyandang
yang mudah blik Disabili > | Penyandang Kabupaten/Kota
diakses bagi pubi _yang 1sabilitas sesual Disabilitas sesuai
Penyandan mudah  diakses | dengan dengan  ketentuan
Diszbilitasg oleh Penyandang | ketentuan Star%dar Pelayanan
Disabilitas Standar . Y
Pelayanan M1n1ma1 Bidang
Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Jumlah Unit Pemerintah
Layanan Disabilitas | Badan Nasional Provinsi; dan Uni . X . .
. Penanggulangan Penanggulanga nit
Memastikan Tersedianya Pengembangan Bencaﬁiu & di | n Benffnla 8 e Pemerintah
pelayanan standar dan | standar dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
penanganan pedoman bagi | pedoman bagi
kebencanaan yang pelayanan pelayanan Jumlah  dokumen
aksesibel bagi penanganan penanganan rencana kontigensi Pemerintah
Penvandan kebencanaan kebencanaan d h Badan Nasional o
shyandang bagi Penyandang | bagi Penyandang aera L yans adan fasion Provinsi; dan
Disabilitas Disabilitas Disabilitas memperhatikan Penanggulanga . Dokumen 1 1 1 1
kebutuhan n Bencana e Pemerintah
Penyandang Kabupaten/Kota

Disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

K/L Target Pelaksanaan
Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Tersusunnya revisi
Peraturan Kepala
Badan Nasional
Penanggulangan Seluruh K/L;
Bencana Nomor 14 Badan Nasional Pemerintah
Tahun 2014 beserta Penanggulanga Provinsi; dan Dokumen - 1 1 1
dokumen peraturan n Bencana )
turunannya, Pemerintah
termasuk petunjuk Kabupaten/Kota
pelaksanaan (juklak)
dan petunjuk teknis
(juknis)
Jumlah kegiatan
dalam Forum Seluruh K/L;
Pengurangan Risiko Badan Nasional Pemerintah
Bencana .(FPRB) Penanggulanga Provinsi; dan Kegiatan 1 1 1 1
yang melibatkan n Bencana )
Penyandang Pemerintah
Disabilitas sesuai Kabupaten/Kota
ragam disabilitas
Jumlah Desa
Tangguh  Bencana
yang melibatkan Pemerintah
peran dan | Badan Nasional Provinsi; dan
partisipasi Penanggulanga . Unit 1 1 1 1
Penyandang n Bencana Pemerintah
Disabilitas ~ dalam Kabupaten/Kota
penguatan
ketangguhan desa
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Strategi K/L Target Pelaksanaan
I lra eg‘t ) Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementasi Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Persentase dalam 1
(satu) unit Kampung Pemerintah
Siaga Bencana (KSB . s
Jang b ationn Sementerian Provinsi; dan Individu 5% 5% 5% 5%
Penyandang osial Pemerintah
Disabilitas  sebagai Kabupaten/Kota
pengurus
Meningkatnya
jumlah instansi
Ir)ne;{l:é;jf;ka};ang Jumlah instansi | Kementerian Seluruh K/L;
Survei Kepuasan Pengembangan pemerintah yang | Pendayagunaan Pemerintah )
M akat instrumen survei | menyediakan data | Aparatur Provinsi: dan Instansi 45 90 135 174
asyaraxa kepuasan terpilah  kepuasan | Negara ’ Pemerintah
dengan p p p & . .
memasukkan masyarakat Pe.ny agdang Rgformag Pemerintah
pemetaan Disabilitas Birokrasi Kabupaten/Kota
Memasukkan disabilitas pada
variabel disabilitas | kyesioner
dalam instrumen
penilaian Jumlah instansi
pelayanan dan pemerintah yang
fasilitas publik dilak.uka.m
oleh K/L dan monitoring
pemerinta/h daerah ’Il)‘:rslﬁliir;ignaranya Pembinaan pelayanan publik | Kementerian Seluruh K/L;
1 blik pelayanan publik | inklusif disabilitas | Pendayagunaan Pemerintah .
pelayanan publi yang mudah | yang mengacu pada | Aparatur o Instansi 0 0 0 0
yang mudah diak baoi | P PAN RB | N Provinsi; dan P intah 40% 60% 80% 100%
diakses bagi iakses agi ermen egara ] emerinta
Penyandang Penyandang Nomor 11 Tahun | Reformasi Pemerintah
Disabilitas Disabilitas 2024 tentang | Birokrasi Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Ramah Kelompok
Rentan.
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Melaksanakan
pemant.tauan dan Terselenggaranya IP; ;gi}; iunanau dit
evaluasi audit terhadap terhada Jumlah laporan
pelaksanaan infrastruktur infras tnljk fur audit terhadap
penyediaan bangunan bangunan infrastruktur Seluruh K/L;
infrastruktur gedung dan gedung dan bangunan  gedung .
penyehatan dan penyehatan | Kementerian Pemerintah
bangunan gedung | I penyehatan . : ; insi
lingkungan . lingkungan sebagai | Pekerjaan Provinsi; dan Laporan 1 1 1 1
dan penyehatan . - lingkungan >
. . | sebagai fasilitas . i fasilitas dan layanan | Umum P intah
lingkungan sebagai | jap layanan sebagai fasilitas publik yang mudah emerinta
fasilitas dan | publik yang dirlilik layaZin diakses bagi Kabupaten/Kota
layanan publik yang | mudah diakses Ir)n udah dia31’<se§ Penyandang
mudah diakses oleh | bagi Penyandang bagi Penyandang Disabilitas
Penyandang Disabilitas Disabilitas
Disabilitas
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas
Tersedianya
fasilitasi Kementerian
) pembiayaan . PPN/Bappenas;
Meningkatkan perumahan bagi Pelaksanaan )
dukungan Penyandang Fasilitasi Jumlah fasilitasi Kementerian
penyediaan Disabilitas pembiayaan pembiayaan Kementerian Keuangan;
permukiman yang | berpenghasilan perumsahan bagi perumahan bagi Perumahan dan Kementerian
layak, terjangkau, | rendah dengan Penyandang . Laporan 1 1 1 1
d dab faatk Penyandang Disabilit Kawasan Sosial;
an yang muda memanfaatkan Disabilitas isabilitas Permukiman
diakses oleh | program berpenchasilan berpenghasilan Pemerintah
Penyandang perumahan yang rengahg rendah Provinsi; dan
Disabilitas memberikan p intah
prioritas emerinta
dan/atau Kabupaten/Kota
kemudahan
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Stratesi K/L Target Pelaksanaan
Im lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Kementerian
Penerapan kuota PPN/Bappenas;
Terlaksananya bagi d
kebijakan ast lf’?ny andang Kementerian
. Disabilitas untuk | Jumlah kawasan .
afirmatif dalam . . Keuangan;
rangka menyewa permukiman kumuh | Kementerian '
. perumahan yang | tertangani yang | Perumahan dan Kementerian
penyediaan . . . Kawasan 1 1 1 1
. dikelola oleh | mengakomodir Kawasan Sosial;
permukiman . .
. | Pemerintah, Penyandang Permukiman .
layak bagi . SO Pemerintah
pemerintah Disabilitas .
Penyandang daerah. BUMN Provinsi; dan
Disabilitas atau BUMD Pemerintah
Kabupaten/Kota
Tercapainya Penerapan Jumlah Kementerian
Mendorong implementasi Pemenlrl)han kabupaten/kota Dalam Negeri;
pemerintah daerah | Pemenuhan standar yang Kementerian Pemerintah Kabupaten/
untuk Pemenuhan | standar mengimplementasik Pekerjaan - 299 374 449 515
keandalan Provinsi; dan Kota
standar keandalan | keandalan baneunan an Pemenuhan | Umum
bangunan gedung bangunan od Elri standar keandalan Pemerintah
gedung g g bangunan gedung Kabupaten/Kota
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas
Menyediakan Tersedianya Pengembangan Jumlah
prasarana, sarana, | kebijakan kebijakan pengembangan
dan layanan | layanan layanan kebijakan Pemerintah
Lrans$ortasi tran§portasi ’ tran§portasi . E”a.l’liSPogtaSit Pulblﬂi, Kementerian Provinsi; dan Jumlah ° 3 o 0
eserta publik, baik | publik, baik a1 arat, aut, Perhubungan Pemerintah Kebijakan
kelengkapannya darat, laut, | darat, laut, | udara maupun
yang aksesibel bagi | udara, maupun | udara, maupun | kereta gpi yang Kabupaten/Kota
Penyandang kereta apl yang kereta apl yang mudah diakses dan
Disabilitas aksesibel bagl aksesibel bagl ramah disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Penyandang
Disabilitas

Kegiatan Indikator Kegiatan
P(?nya.n’dang Tingkat
Disabilitas implementasi
kebijakan sub sektor
darat, wudara, Ilaut
dan kereta api yang
ramah disabilitas
Pengembangan Tersedianya
regulasi/kebijaka | regulasi/kebijakan
n potongan | potongan
harga/diskon harga/diskon
transportasi transportasi publik
publik dari sektor | dari sektor
pemerintahan pemerintahan dan
dan swasta bagi | swasta bagi
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas
Penerapan Jumlah pelaksanaan
pglakgana.an diseminasi
dlsgmlnas1 kebijakan layanan
kebijakan transportasi publik,
layanan . darat, laut, udara,
tran§porta31 . maupun kereta api
publik, baik yang mudah diakses
darat, laut, | qan ramah
udara, maupun | gisahilitas di
kereta api yang pemerintah pusat

mudah diakses

dan ramah
disabilitas yang
dilakukan

minimal 1 (satu)

dan daerah yang
dilakukan minimal 1
(satu) kali dalam 1
(satu) tahun

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Kegiatan 9 72 139 150
Jumlah
Kebijakan 1 0 0 0
Kegiatan 6 8 10 14
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Kegiatan

kali dalam 1
(satu) tahun

Tersedianya
sarana dan
prasarana, serta
kelengkapan
layanan
transportasi yang
diselenggarakan
oleh pemerintah
pusat,
pemerintah
daerah, dan
swasta yang
mudah diakses
dan ramah
disabilitas

K/L
Penanggung
Jawab Utama

Penyediaan
sarana dan
prasarana, serta
%;e;:ﬁiiapan Jumlah . lokus
transportasi yang gengan tingkat
aksesibel bagi emenuhan sarana
Penyandang gan 4 prasarana
. . . enyandang
dD;agzlrlftaS sesual | picabilitas . 100%
ketentuan pada SPM Bidang
Standar Perhubungan
Pelayanan
Minimal bidang
Perhubungan

Jumlah

regulasi/kebijakan
Penyediaan peningkatan indeks
fasilitas pejalan kualitas fasilitas
kaki untuk | Pejalan  kaki yang
mendukung ramah disabilitas ’
layanan pada jalan nasional | Kementerian
transportasi di kota besar dan | Pekerjaan
publik yang kawasan. Umum
aksesibel bagi metropolitan
Penyandang
Disabilitas

Jumlah pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi terkait

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Unit 95 132 155 169
Pelayanan
J umlah. 0 0 1 1
Regulasi
Kota Metro 4 6 8 10
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: K/L
I Sltrateg; . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung
mplementast Jawab Utama
fasilitas pejalan kaki
bagi Penyandang
Disabilitas
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi  kepada
penyelenggara jalan
terkait fasilitas
pejalan kaki yang
ramah disabilitas
Jumlah pelaksanaan
Menyelenggarakan Pelaksanaan pelat’il'.la'n
i sensitivitas
pelatihan tentang | Terselenggaranya pelatihan disabilitas dalam 1
standar pelayanan | pelatihan layanan. £ y gng tahun yang
. responsi an
yang responsif dan | layanan yang oos melibatkan
sensitif terhadap | responsif dan iigi;gh;:hadap Operator/UPT jasa
kebutuhan sensitif terhadap transportasi
Penyandang kebutuhan Penyandang K teri
Disabilitas  bagi | Penyand Disabilitas _ bagi crhubungar
g yandang Operator/UPT Perhubungan
petugas layanan | Disabilitas bagi
) Jasa Jumlah
transportasi petugas layanan T i d .
publik, baik darat transportasi ransportasi dan | pegawai/petugas
laut ’ mau ur; ublik petugas layanan | layanan transportasi
a da1’"a p p transportasi publik yang
) publik mengikuti
pelatihan/diklat
sensitivitas

disabilitas

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Jumlah
pelaksanaan 2 3 4 S
sosialisasi
Kegiatan 2 3 4 5
Orang 120 120 120 120




-292 -

Strategi K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Tersedianya Penyusunan Jumlah Kementerian
regulasi/kebijaka | regulasi/kebijaka . . Hukum;
- . regulasi/kebijakan .
n terkait Layanan | n terkait Layanan . Kementerian
LY Y terkait Layanan
Komunikasi dan | Komunikasi dan o . Pend
. . . . Komunikasi dan | Kementerian €ndayagunaan Kk
Informasi Publik | Informasi Publik . . L Dokumen
. . Informasi Publik | Komunikasi Aparatur Negara . 0 1 1 1
(LKIP)  berbasis | (LKIP) berbasis . L . Regulasi
digital yang | digital yang (LKIP) berbasis | dan Digital Reformasi
M - . ) .
cryusun mudah diakses | mudah diakses digital bagi Birokrasi; dan
kebijakan dan ; . Penyandang
standar ba}gl l?gnyandang ba}gl P"gny andang Disabilitas Kementerian
operasional Disabilitas Disabilitas Dalam Negeri
Layanan
Komunikasi dan )
Informasi  Publik Kementerian
(LKIP) yang mudah | Tersedianya fengembangan Hukum;
diakses, andal, dan | Layanan ayvanan K teri
responsif terhadap | Komunikasi dan | Xomunikasi dan | jymiah  pedoman P:rrlr(li(jl : rlar?aan
kebutuhan Informasi Publik 1nf0rmgs1 pl'ﬂ?hk layanan komunikasi A '27 gu N
Penyandang (LKIP) yang berbasis  digital dan informasi publik Kementerian para ur. cgara
Disabilitas mudah  diakses, | Y218  mudah | perpagis digital bagi | Lo Reformasi Dokumen ) ) ) )
andal, dan | diakses, and%l Penyandang d Omgpl.talm Birokrasi;
responsif dan responsif | pisabilitas (sebagai an Ligtta Kementerian
terhadap terhadap modul bimbingan Dalam Negeri:
kebutuhan kebutuhan teknis LKIP) e
Penyandang Pgnya}'{dang ‘ dan
Disabilitas D1sab11}tas bagi Kementerian
ASN di K/L dan
PPN/Bappenas
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Stratesi K/L Target Pelaksanaan
Im lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Pemerintah Kementerian
daerah Jumlah ASN di K/L Pendavacunaan
dan pemerintah yagu
daerah yang Aparatur Negara
mengikuti Reformasi
bimbingan teknis Birokrasi;
layanan komunikasi | Kementerian Kementerian
dan informasi publik | Komunikasi Dalam Neoeri: Orang 100 100 100 100
berbasis digital yang | dan Digital gerL
mudah diakses, dan
andal, dan responsif Kementerian
terhadap kebutuhan Pendidikan
PDei;lg t?irllicti:sg Tinggi, Sains dan
Teknologi
Meningkatkan Tersedianya Fne;lcﬁsun:lraltihan Jumlah modul Kerr'lelr.lterlan
kapasitas modul pelatihan sistermn I‘zeknolo ; pelatihan Sosial;
Penyandang penggunaan dan informaii penggunaan Kementerian
Disabilitas dalam | teknologi dan ublik bagi teknologi dan | Kementerian Dalam Negeri
mengakses mengakses Ilgen andan & | informasi publik | Komunikasi . Modul 3 3 3 3
informasi  publik | informasi publik shyahdang bagi Penyandang | dan Digital Pemerintah
Disabilitas yang s
melalui yang disesuaikan disesuaikan Disabilitas yang Provinsi; dan
pemanfaatan dengan ragam disesuaikan dengan i
) Lo dengan ragam s Pemerintah
teknologi disabilitas disabilitas ragam disabilitas Kabupaten/Kota
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. Target Pelaksanaan
Strategi K/L
Il tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementasi Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Pelaksanaan
pelatihan
Tersedianya pengganaan Kementerian
pelatihan f[eknologl. dgn Jumlah  pelatihan ial:
penggunaan 1nf0}"ma51 pubhk penggunaan Sosia )
teknologi dan be}gl P?nyandang teknologi digital dan Kementerian
mengakses D1sab111?as yang | akses informasi | Kementerian Dalam Negeri;
informasi publik | disesuaikan publik bagi | Komunikasi . Pelatihan 11 11 11 11
bagi Penyandang dfenga}r} ragam | Penyandang dan Digital Pem<'er1r.1tah
Disabilitas yang d%sabﬂltas dan | Disabilitas yang Provinsi; dan
disesuaikan dilaksanakan disesuaikan dengan Pemerintah
dengan ragam minimal 1 (satu) ragam disabilitas
disabilitas kali dalam 1 Kabupaten/Kota
(satu) tahun
Kebijakan V: Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas
Jumlah rumah
ibadah Buddha yang . R h
aksesibel oleh | Kementerian e 10 10 10 10
Penyandang g
Meningkatkan Tersedianya Disabilitas Kementerian
akses Penyandang | rumah ibadah | Pengembangan Pekerjaan
Disabilitas yang mudah | rumah  ibadah | Jumlah rumah Umum; dan
terhadap diakses (dan | yang  aksesibel | ibadah Kristen yang K teri Rumah
infrastruktur dan | aman) oleh | oleh Penyandang | aksesibel oleh Agegl:anrflg cran Seluru.h ‘badah 20 20 20 20
sarana prasarana | Penyandang Disabilitas Penyandang pemerintah
rumah ibadah. Disabilitas Disabilitas daerah
Jumlah rumah :
K t Rumah
ibadah Hindu yang Ag;nrflg eran ibadah 30 45 60 75
aksesibel oleh
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Kegiatan

K/L
Penanggung
Jawab Utama

Penyandang
Disabilitas

Jumlah rumah
ibadah Katolik yang
aksesibel oleh
Penyandang
Disabilitas

Kementerian
Agama

Jumlah rumah
ibadah Islam yang
aksesibel oleh
Penyandang
Disabilitas

Kementerian
Agama

K/L Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan

2026

2027 2028

2029

Rumah
ibadah

40

50 60

70

Rumah
ibadah

400

600 800

1000

Tersedianya

kebijakan untuk
penyediaan

informasi  yang
dapat diakses
dalam kegiatan
keagamaan

khususnya di
rumah ibadah
oleh seluruh
ragam disabilitas

Pengembangan
kebijakan untuk
penyediaan
informasi  yang
dapat diakses
dalam kegiatan
keagamaan
khususnya di
rumah ibadah
oleh seluruh
ragam disabilitas

Jumlah  kebijakan
untuk  penyediaan
informasi yang dapat
diakses dalam
kegiatan keagamaan
khususnya di rumah
ibadah Islam oleh
seluruh ragam
disabilitas

Kementerian
Agama

Jumlah  kebijakan
untuk  penyediaan
informasi yang dapat
diakses dalam
kegiatan keagamaan
khususnya di rumah
ibadah Hindu oleh

Kementerian
Agama

Kementerian
Komunikasi dan
Digital; dan
Pemerintah
daerah

Kebijakan

Kebijakan
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
seluruh ragam
disabilitas
Jumlah  kebijakan
untuk penyediaan
informasi yang dapat
diakses dalam Kementerian
kegiatan keagamaan Acama Kebijakan 1 1 1 1
khususnya di rumah g
ibadah Buddha oleh
seluruh ragam
disabilitas
e Kementerian
) ) ) ) Pendidikan
Terspdlanya kltak? Penyedlaan kltak? Jumlah penyediaan Dasar dan
Zum yang sesuai Zum yang sesuai | | o O yang Menengah;
engan engan . . ’
kebutuhan kebutuhan iiiii;han d:;%aarﬁ Ke;nrigterlan e Badan Riset dan Eksemplar 5000 5000 5000 5000
ragam ragam Penyandang & & Inovasi Nasional;
Penyandang Penyandang Disabilitas dan
Disabilitas Disabilitas .
e Pemerintah
daerah
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Memastikan Tersedianya Penjangkauan Persentase e Komisi e Kementerian
inklusivitas  bagi | aksesibilitas yan hak pilih melalui Pemilihan .
g yang Penyandan Dalam N ;
Penyandang memadai bagi | sosialisasi dan shyandang . alam Negerl, 0
. s ep Disabilitas terdaftar Umum; dan Persen 0 0 0 100%
Disabilitas dalam | seluruh  ragam | fasilitasi DPT serta e Pemerintah
setiap tahapan | Penyandang Pemenuhan hak mendapatkan e Badan Provinsi; dan
Penyelenggaraan Disabilitas yang | pilih Penyandang b Pengawas
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
Implgr?leer%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
pemilihan umum | memiliki hak | Disabilitas aksesibilitas  yang Pemilihan Pemerintah
tanpa pilih untuk | melalui layak di TPS Umum Kabupaten/Kota
diskriminasi. berpartisipasi pendataan,
dalam setiap | edukasi pemilih,
tahapan serta penyediaan Komisi
Penyelenggaraan aksesibilitas ~ di | Persentase omist Kementerian
pemilihan umum | seluruh TPS Pgnya}'{dang Pemilihan Dalam Negeri;
tanpa hambatan | termasuk di | Disabilitas Umum; dan intah
fisik, informasi, | daerah menggunakan  hak Badan Pemerinta Persen 0 0 0 80%
maupun perbatasan, pilih serta Provinsi; dan
prosedural daerah terpencil, | mendapatkan Penga.was Pemerintah
dan/atau aksesibilitas  yang Pemilihan Kabupaten /Kot
panti/balai layak di TPS Umum abupaten/Kota
rehabilitasi
Persentase Komisi Kementerian
Pgnya}'{dang Pemilihan Dalam Negeri;
Disabilitas yang Umum; dan
terdaftar DPT dan Pemerintah o
menggunakan hak Badan Provinsi; dan Persen 0 0 0 80%
pilih di  panti | Pengawas P intah
dan/atau Pemilihan emerinta
rehabilitasi Umum Kabupaten/Kota
Tersedianya Komisi
regulasi bagi KPU Per}y elqugaraan i Kementerian
dalam verifikasi dan Persentase Pemilih Pemilihan Dalam Negeri;
validasi DPT Umum: dan ’
melakukan Penvandan Penyandang ’ Pemerintah
pencocokan dan shyandang Disabilitas di Badan .. Persen 0 1% 1% 0%
s Disabilitas pada Provinsi; dan
penelitian  data pencocokan dan P
saat tahapan engawas .
terhadap penelitian data Pemilihan Pemerintah
Penyandang Pencocokan  dan Kabupaten/Kota
Disabilitas Penelitian Data Umum p
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Penjangkauan
Penyandang
Tersedianya Disabilitas Komisi )
akses bagi | melalui Pemilihan Kementerian
Penyandang Identifikasi dan | Jumlah perwakilan ] Dalam Negeri;
Disabilitas untuk | rekrutmen Penyandang Umum; dan :
gy . . . . Pemerintah
berpartisipasi Penyandang Disabilitas sebagai Badan Provinsi: dan Orang 0 1000 1000 1000
sebagai Disabilitas penyelenggara Pengawas ’
penyelenggara sebagai pemilihan umum Pemilihan Pemerintah
pemilihan penyelenggara Umum Kabupaten/Kota
umum. pemilihan umum
di berbagai
tingkatan
Persentase Tempat KOl’I’l.iS.i Kementerian
Pemungutan Suara Pemilihan Dalam Negeri;
. (TPS) yang Umum; dan )
Penyediaan TPS | memenuhi standar Pemerintah Persen 0 0 0 100%
yang  aksesibel | gksesibilitas bagi Badan Provinsi; dan ?
bagi seluruh | geluruh ragam Pengawas )
Tersedianya ragam Penyandang Pemilihan Pemerintah
Tempat Penyandang Disabilitas Umum Kabupaten/Kota
Disabilitas
Pemungutan .
S dapat termasuk di
uara yang dapa termasuk di | Persentase Tempat
diakses oleh P ¢ S Komisi
Penyandang daerah emungutan Suara 18 Kementerian
Disabilitas perbatasan, (TPS) yang Pemilihan Dalam Negeri;
daerah terpencil, | memenuhi standar Umum; dan ’
dan/atau aksesibilitas bagi Pemerintah P 0 0 0 100°
panti/balai seluruh ragam Eadan Provinsi; dan crsen %
rehabilitasi Penyandang engawas .
Disabilitas di panti | Pemilihan Pemerintah
dan/atau Umum Kabupaten/Kota
rehabilitasi
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Kom.is.i Kementerian
Jumlah  kebijakan Pemilihan Dalam Negeri;
Tersedianya yang mengatur Umum; dan ’
kebijakan yang tentang partisipasi Pemerintah ..
mengatur Penyandang Badan Provinsi; dan Kebijakan 0 1 1 1
tentang Penyusunan Disabilitas dalam Pengawas .
. . . o1 P Pemerintah
partisipasi kebijakan yang | pemilihan umum Pemilihan
Penyandang mengatur Umum Kabupaten/Kota
Disabilitas dalam | partisipasi
seluruh  ragam | Penyandang o
disabilitas dalam | Disabilitas dalam KOI’I’l.ls.l Kementerian
pemilihan umum | pemilihan Pemilihan Dalam Negeri;
(sebagai pemilih | umum. Jumlah  kebijakan Umum; dan ’
dan yang mengatur Pemerintah Kebiiak 0 1 1 1
penyelenggara akomodasi/aksesibil Badan Provinsi; dan chyakan
pemilihan umum itas di TPS Pengawas P intah
Pemilihan emerinta
Umum Kabupaten/Kota
Tersedianya Penyediaan Jumlah modul Komisi Kementerian
modul sensitisasi | modul sensitisasi | sensitisasi dan Pemilihan Dalam Negeri;
dan pengenalan | dan pengenalan | pengenalan yang Umum; dan b tah
yang inklusif bagi | yang inklusif bagi | inklusif bagi emerinta Modul 0 1 1 1
Penyandang Penyandang Penyandang Badan Provinsi; dan oau
Disabilitas untuk | Disabilitas untuk | Disabilitas untuk Pengawas .
oy Pemerintah
Penyelenggara Penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Kab ten /Kot
Pemilu Pemilu Pemilu Umum abupaten/Kota
Pelatihan Jumlah pelatihan o Kementerian
Terla.ksananya sensitivitas sensitivitas Komisi Dalam Negeri;
pelatihan disabilitas untuk | disabilitas  untuk | Pemilihan , Pelatihan 0 1 1 1
sgnsfqyltas Penyelenggara Penyelenggara Umum; dan Pemerintah
disabilitas untuk | poilg Pemilu Provinsi; dan
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Strateoi K/L Target Pelaksanaan
m lemer%tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Penyelenggara Badan Pemerintah
Pemilu Pengawas Kabupaten/Kota
Pemilihan
Umum
Pelaksanaan o
reviu peraturan Terdapat kete.njcuar% KOl’I’l.ls.l Kementerian
perundang- . terkait partlsl.pas1 Pemilihan Dalam Negeri;
undangan terkait | dan mekanisme Umum; dan ]
partisipasi Penyandang Pemerintah Ketent 0 1 0 0
Penyandang Disabilitas dalam Badan Provinsi; dan crentuan
Disabilitas dalam | Pemilihan = Umum Pengawas .
o1 . oy Pemerintah
Pemilihan Umum | sebagai Calon Pemilihan Kalh K
sebagai Calon | Legislatif Umum abupaten/Kota
Legislatif
Meningkatkan Tercapainya
keterwakilan peningkatan
Penyandang jumlah
Disabilitas dari | Penyandang Penjangkauan
seluruh ragam | Disabilitas yang | Penyandang
e O Komisi ;
D1sgjb1htas dalam | duduk <.11a1a1jr1 D1sab11}tas Jumlah perwakilan 18 Kementerian
politik. lembaga legislatif | melalui Pemilihan ..
. . Penyandang Dalam Negeri;
Identifikasi dan . . Umum: dan
. Disabilitas yang ’ intah
pelatihan berpartisipasi dalam Bad Pemerinta Oran 0 0 10 0
Penyandang errFl)ilihanp umum adan Provinsi; dan &
Disabilitas untuk | P . Pengawas .
. sebagai calon ilih Pemerintah
berpartisipasi lesislatif Pemilihan Kalh ton /Kot
dalam pemilihan g Umum abupaten/Kota
umum  sebagai
calon legislatif
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
Il ra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
rpiementast Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Kebijakan II: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran dalam Proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan
Jumlah standar
prosedur
pemeriksaan yang
inklusif bagi seluruh
ragam Penyandang
Disabilitas di
Kepolisian
M bangk ’
cngembangxan termasuk kualifikasi .
standar penyelidik dan e Kementerian
b err}er11§saan. yang Tersusunnya Penyusunan penyidik Kepolisian PPN/Bappenas;
meliputi kualifikasi . ’ Negara d
standar prosedur | kebijakan pendamping . an Dokumen 1 0 0 0
penuntut umum, . tand d . o Republik
penyidik, hakim permetigsaan standar prosedur | disabilitas, Indonesia e Kementerian
etuoas ’ > | peradilan yang | pemeriksaan pendamping hukum, Sosial
pemgs arakatan inklusif bagi | yang layak bagi | penerjemah;
pendar}; in ’ seluruh ragam | peradilan prosedur
gisabilitss g disabilitas Penyandang pemeriksaan; serta
pendamph;g dengan Disabilitas, fasilitas dan layanan
melibatkan termasuk yang layak bagi
dan  penerjeman; | OrEanisasi perempuan dan | peradilan
rosedﬁr ! ' | Penyandang anak Penyandang
pem eriksaan: serta Disabilitas dari | Penyandang Disabilitas.
?asﬂitas ’ dan seluruh  ragam | Disabilitas yang
Penyandang berhadapan Jumlah standar
La;f;nan y;zfalgi}{:l; Disabilitas dengan hukum prosedur
Penyandang Pelglleri,lf{saan Z?nﬁ e Kementerian
‘sabili inklusif yang tela
Pisabilitas. direvisi bagi seluruh PPN/Bappenas;
g Mahkamah dan Kk
ragam Penyandang | gonstitusi Dokumen 2 1 0 0
Disabilitas di e Kementerian
Mahkamah Sosial
Konstitusi,
pendamping
disabilitas,
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
pendamping hukum,
dan penerjemah;
prosedur
pemeriksaan; serta
fasilitas dan layanan
yang layak Dbagi
peradilan
Penyandang
Disabilitas.
Jumlah norma,
Penyusunan standar, prosedur,
norma, standar, | dan kriteria
prosedur, kriteria | termasuk
tentang penyusunan .
pelayanan kurikulum di Kementerian E;ane]gterlan )
Penyandang lembaga pendidikan Imierasi dan /Bappenas;
Disabilitas yang | terkait pelayanan Pe rr%as arakata dan Dokumen 0 1 0] 0
inklusif baik | disabilitas yang | Y Kementerian
mencakup inklusif untuk Sosial
kesiapan sumber | memperkuat
daya manusia | kapasitas petugas di
dan Program | lingkungan satuan
layanan kerja
pemasyarakatan
Tersedianya Pengadaan Persentase unit Kementerian
Akomodasi yang | fasilitas dan | layanan Kepolisian Kepolisian PPN/Bappenas:
Layak dan | layanan yang | yang telah Negara d ’ .
aksesibilitas yang | layak dan | menyediakan Republik an Persentase 30% 0 0 0
inklusif bagi | inklusif bagi | fasilitas dan layanan | 1, 4onesia Kementerian
Penyandang Penyandang yang layak dan Sosial
Disabilitas yang | Disabilitas, inklusif bagi
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
berhadapan termasuk Penyandang
dengan hukum perempuan dan | Disabilitas
anak
Penyandang
Disabilitas yang | Persentase unit
berhadapan kerja kejaksaan,
dengan hukum termasuk kantor
kejaksaan dan K .
ementerian
rumah tahanan
cabang  kejaksaan | Kejaksaan PPN/Bappenas;
yang telah | Republik dan Persentase 92% 93% 94% 95%
menyediakan Indonesia Kementerian
fasilitas dan layanan Sosial
yang layak dan
inklusif bagi
Penyandang
Disabilitas
Persentase unit
kerja di lingkungan
Mahkamah Agung,
termasuk  seluruh Kementerian
kantor pengadilan, PPN/Bappenas;
yang telah | Mahkamah dan Persentase | 25,53% | 34,87% | 52,66% | 74,13%
menyediakan Agung )
fasilitas dan layanan Kementerian
yang layak dan Sosial
inklusif bagi
Penyandang
Disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

K/L Target Pelaksanaan
Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029

Kementerian
Persentase
peningkatan fasilitas Mahkamah PPN/Bappenas;
aksesibel pada o dan Persentase 0 40% 40% 20%

Konstitusi

kantor Mahkamah Kementerian
Konstitusi Sosial
Persentase unit
layanan/satuan
kerja kepolisian
yang memenuhi
Akomodasi yang
Layak, termasuk
penerjemah bahasa
isyarat, pendamping Kementerian
psikososial, atau | Kepolisian PPN/Bappenas;
tepaga profesional Negara. dan Persentase 0 0 80% 0
lainnya, serta | Republik )
dukungan Indonesia Kementerian
komunikasi Sosial
augmentatif sesuai
kebutuhan
Penyandang
Disabilitas dalam
proses perkara di
lingkungan
Kepolisian.
Jumlah unit Kementerian
pelaksana teknis | Kementerian PPN/Bappenas;
pemasyarakatan Imigrasi dan dan Jumlah UPT 7 8 9 9
yang memenuhi Pemasyarakata .
Akomodasi yang | 1 Kerr'lenterlan
Layak, termasuk Sosial
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

K/L Target Pelaksanaan
Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
penerjemah bahasa
isyarat, pendamping
psikososial, atau
tenaga  profesional
lainnya, serta
dukungan
komunikasi
augmentatif sesuai
kebutuhan
Penyandang
Disabilitas dalam
proses perkara di
Unit Pelaksana
Teknis
Pemasyarakatan
Persentase
terpenuhinya
Akomodasi yang
Layak di Mahkamah
Konstitusi,
termasuk
penerjemah bahasa Kementerian
isyarat, pendamping PPN/Bappenas;
psikososial,  atau | Mahkamah dan Persentase | 100% | 100% | 100% | 100%
tenaga profesional | Konstitusi ,
lainnya, serta Kerr'lenterlan
dukungan Sosial
komunikasi
augmentatif sesuai
kebutuhan
Penyandang
Disabilitas dalam

proses perkara di
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Mahkamah
Konstitusi
. Kementerian
Penjangkauan Persentase )
akses bantuan | Penyandang K teri PPN/Bappenas;
hukum bagi | Disabilitas yang Her}r{lfln erian dan Persentase 80% 80% 81% 82%
Penyandang mendapatkan akses wsum Kementerian
Disabilitas bantuan hukum Sosial
Peningkatan Percepatan
akses bantuan | Pembentukan Persentase
hukum bagi | Peraturan Peraturan  Daerah
Penyandang Daerah dan/atau | 4 /atau Peraturan
Disabilitas yang | Peraturan Kepala Kepala Daerah yang Kementerian
berhadapan Daerah Yahg | mengatur mengenai PPN/B .
dengan hukum mengatur B Eg H gk K teri /Bappenas;
mengenai b:;’i uanPenya;ll d;;g Dzrlr::;‘ 1321;21 dan Persentase | 40% 60% 80% 100%
Bagtuan Hulcum Disabilitas  sesuai Kementerian
bagi Penyandang d Sosial
. o ; engan amanat osia
Disabilitas sesuai
dalam Surat Edaran
dengan amanat .
Menteri Dalam
dalam Surat Neoeri
Edaran Menteri g
Dalam Negeri
Melaksanakan Tersedianya riset | Penyusunan Jumlah kajian awal '
edukasi kepada | yang menjadi | kajian awal | penyusunan modul Kementerian
aparat penegak | dasar modul sensitisasi, PPN/Bappenas;
hukurn. dan | penyusunan sensitisasi, pengenalan, dan Mahkgma.h dan Kajian 0 1 0 0
pemberi bantuan | modul pengenalan, dan | layanan hukum | Konstitusi K .
hukum tentang | sensitisasi, layanan yang | yang inklusif err'lenterlan
penanganan kasus | pengenalan, dan | inklusif disabilitas,  untuk Sosial
yang melibatkan | layanan yang | disabilitas bagi | petugas layanan
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. Target Pelaksanaan
Strategi . K/L
. Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggun K/L Pendukun; Satuan
Implementasi g & & ggung g
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Penyandang inklusif aparat penegak | penanganan perkara
Disabilitas. disabilitas  bagi | hukum termasuk | di lingkungan
aparat penegak | perempuan dan | Mahkamah
hukum. anak Konstitusi
Penyandang
Disabilitas
Penvusunan Jumlah modul
Tersedianya mo cﬁ dalam sensitisasi,
modul memberikan pengenalan, dan
sensitisasi, . . layanan hukum Kementerian
layanan inklusif . . .
pengenalan, dan disabilitas  bagi yang inklusif bagi PPN/Bappenas;
layanan yang Penyandang Mahkamah d
. . > | aparat penegak O o an Modul 0 0 1 0
inklusif bagi hukum termasuk Disabilitas, untuk | Konstitusi )
Penyandang erempuan  dan | Petugas layanan Kementerian
Disabilitas untuk g nak b penanganan perkara Sosial
aparat penegak di lingkungan
hukum Penyandang Mahkamah
’ Disabilitas. S
Konstitusi
Tersedianya Penyelenggaraan Jumlah petugas PAS Kementerian
(Pemasyarakatan)
pelatihan pelatihan t i’ h deuti Kementerian PPN/Bappenas;
sensitivitas sensitivitas yang telali mengiut Imigrasi dan d
S . S . | pelatihan  inklusif an Orang 50 50 50 50
disabilitas  bagi | disabilitas bagi disabilit d Pemasyarakata .
aparat penegak | aparat penegak 15abl 1§s an | p Kementerian
hukum, pemberi | hukum, pemberi iengel"? angan Sosial
bantuan hukum, | bantuan hukum, apasitas
dan seluruh | dan seluruh
petugas petugas Kementerian
pemasyarakatan pemasyarakatan Persentase aparat Kepolisian PPN/Bappenas;
di Rumah | di Rumah | Penegak hukum | Neoarg dan . . 0% 0 0 0
Tahanan Negara, | Tahanan Negara, yang.telah meznglku‘Fl Republik ersentase °
Lembaga Lembaga pelatihan inklusif | 1 40nesia Kementerian
Penempatan Penempatan disabilitas dan Sosial
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Anak Sementara,

Lembaga
Pemasyarakatan,
Lembaga
Pembinaan
Khusus Anak,
dan di Balai
Pemasyarakatan.

Kegiatan

Anak Sementara,

Lembaga
Pemasyarakatan,
Lembaga
Pembinaan
Khusus Anak,
dan di Balai
Pemasyarakatan,
termasuk

perempuan dan
anak
Penyandang
Disabilitas.

K/L Target Pelaksanaan
Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
pengembangan
kapasitas
Jumlah aparat Kementerian
penegak hukum
yang telah mengikuti | Kejaksaan PPN/Bappenas;
pelatihan inklusif | Republik dan Orang 120 120 120 120
disabilitas dan | Indonesia Kementerian
pengembangan Sosial
kapasitas
Jumlah aparat
penegak hukum
yang mengikuti
Pelatihan Teknis Kementerian
Yudisial atau PPN/ Bappenas;
P(?latﬂjlian Singkat | Mahkamah dan Orang per 40 40 40 40
Disabilitas yang | Agung ) angkatan
dilaksanakan Oleh Kementerian
Badan Strategi Sosial
Kebijakan Diklat
Kumdil MA RI
(BSDK)
Persentase petugas .
layanan penanganan Kementerian
perkara yang telah Mahkamah PPN/Bappenas;
mengikuti pelatihan K S dan Persentase 100% 0 100% 100%
. . . o onstitusi
inklusif disabilitas Kementerian
dan pengembangan Sosial
kapasitas
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
I lra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementasi Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Persentase pemberi
bantuan hukum
yang
menyelenggarakan Kementerian
peningkatan PPN/Bappenas;
kapasitas terhadap | Kementerian dan Persentase 5% 6% 6% 7%
pelaksana bantuan | Hukum
hukum melalui Kementerian
pendidikan dan Sosial
pelatihan Paralegal
dalam rangka
inklusif disabilitas
Kebijakan III: Peningkatan Kesadaran akan Pelindungan terhadap Tindak Kekerasan bagi Penyandang Disabilitas
Tersedianya hasil
riset atau kajian Penvelenesaraan
komprehensif . i’ atalglg Kaiian Jumlah laporan
Melaksanakan tentang  tindak };:ftan tianak hasil riset atau
internalisasi hasil | kekerasan kekera%an kajian tentang
studi atau riset | terhadap terhadap tindak kekerasan Kementerian
terkait tindak | Penyandang Penvandan terhadap PPN/B )
kekerasan Disabilitas Dis gbilitas %,mtuk Penyandang Kementerian /Bappenas;
terhadap sebagai dasar mendukun Disabilitas yang | Komunikasi dan Laporan 1 1 1 1
Penyandang kebijakan, g digunakan sebagai | dan Digital Kementerian
Disabilitas ke | advokasi, bahan izrb?’.; El;;lan bahan dasar Sosial
dalam materi | sosialisasi, dan adv cgkasi ’ bahan kebijakan, advokasi,
sosialisasi dan | kampanye publik Sosi. alisaéi dan bahan sosialisasi,
kampanye publik untuk Kk ’ blik dan kampanye
meningkatkan ampanye pubi publik
fektif
pemahaman dan yang e
perlindungan
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Strategi K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mp Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Tersedianya
kegiatan
sosialisasi  dan Jumlah sosialisasi
kampanye publik | Penyelenggaraan dan kampanye
tentang sosialisasi dan | publik berdasarkan Kementerian
pencegahan kampanye publik | hasil studi terkait . PPN/Bappenas;
kekeragsan terkait Y tindak | tindak kekerasan Kement'erlap d /Bapp
Komunikasi an Laporan 1 1 1 1
terhadap kekerasan terhadap dan Dicital .
Penyandang terhadap Penyandang & Kementerian
Disabilitas yang | Penyandang Disabilitas yang Sosial
berbasis pada | Disabilitas semakin intens
hasil riset atau setiap tahun
kajian
termutakhir
Kementerian
Menyelenggarakan | Tersedianya Penyediaan Jumlah media Hukum;
sosialisasi dan | media informasi | media informasi | informasi yang Kementerian
kampanye publik | yang inklusif dan | yang inklusif dan | inklusif, aksesibel Hak Asasi
melalui  berbagai | aksesibel aksesibel dan ramah K teri .
media tentang | mengenai mengenai disabilitas mengenai Kemen crian Manusia;
. . . . omunikasi . Laporan 1 1 1 1
Pelindungan Pelindungan Pelindungan perlindungan dan Dicital Kementerian
terhadap tindak | terhadap tindak | terhadap tindak | terhadap tindak & PPN/Bappenas;
kekerasan bagi | kekerasan bagi | kekerasan Dbagi | kekerasan bagi dan
Penyandang Penyandang Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas Disabilitas Disabilitas Kementerian
Sosial
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
ratest . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggun K/L Pendukung Satuan
Implementasi geung
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Tersedianva Penyediaan e Kementerian
konten insgorrnasi konten informasi | Jumlah konten Hukum;
. publik yang | informasi publik .
publik yang s - . e Kementerian
e . edukatif, inklusif, | yang edukatif, .
edukatif, inklusif, d ksesibel | inklusif aksesibel Hak Asasi
dan aksesibel an axsestbel | musiL SCSIDE | Kementerian M ia:
untuk dan ramah L anusia,
dalam upaya S Komunikasi . Laporan 1 1 1 1
pencegahan mendukung disabilitas gntuk dan Digital o Kementerian
tindak kekerasan pencegahan pencegahan tindak PPN/Bappenas;
terhada tindak kekerasan | kekerasan terhadap dan
Pen anclljan terhadap Penyandang
Disgbﬂitasg Penyandang Disabilitas e Kementerian
’ Disabilitas. Sosial
Penyusunan
ir?li‘;il;ivi tasterkalt Jumlah materi
Meningkatnya terkait inklusivitas
untuk satuan
kesadaran dan g untuk satuan .
Melakukan . . . pendidikan dan s Kementerian
N partisipasi pendidikan dan 4
Mitigasi Kekerasan masyarakat yang Pendidikan . . .
. . | masyarakat masyarakat yang Kementerian Sosial Materi 4 4 4 4
melalui  Edukasi dalam memuat memuat pencesahan Dasar dan
dan Pelatihan pencegahan p & Menengah
pencegahan k kekerasan terhadap
ekerasan
kekerasan terhada Penyandang
P Disabilitas
Penyandang
Disabilitas
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Penyelenggaraan
edukasi  untuk
satuan
. 3 Persentase satuan
pendidikan guna s
. pendidikan yang
meningkatkan mendapatkan Kementerian
pemahaman dan . . 4 Satuan
partisipasi edukasi t?rkalt Pendidikan Kementerian Sosial 1 25% 25% 25% 25%
mencenai pencegahan tindak | Dasar dan Pendidikan
g kekerasan terhadap | Menengah
pencegahan
. Penyandang
tindak kekerasan . .
Disabilitas
terhadap
Penyandang
Disabilitas
Kebijakan IV: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran
Mengembangkan Terlaksananya Pelaksanaan
mekanisme pengawasan dan pengawasan dan | Jumlah laporan
pengawasan dan | pemantauan pemantauan pengawasan dan
penanganan terhadap terhadap layanan | pemantauan
kekerasan, institusi layanan ilzg')arrlfiiA guna ‘{?;'yl%aDdapPP Alay aniz
eksploitasi, dan | sosial dan erliJn dunean meniamin gy Kementerian
penelantaran kesehatan dalam | P g J Pemberdayaan .
perempuan dan | perlindungan Kementerian Hak
terhadap rangka Perempuan dan - . Laporan 1 1 1 1
; anak perempuan dan . Asasi Manusia
Penyandang perlindungan Penvandan anak  Penvandan Perlindungan
Disabilitas di | Penyandang shyandang . o y € | Anak
lingkungan Disabilitas  dari Disabilitas dari | Disabilitas dari
keluarea kekerasan praktik praktik kekerasan,
masya%ai{a ¢ pengurung’an kekerasan, pembatasan
institusi la’ anan atau ’ pembatasan kebebasan, dan
dan panti 4 ’ emasunean kebebasan, dan | pemasungan
p ) p gan. pemasungan
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
Tersedianya data | Penguatan sistem
kekerasan pelaporan dan | Jumlah sistem
Reformasi terhadap pendataan tindak | pelaporan dan | Kementerian
. Penyandang kekerasan pendataan tindak | Pemberdayaan .
Kebijakan dan A, Kementerian Hak .
Disabilitas yang | terhadap kekerasan terhadap | Perempuan dan . . Sistem 0 1 1 1
Pendataan . . Asasi Manusia
Terpadu komprehensif Perempuan dan | Perempuan dan | Perlindungan
dan kebijakan | Anak Anak Penyandang | Anak
yang berbasis | Penyandang Disabilitas
bukti Disabilitas
Penyediaan Data
yang terintegrasi
terkait tindak Jumlah data yang
kekerasan . ; .
telah terintegrasi | Kementerian
terhadap . .
terkait tindak | Pemberdayaan .
Perempuan dan Kementerian Hak .
kekerasan terhadap | Perempuan dan - . Sistem 0 1 1 1
Anak . Asasi Manusia
Perempuan dan | Perlindungan
Penyandang
Korban O Anak Penyandang | Anak
Kkek Disabilitas antar Disabilitas
Menyelenggarakan cxerasan K/L dan
. memperoleh .
Pemulihan, emulihan pemerintah
Rehabilitasi, dan Ir)n enveluruh dan daerah
Reintegrasi Sosial ey . .
reintegrasi sosial .
ang layak Peningkatan
¥y layanan Persentase korban
pemulihan Penyandang
terpadu yang | Disabilitas yang . .
mencakup mengalami  tindak Kementenan Kem(?nter1an' Hak Persentase 60% 60% 60% 60%
Sosial Asasi Manusia
layanan kekerasan yang
psikososial, mengakses layanan
kesehatan, dan | pemulihan
hukum
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

K/L Target Pelaksanaan
Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan

Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Peningkatan
pusat pelayanan
terpadu yang
termasuk Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan | Persentase korban
Anak (P2TP24), | Penyandang Kementerian
rumah aman, | Disabilitas yang | Pemberdayaan .
Rumah mengalami  tindak | Perempuan dan K:;ns?rli}[eaﬁirslia Hak Persentase 85% 85% 85% 85%
Perlindungan kekerasan yang | Perlindungan
Sosial Anak | mengakses pusat | Anak
(RPSA), Rumah | pelayanan terpadu
Perlindungan
Trauma Center
(RPTC), Rumah
Perlindungan
Sosial Wanita
(RPSW), rumah
singgah
Penguatan e Kementerian
kapasitas dan Pendayagunaan
kapabilitas Persentase Aparatur Negara
layanan akumulasi petugas Reformasi
pemulihan layanan dari layanan Kementerian Birokrasi;
terpadu  melalui | pemulihan terpadu Sosial e Lembaca Persentase 87% 89% 90% 91%
peningkatan yang mendapatkan . g .
kualitas petugas | pelatihan, diklat, Administrasi
layanan berupa | dan yang sejenisnya Negara; dan
pelatihan, diklat, e Kementerian
dan yang sejenis PPN/Bappenas
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Penguatan
kapasitas dan
kapabilitas pusat
pelayanan
terpadu
termasuk Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Mengembangkan Perempuan dan
standar dan Anak (P2TP2A),
. Persentase
mekanisme rumah aman, . .
. akumulasi petugas | Kementerian
pengawasan Tersedianya rumah 1 berd
terhadap mekanisme perlindungan pusat pelayanan | Pemberdayaan Kementerian Hak
. terpadu yang | Perempuan dan - . Persentase 20% 40% 60% 80%
Pemenuhan hak- | pengaduan sosial anak . Asasi Manusia
mendapatkan Perlindungan
hak Penyandang | masyarakat (RPSA), rumah . .
. . 5 pelatihan, diklat, | Anak
Disabilitas yang perlindungan dan vane seienisnva
berhadapan trauma center yang sqj Yy
dengan hukum. (RPTC), rumah
perlindungan
sosial wanita
(RPSW), rumah
singgah melalui
peningkatan

kualitas petugas
layanan berupa
pelatihan, diklat,
dan yang sejenis
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas
Kebijakan I. Memastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas
Kementerian
Kependudukan
dan
Pembangunan
Keluarga/BKKB
Terpenuhinya N;
kebutuhan dasar | Memberikan Kementerian
Melaksanakan bagi Penyandang | layanan dan | Jumlah Penyandang Koordinator
roses bisnis Disabilitas fasilitas  untuk | Disabilitas Bidang
p dengan memenuhi mendapatkan Orang 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000
layanan . Pembangunan
kebutuhan dasar memperhatikan kebutuhan dasar | program .
ragam hambatan | bagi Penyandang | permakanan Manusia dan
dan kerentanan | Disabilitas Kebudayaan;
lain Kementerian dan
Sosial Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Jumlah Penyandang Kementerian
Perluasan Tersediapya ) spsi?;{lsis:saian Disabilitas dan Komunikasi dan
pemahaman dan 1nf0rr}'1as1 publik rooram keluarga dengan oital:
pengetahuan terkglt program iesi'ahteraan Penyandang Digital;
terkait proses | Kkesejahteraan ) eJll kepad Disabilitas yang Kementerian Orang 100 100 100 100
bisnis sosial bagi | 58! cpada meningkat K duduk:
. Penyandang ependuduxan
kesejahteraan Penyandang SO pengetahuannya d
. . | Disabilitas Disabilitas  dan an
sosial bagi 1sa keluarea denean tentang program Pemb
g g kesejahteraan sosial embangunan
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Penyandang Penyandang bagi Penyandang Keluarga/BKKBN
Disabilitas Disabilitas Disabilitas : dan
e Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
e Kementerian
Komunikasi dan
Digital;
e Kementerian
PPN/Bappenas;
Jumlah sosialisasi ° Kemer}terian
dan publikasi Koordinator
tentang program Bidang
kesejahteraan sosial Pembangunan Publikasi 20 20 20 20
be.lgi » Peny.andar.lg Manusia dan
D1sgb111tas di 'medla Kebudayaan;
daring dan luring
dan
e Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Kebijakan II. Meningkatkan Cakupan Program Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
Memastikan Tersedianya Penyusunan Jumlah kajian | gementerian e Kementerian .
implementasi kajian mengenai | kajian mengenai | mengenai lanskap | goqiq] PPN/Bappenas; Kajian 1 1 1 1
program lanskap kondisi | lanskap kondisi | kondisi dan ’
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
kesejahteraan dan kebutuhan | dan kebutuhan | kebutuhan skema Badan Pusat
sosial bagi | skema skema kesejahteraan sosial Statistik;
Penyandang kesejahteraan kesejahteraan dan Pemenuhan .
Disabilitas sosial bagi | sosial bagi | HAM bagi Badan' Rlsetc dan
terlaksana secara | Penyandang Penyandang Penyandang Inovasi Nasional;
akurat dan | Disabilitas Disabilitas Disabilitas dan
akomodatif Kementerian
Riset, Teknologi,
dan Pendidikan
Tinggi
Badan Pusat
Statistik;
Kementerian
Koordinator
Jumlah Penyandang Bidang
Disabilitas an Pemb
Meluasnya Pengembangan | A At o yane cmbangunan 1.040. | 1.120.
cakupan program | Prosram P Manusia ~ dan Orang  |880.000 |960.000
. .Ph prog kesejahteraan program  bantuan Kebudayaan; 000 000
esejahteraan | . bagi | sosial berbasis ’
183051&11 4 bagi Penyandang individu Kementerian
cryandans . | Disabilitas yang PPN/Bappenas;
Disabilitas sesuai .
aksesibel, dan
kebutuhan
mudah, dan .
ragam dan sesuai Kementerian
kondisi . sosio- | o tuhan Dalam Negeri
ekonomi . -
ragam disabilitas
Jumlah RT dengan ]SBadian‘k. Pusat
Penyandang tatistik; o 2.500. | 2.500. | 2.500. | 2.500.
O : ran
Disabilitas yang Kementerian g 000 000 000 000
mendapatkan Koordinator
program bantuan Bidang
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan Indikator Kegiatan
sosial berbasis
rumah tangga

Penyediaan . Jumlah bantuan
bantuan  sosial .
sosial berupa alat
berupa alat .
. | bantu bagi
bantu bagi
Penyandang
Penyandang A, .
. s Disabilitas  miskin
Disabilitas -
- yang disalurkan
miskin

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan

2026

2027 2028

2029

Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian
PPN/Bappenas;
dan

Kementerian
Dalam Negeri

Badan
Statistik;

Pusat

Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan;

Kementerian
PPN/Bappenas;
dan
Kementerian
Dalam Negeri

Unit

10.000

10.000 | 10.000

10.000
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Strategi ' . . . K/L Target Pelaksanaan
. enanggun,
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan P ggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
Kebijakan III. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat
Kementerian
Dalam Negeri;
Jumlah pedoman Kementerian
Tersedianya Penyusunan akomf)'datif ] Hak Asasi
pedoman pedoman disabilitas dalam Kementerlan Manusia:
akomodatif akomodatif pelaksanaan Sosial; dan ’
disabilitas dalam | disabilitas dalam | layanan habilitasi | Kementerian Kementerian
pelaksanaan pelaksanaan dan rehabilitasi yang | Desa dan Ketenagakerjaan; Pedoman 1 1 1 1
layanan layanan terstandarisasi dan Pembangunan dan
habilitasi dan | habilitasi dan | berbasis HAM untuk | Daerah K teri
. rehabilitasi oleh | rehabilitasi di | lembaga sosial dan | Tertingeal ementerian
Memastikan lembaga sosial lembaga sosial lembaga B8 Desa dan
penguatan
k . kemasyarakatan Pembangunan
apasitas
akomodatif Dael."ah
disabilitas kepada Tertinggal
pemberi layanan
habilitasi dan Lembaga
{ehibilitasi - (cilari Tersedianya Administrasi
empbaga sosial dan | rikulum untuk Pengembangan Negara;
lembaga pelatihan kurikulum untuk Jumlah modul :
kemasyarakatan . . kurikulum pelatihan Kementerian
akomodatif pelatihan .
. . akomodatif Pendayagunaan
disabilitas yang | akomodatif disabilitas dalam
terstandarisasi disabilitas dalam 1 habilitasi | K teri Aparatur ) Negara
dan aksesibel | layanan ayanan - habuitasi crmenterian Reformasi Modul 10 11 12 13
el . dan rehabilitasi di | Sosial . .
untuk layanan | habilitasi dan lembasa sosial van Birokrasi;
habilitasi ~ dan | rehabilitasi  di ga sosial yang
o . . terstandarisasi, Badan
rehabilitasi di | lembaga  sosial . .
. berbasis HAM, dan Kepegawaian
lembaga  sosial | dan aksesibel )
dan lembaga | kemasyarakatan Negara; dan
kemasyarakatan Kementerian
Dalam Negeri
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Lembaga
Administrasi
N .
Jumlah modul ceara '
kurikulum pelatihan Kementerian
akomf)'danf Kementerian Pendayagunaan
disabilitas dalam Aparatur Negara
1 habilitasi Desa dan
ayanan abilitasi Pembangunan Reformasi Modul 1 0 1 0
dan rehabilitasi . .
Daerah Birokrasi;
untuk lembaga desa Tertineoal
yang terstandarisasi, &8 Badan
berbasis HAM, dan Kepegawaian
aksesibel Negara; dan
Kementerian
Dalam Negeri
Lembaga
) Administrasi
Peningkatan Pelaphan dan Negara;
jumlah layanan peningkatan ;
Jhabilitasi dan kapasitas Jumlah bimbingan Kementerian
ey . | akomodatif teknis mencakup Pendayagunaan
rehabilitasi di P .
. disabilitas akomodasi Aparatur Negara
lembaga ~ sosial kepada pemberi | disabilitas kepada i
dan lembaga p p p Kementerian Reformasi .
layanan lembaga . Birokrasi: Kegiatan 150 150 150 150
kemasyarakatan cer . . Sosial 1rokrasi,
an habilitasi dan | kesejahteraan sosial ]
fne ngda atkan rehabilitasi tingkat pusat, Kementerian
ap berbasis daerah, dan Hak Asasi
pelatihan kesejahteraan masyarakat M ia;
akomodatif 3 Yy anusia,
. sosial dan .
disabilitas Kementerian
kemasyarakatan .
Dalam  Negeri;
dan




- 52 -

Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
e Kementerian
Desa dan
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
e Kementerian
Sosial;
e Kementerian
Jumlah bimbingan | Kementerian Dalam  Negeri;
teknis = akomodatif | Desa dan dan
disabilitas  kepada | Pembangunan ' Desa 5 5 5 5
desa dan lembaga | Daerah e Kementerian
desa Tertinggal Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
e Kementerian
. Hak Asasi
. Pemberian .
Meningkatkan layanan Persentase PD yang Manusia;
jumlah layanan | Terlaksananya cer .
habilitasi dan | layanan ha}?l}tl)‘?m . dan {nendapatkinb’l. ' o Kementerian
e s . e rehabilitasi ayanan abilitasi . Dalam Negeri;
rehabilitasi . di habllng31 . dan akomodatif dan rehabilitasi dari Kementerlan ' Persen 80% 80% 80% 80%
lembaga sosial dan | rehabilitasi disabilitas  dari | lembaea sosial Sosial o Kementerian
kemasyarakatan akomodatif - 8 . ; .
an akomodatif | disabilitas lembaga  sosial | terlatih sesuai Ketenagakerjaan;
gisa%:)ilitas dan lembaga | standar dan
kemasyarakatan e Kementerian
PPN/Bappenas
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Kementerian
Dalam Negeri;
Kementerian
Desa dan
Jumlah sosialisasi Pembangunan
Sosialisasi dan | untuk lembaga Daerah
edukasi kesejahteraan sosial Tertinggal,
akomodatif luar panti dan K .
. i . . ementerian
disabilitas  bagi | masyarakat agar | Kementerian .
i ; Pemberdayaan Kegiatan 1 1 1 1
lembaga meningkat Sosial
kesejahteraan pengetahuannya Pere.mpuan dan
sosial luar panti | terkait akomodasi Perlindungan
. dan masyarakat Penyandang Anak; dan
Peningkatan Disabilitas .
keterlibatan Kementerian
masyarakat Kependudukan
dalam layanan dan
habilingi . dan Pembangunan
rehabilitasi Keluarga/BKKBN
Kementerian
AT Jumlah sosialisasi Dalam Negeri;
Sosialisasi  dan . .
edukasi untuk desa inklusif ’ Kementerian
akomodatif dan masyarakgt Kementerian Pemberdayaan
. o . | dalam desa inklusif | Desa dan
disabilitas  bagi . Perempuan dan Kesiat 5 5 5 5
desa lembaga agar meningkat | Pembangunan Perlind egiatan
kemés arakatan pengetahuannya Daerah eriindungan
Yy > | terkait akomodasi | Tertinggal Anak; dan
dan lembaga
desa Pe.ny agdang Kementerian
Disabilitas Kependudukan
dan
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Pembangunan
Keluarga/BKKBN
Jumlah lembaga Kementerian .
sosial melaksanakan Hak Asasi
skema layanan Manusia;
habilitasi dan . :
rehabilitasi  sesuai IS<(e):il§1n terian E;an/eg;?;ir:las_ Lembaga 100 100 50 50
Pemanfaatan standar akomodatif d ’
Kkurikulum disabilitas dan an
pelatihan berpedoman  pada Kementerian
akomodatif HAM Dalam Negeri
Peningkatan disabilitas dan
jumlah layanan | pedoman .
habilitasi ~ dan | akomodatif Kementerian
rehabilitasi yang disabilitas untuk Dalam Negeri;
menggunakan laygqan . Jumlah desa inklusif K teri Kementerian
pedoman habilitasi dan | yang memanfaatkan cmenterian Pemberd
. Titasi ... . | Desa dan emberdayaan
akomodatif rehabilitasi pedoman habilitasi Pemb Perempuan dan Desa ) 5 S S
disabilitas dan dan rehabilitasi Dear:raahngu nan Perli c}f
mempertimbangk untuk Penyandang | ... 1 eriindungan
an partisipasi Disabilitas erungga Anak; dan
bermakna Kementerian
PPN/Bappenas
Perluasan Jumlah balai/sentra Kementerian
;:fggi?)gsi fiengan ) Ketenagakerjaan;
Penyandang Penyandang Kementerian
Disabilitas dalam | pioopilitas PPN/Bappenas
pemberian




-55-

. K/L Target Pelaksanaan
Strategi . /
. Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggun K/L Pendukung Satuan
Implementasi ggung
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
layanan
habilitasi dan
rehabilitasi
Kementerian
Jumlah lembaga PPN/ Bappenas;
kesejahteragn sosial Kementerian dan Lembaga 100 100 50 50
luar panti yang | Sosial )
terakreditasi Kementerian
Dalam Negeri
Penjangkauan
dan  perluasan Kementerian
akreditasi PPN/Bappenas;
lembaga Kementerian
kesejahteraan .
sosial yang Koordinator
Meni'ngkatkan Penipgkatan melayani Jumlah laporan Bidang
kuahtgs dan | kualitas dan Penyandang monev layanan | Kementerian Pembangunan Laporan 1 1 1 1
{)erkt))alkanh bri'lutu ?1]10“11 lembgga Disabilitas rehabilitasi  sosial | Sosial Manusia dan P
embaga habilitasi abilitasi an ang dilakukan Kebud .
dan  rehabilitasi | rehabilitasi yane o R
Penyandang Penyandang an
Disabilitas Disabilitas Kementerian
Hak Asasi
Manusia
Pen.y'usunan . Jumlah  kebijakan
kebijakan terkait | atau pedoman yang K ;
. ementerian
keterbukaan di dalamnya
panti dan | mengatur Kementerian PPN/Bappenas; Dokumen 1 1 1 1
lembaga keterbukaan panti, | Sosial Kementerian
kesejahteraan termasuk Hukum; dan
sosial . non- | Pemenuhan HAM,
pemerintah dan lembaga
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
Il ra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementasi Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
kesejahteraan sosial Kementerian
non-pemerintah Hak Asasi
Manusia
Kebijakan IV. Meningkatkan Dukungan dan Kapasitas Pendamping Masyarakat dalam Melakukan Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya.
Jumlah pelatihan
yang
diselenggarakan
bagi pendamping Lembaga
kesejahteraan sosial Kementerian Administrasi
mengenai Sosial i Kegiatan 300 300 300 300
. osia Negara;
pendampingan
Memperkuat Penguatan Pemberian Penyandang Badan
kapasitas kompetensi pelatihan dan | Disabilitas, Kepegawaian
pendamping untuk | pendamping peningkatan termasuk akomodasi Negara;
Penyandang sosial dan | kapasitas disabilitas )
Disabilitas dalam | kemasyarakatan pendamping Kementerian
melakukan untuk untuk Jumlah  pelatihan Pendayagunaan
pendampingan pendampingan pendampingan yang Aparatur Negara
bagi Penyandang | Penyandang Penyandang diselenggarakan Reformasi
Disabilitas dan | Disabilitas, Disabilitas, bagi petugas dan Birokrasi;
keluarga dengan | termasuk termasuk pengelola balai, .
Penyandang akomodasi akomodasi sentra, panti, dan Kementerian
Disabilitas disabilitas disabilitas lembaga Kementerian PPN/Bappenas; Keoi
. . . egiatan 1 1 1 1
kesejahteraan sosial | Sosial dan
non-pemerintah K .
mengenai ementerlan.
penanganan Dalam Negeri
terhadap  kejadian
gangguan
psikososial
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Strategi
Implementasi

K/L
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penan/ggung
Jawab Utama
Jumlah pelatihan
yang
diselenggarakan
bagi pendamping | Kementerian
tingkat desa | Desa dan
mengenai Pembangunan
pendampingan Daerah
Penyandang Tertinggal
Disabilitas,
termasuk akomodasi
disabilitas
Pengu atap Jumlah pendamping
pendamping sosial yang mampu
Sosial untuk melakukan
mampu . .
. pendampingan bagi
mergberlkan Penyandang ¢ Kementerian
Tersedianya gen. apmpmge:in Disabilitas dan | Sosial
pendamping  di asl benyandang keluarganya sesuai
masyarakat yang Disabilitas ~ dan skema dan standar,
mampu Kelua'rganya termasuk berbasis
melakukan sesuai skema dan HAM
pendampingan standar
bagi Penyandang
Disabilitas ~ dan | penguatan Jumlah pendamping
keluarganya pendamping desa | desa yang mampu
Sesuai untuk  mampu | melakukan .
kebutuhan memberikan pendampingan bagi Kementerland
ragam disabilitas | pendampingan Penyandang PDes%b an
bagi Penyandang | Disabilitas dan Dear:r;lngu nan
Disabilitas dan | keluarganya sesuai Tertinggal

Keluarganya
sesuai skema dan
standar

skema dan standar,
termasuk berbasis
HAM

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Kegiatan 25 25 25 25
Orang 1000 1000 1000 1000
Orang 1000 1000 1000 1000




- 58 -

Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Kegiatan

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan

2026

2027 2028

2029

Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta di Seluruh

Sektor

Menyusun modul
pelatihan
sensitivitas
disabilitas yang
digunakan sebagai
standar pemberian
edukasi oleh K/L,

pemerintah

daerah, Badan
Usaha Milik
Negara, Badan
Usaha Milik
Daerah, dan

swasta di seluruh
sektor.

Tersusunnya
modul pelatihan Kementerian
sensitivitas Pengembangan Jumlah materi PPN/Bappenas;
disabilitas yang | materi panduan | pelatihan LMS ’
digunakan pelayanan  bagi | (Learning Kementerian
sebagai standar | pemberi layanan | Management Dalam Negeri;
pemberian di lingkungan | System) sensitivitas Lembaca Kementerian
edukasioleh K/L, | K/L dan | disabilitas yang | admi g . . M .
- . . ; ministrasi Sosial; dan ateri 0 1 0 0
pemerintah pemerintah digunakan sebagai Neoara ’
daerah, Badan | daerah yang | standar pemberian & Kementerian
Usaha Milik | mengakomodasi edukasi oleh K/L Pendayagunaan
Negara, Badan | kebutuhan dan pemerintah Aparatur Negara
Usaha Milik | Penyandang daerah di seluruh Reformasi
Daerah, dan | Disabilitas. sektor X -
swasta di seluruh Birokrasi
sektor.
Tersusunnya Pengembangan .
modul pelatihan | modul panduan Jumlah modul Kementerian
sgnsi@ix'/itas pelayan:an bagi pelatihan /pembekal PPN/Bappenas;
disabilitas ~ yang | P ?mbeljl layanan an sensitivitas Kementerian
d1guna}<an di lingkungan disabilitas yang Dalam Negeri;
sebagai standar | Badan Usaha di K baoai | K teri ’

i ilik Negara gunaxan  sebagai crmentertan Kementerian
pember}an Mi 8314, | standar pemberian Ketenagakerjaa . Modul 1 0 Y 0
eduka§1 dalam Ba'(.ian Usaha edukasi oleh Badan | n Sosial; dan
rpeWUJudkan . Milil Daerah, Usaha Milik Negara, Badan
lingkungan kerja | dan Swasta y aNg | Badan Usaha Milik P t
inklusif oleh | mengakomodasi Daerah, dan swasta crsatiTan
Badan Usaha | kebutuhan di selur:uh sektor Badan Usaha
Milik Negara, | Penyandang ) Milik Negara
Badan Usaha Disabilitas.
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
Milik Daerah,
dan swasta di
seluruh sektor
Jumlah  pelatihan Kementerian
LMS (Learning PPN/Bappenas;
Management Lembaga Kementerian
System) sen51t1v1ta§ Administrasi Dalam  Negeri; Kegiatan 0 1 0] 0
disabilitas bagi
. . Pelaksanaan Negara dan
Mengintegrasikan . . seluruh K/L dan
; . Tersedianya pelatihan . .
materi pelatihan - e pemerintah daerah Kementerian
.. pelatihan sensitivitas . .
sensitivitas . X o di seluruh sektor. Sosial
disabilitas pada sensitivitas disabilitas
emberian edukasi disabilitas bagi | kepada pemberi
gleh K/L seluruh K/L, | layanan bagi Kementerian
. > | pemerintah Penyandang PPN/Bappenas;
pemerintah . . .
daerah Badan daerah, Badan | Disabilitas di Kementerian
Usaha Milik | Usaha Milik | lingkungan Jumlah .
Neoara Badan Negara, Badan | kementerian pelatihan/ perr}b'el’ial Dalam Negeri;
U gh ’ Milik | Usaha Milik | lembaga, an sensitivitas Kementerian
saha 11 Daerah, dan | pemerintah disabilitas bagi | Kementerian Sosial:
Daerah dan . : osial, lah 5 35 45 50
ta di selurqh | SWastadiseluruh | daerah, BUMN, seluruh Badan | Ketenagakerjaa Jumla 2
Swasta di seluru sektor. BUMD dan | Usaha Milik Negara, | n Badan
sektor. Swasta. Badan Usaha Milik Pengaturan
Daerah, dan swasta Badan Usaha
di seluruh sektor. Milik Negara;
dan
BPI Danantara
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Strategi K/L Target Pelaksanaan
) . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Implementas Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Penguatan SDM . .
pemberi layanan alurnlah SDM di Ii/ 1{; Kementerian
yang  responsif dan pemertnta PPN/Bappenas;
aerah di seluruh
terhadap sektor telah | Lembaga Kementerian
' PDgnys??ang di mengikuti pelatihan | Administrasi Dalam  Negeri; Orang 0 0 40 40
Tersedianya 1sabritas ' | LMS (Learning | Negara dan
sumber daya seluruh K/L dan Management .
manusia di pemermtgh System) sensitivitas Kerr'lenterlan
seluruh K/L, daerah di seluruh disabilitas. Sosial
pemerintah sektor
daerah, Badan
g:g:fa BZEZE Kementerian
? el Penguatan SDM PPN /Bappenas;
Usaha Milik pemglbzri layanan / pI,)
Daerah, - dan | yang  responsif | Jumlah SDM di Kementerlan.
swasta di seluruh terhadap Badan Usaha Milik Dalam Negeri;
sektor ) yang | Penyandang Negara, Badan Kementerian
responsif Disabilitas di | Usaha Milik Daerah, | Kementerian Sosial:
terhadap seluruh Badan | dan  swasta  di | Ketenagakerjaa ’ Orang 50 70 90 100
Penyandang Usaha Milik | seluruh sektor telah | n Badan
Disabilitas. Negara, Badan | mengikuti pelatihan Pengaturan
Usaha Milik | sensitivitas Badan Usaha
Daerah, dan | disabilitas. Milik Negara;
swasta di seluruh dan
sektor
BPI Danantara
Penguatan peran Tersedianya Unit Pelaksanaan Jumlah provinsi, '
Unit Layanan Layanan pengawasan kabupaten, dan kota Kementerian
Disabilitas  (ULD) | pigabilitas (ULD) pembentukan yang memiliki Unit | o onterian PPN/Bappenas;
dalam memastikan | 4; seluruh | Unit Layanan | Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa Kementerian Daerah 10 15 20 25
tersedianya provinsi dan | Disabilitas (ULD) | (ULD) bidang | , Dalam Negeri:
dukungan bagi kabupaten /kota berdasarkan Ketenagakerjaan gerL
Penyandang di Indonesia Peraturan berdasarkan dan
Disabilitas untuk Pemerintah Peraturan
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
I lra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementast Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
memperoleh akses Nomor 60 Tahun | Pemerintah Nomor e Pemerintah
terhadap 2020 60 Tahun 2020 daerah
kesempatan kerja
yang inklusif
Penguatan
komitmen pemda
dalam
pembentukan
Unit Layanan
Disabilitas (ULD)
di wilayahnya
Tersedianya
tenaga
pendamping  di
Unit Layanan
Disabilitas (ULD)
yang memiliki
kemampuan
untuk Pengisian jabatan Jumlah Unit
menghubungkan tenaga L Disabilit
pemberi kerja | pendamping ayahan  Lisabiitas
dan calon tenaga | dengan (ULD) . bidang .
keria disabilit oritask Ketenagakerjaan Unit 10 15 20 25
erjadisabilitas, | memprioritaskan Jiki
mempersiapkan diisi oleh | Yane memi
. . jabatan tenaga
pemberi kerja | Penyandang d .
untuk Disabilitas pendamping
mempekerjakan
calon tenaga
kerja disabilitas,
dan
mempersiapkan
calon tenaga
kerja disabilitas
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
Pengembangan
Sistem Tersedianya Sistem
Interoperabilitas Interoperabilitas Badan .
Kepegawaian Kementerian Sosial Sistem 1 1 1 1
data dengan | data dengan Neoara
Kementerian Kementerian Sosial g
Sosial
Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan
pemadanan data emadanan data Badan
dengan b - Kepegawaian Kementerian Sosial Kali 1 1 1 1
. dengan Kementerian
Kementerian : Negara
Sosial Sosial
Tersedianya data
ASN disabilitas
hasil konfirmasi Seluruh K/L; % (Besaran
T d Melakukan Persentase data | Badan dan data
crvujudnya flaging hasil | hasil padanan yang | Kepegawaian . . 100% 100% 100% 100%
statistik ASN Pemerintah padanan tiap
o pemadanan data ter-flag Negara
disabilitas yang daerah tahunnya)
akurat dan inklusif
P takhi
d;r;u a lr;r;tus Seluruh K/L; % (Angka'
disabilit ASN Persentase Badan dan akumulasi
ISc{a 11 as, " X konfirmasi yang Kepegawaian . dari hasil 30% 60% 80% 90%
pada MSTANSt - gilakukan ASN Negara Pemerintah seluruh
pusat dan daerah :
instansi daerah konfirmasi)
. Seluruh K/L;
. Pengembangan Tersedianya ’
Ters'ed.lanya Dashboard  data | Dashboard data Badan . dan
statistik ASN . . Kepegawaian . Dashboard 1 1 1 1
. - statistik ASN | statistik ASN Pemerintah
disabilitas S S Negara
disabilitas disabilitas

daerah
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Jumlah sosialisasi
kepada K/L dan
pemerintah daerah
yang melaksanakan
pengadaan ASN
untuk
mengimplementasik
an pengadaan CASN
bagi Penyandang ¢ Badan
Disabilitas, Kepegawaian
sosialisasi Negara;
:‘s;ssllizr;iigaranya Sosialisasi mencakup: ) Kementerian
Menyusun ketentuan- ketentuan- 1. mengganti surat PPN/Bappenas;
panduan dan ketentuan ketentuan keterangan seha‘F Kementerian Kementerian
standar Pencadaan ASN Pengadaan ASN jasmani & rohani | pendayagunaan .
operasional g L | yang ramah dengan surat | Aparatur Dalam Negeri; Laporan 1 1 1 1
ketenagakerjaan g?;agloili tas rama disabilitas keteljangan Negara Kementerian Kegiatan
disabilitas bagi kepada K/L dan kepada K/L dan dere}Jat . Reformasi Sosial:
sektor publik dan p d pemda yang kedisabilitasanny | Birokrasi ’
swasta b er{l ka Kk Yang | melaksanakan a Lembaga
melaksanakan pengadaan ASN . penetapan Administrasi
pengadaan ASN formasi jabatan Negara; dan
minimal 2% bagi .,
Penyandang Pemerintah
Disabilitas sesuai Kabupaten/kota
dengan Jabatan
dan
Kebutuhannya
. Pemberian
Akomodasi yang
Layak bagi
Penyandang
Disabilitas untuk
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
I lra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementast Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
mengikuti proses
seleksi CASN
Tzlljls;c:;inya Tersedianya
p . Penyusunan pembaharuan
ketenagakerjaan
. pembaharuan panduan
bagi Penyandang panduan ketenagakerjaan
Disabilitas ~ di : crenasaxel]
sektor swasta ketenagakerjaan disabilitas di swasta,
K t > | di swasta mulai | mencakup antara | Kementerian K teri
mencaxup antara - g, proses | lain proses | Ketenagakerjaa cmenterian Panduan 0 1 0 0
lain proses Ketenagakerjaan
rekrutmen pemagangan, n
permagangan, hingga erekrutan
k tan gg p ’
perekrutan,
enempatan pengembangan penempatan,
b . ’ kapasitas dan | pelatihan, dan
pelatihan, dan | .7 .
jenjang karir. pengembangan
pengembangan Karir
karir. ’
e Kementerian
Pendayagunaan
Pen.y'usunan Aparatur Negara
T di kebu;kan Reformasi
ersedianya standar . ) i
Memastikan standar Akomodasi yang ;‘zgseecgiaazﬁla standar Birokrasi;
penyediaan penyediaan Layak baik fisik akofn odasi fisik van Kementerian e Badan
Akomodasi an, Akomodasi yan maupun non fisik . yang . Dokumen
yang yans p layak bagi pekerja | Pekerjaan Pengaturan 0 1 0 0
Layak bagi pekerja | Layak bagi | untuk Peryandang Umum Badan Usaha Standar
Penyandang pekerja mendukung Disabilitas di Milik Neeara:
Disabilitas Penyandang kemandirian linekunean keria gara;
Disabilitas. Penyandang g g J e BPI Danantara;
Disabilitas di e Kementerian
lingkungan kerja .
Ketenagakerjaan
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Strategi K/L Target Pelaksanaan
ratest . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggun K/L Pendukung Satuan
Implementasi ggung
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Kementerian
Dalam Negeri;
Pemerintah
Provinsi; dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
Tersedianya Reformasi
rekomendasi . .
kebijakan  tentan Kementerian Birokrasi; .
J g Rekomendasi 1 0 0] 0
penyediaan PPN/Bappenas Kementerian
lingkungan kerja Ketenagakerjaan
inklusif disabilitas . dan
Kementerian
Dalam Negeri
Meningkatkan Jumlah sosialisasi
jumlah K/L, | Tersedianya Pelaksanaan dan edukasi yang
pemerintah Badan Usaha sos1allsg51, diselenggarakan
daerah, Badan | Milik Negara, edukasi dap oleh pemerintah
Usaha Milik | Badan Usaha | Pengawasan bagi pusat dan daerah Seluruh K/L;
Negara, Badgn Milik Daerah, ﬁaﬂ?}in NSS:?; terkait panduan Kementerian Pemerintah
Usaha Milik | dan perusahaan gard, | Lketenagakerjaan . -
Badan Usaha . Ketenagakerjaa Provinsi; dan Jumlah 85 150 230 325
Daerah, dan | swasta yang o bagi Penyandang
perusahaan mengimplementa 1(\1/11111{ Daerah, | pigapilitas kepada n Pemerintah
swasta yang | sikan panduan arn Swasta | Badan Usaha Milik Kabupaten/Kota
melaksanakan ketenagakerjaan untuk Negara, Badan
panduan dan | bagi Penyandang menglmplementa Usaha Milik Daerah,
standar Disabilitas. sikan par{duan dan perusahaan
operasional ketenagakerjaan swasta
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Strateei K/L Target Pelaksanaan
Implgr?leer%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
ketenagakerjaan bagi Penyandang
disabilitas. Disabilitas.
Persentase K/L dan
pemda yang |e Kementerian
melaksanakan Pendayaguna
Tercapainya pengadaan ASN dfan an Aparatur
peningkatan menetapkan paling Neoara
jumlah K/L, sedikit ] 2% ’(E):lug Relgormasi
i ersen) formasi bagi
gzrerieaﬁl,’ltahBadan Pengembangan 11; enyarl dang g Birokrasi: Persentase 100% 100% 100% 100%
Usaha Milik | Skema 4 Disabilitas dari dan
Negara dan | Pengawasan dan | glokasi formasi yang
Baian ’ Usaha | insentif bagi K/L | ditetapkan  sesuai e Badan .
Milik  Daerah | 920 pemda yang | dengan Kepegawaian
yang mengalami mempekerjakan keterampilan  dan Negara
peningkatan Pe.ny agdang _ | ragam disabilitas
rekrutmen Disabilitas sesuai
: kuota.
begawail Laporan Kementerian
Pe.ny agdang pemantauan dan | Pendayagunaan
Disabilitas secara evaluasi atas | Aparatur Laboran
bertahap setiap penetapan formasi | Negara P 1 1 1 1
tahgn, sebaga% dan seleksi CASN | Reformasi Kegiatan
baglgn dari disabilitas K/L dan | Birokrasi
komitmen d
pemda
keberagaman
dan inklusi,
hingga mencapai Penyusunan Jumlah  kebijakan
paling sedikit 2% | kebijakan yang | yang mengarahkan
(dua persen) dari | mengarahkan setiap Badan Usaha | Badan
total ) jumlah | getjap Badan | Milik Negara untuk | Pengaturan Dokumen 1 1 1 1
pegawai. Usaha Milik | meningkatkan Badan Usaha
Negara untuk | inklusi Penyandang | Milik Negara
meningkatkan Disabilitas melalui
inklusi perencanaan
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

K/L
Kegiatan Indikator Kegiatan Penan/ggung
Jawab Utama
Penyandang terstruktur,
Disabilitas pelaksanaan TJSL
melalui untuk
perencanaan pengembangan
terstruktur, kapasitas,
pelaksanaan penerapan
TJSL untuk | rekrutmen non-
pengembangan diskriminatif.
kapasitas,
penerapan
rekrutmen non-
diskriminatif.
Penyusunan
pedoman  yang
mengarahkan Jumlah pedoman
setiap Badan | yang mengarahkan
Usaha Milik | setiap Badan Usaha
Negara untuk | Milik Negara untuk
meningkatkan meningkatkan
inklusi inklusi Penyandang
Penyandang Disabilitas melalui
D1sab11}tas perencanaan BPI Danantara
melalui terstruktur,
perencanaan pelaksanaan TJSL
terstruktur, untuk
pelaksanaan pengembangan
TJSL untuk | kapasitas,
pengembangan penerapan
kapasitas, rekrutmen non-
penerapan diskriminatif.

rekrutmen non-
diskriminatif.

K/L Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan

2026

2027 2028

2029

Dokumen
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

K/L
Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung
Jawab Utama
Penyusunan
indikator,

pemantauan dan
evaluasi berkala
terhadap Badan

Usaha Milik
Negara yang
dapat diberikan
perhatian dan
pengakuan

khusus sebagai
contoh  praktik

baik bagi Badan
Usaha Milik
Negara lain atas
komitmennya
dalam
meningkatkan
jumlah  pekerja
disabilitas  dan
pelaksanaan
program TJSL
fokus Disabilitas

dalam upaya
pencapaian
target 2% (dua
persen)
Penyandang
Disabilitas  dari
total jumlah
pegawai atau

pekerja

Jumlah Badan
Usaha Milik Negara
yang mendapatkan

perhatian dan
pengakuan khusus
sebagai contoh

praktik baik bagi
Badan Usaha Milik
Negara lain atas
komitmennya dalam
meningkatkan
jumlah pekerja
disabilitas dan
pelaksanaan
program TJSL fokus
Disabilitas dalam
upaya pencapaian
target paling sedikit
2% (dua persen)
Penyandang
Disabilitas dari total
jumlah pegawai atau
pekerja

BPI Danantara

K/L Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan

2026

2027 2028

2029

Unit BUMN
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

K/L
Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung
Jawab Utama
Pelaksanaan

pemantauan dan
evaluasi kepada
pemerintah
daerah mengenai
kewajiban
merekrut tenaga
kerja
Penyandang
Disabilitas paling
sedikit 2% (2
persen) dari total

pegawai di
instansi
pemerintah
daerah dan
Badan Usaha

Milik Daerah

Laporan
pemantauan dan
evaluasi pemerintah
daerah mengenai
kewajiban merekrut
tenaga kerja
Penyandang
Disabilitas paling

sedikit 2% (2 persen)
dari total pegawai di
instansi pemerintah
daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah

Kementerian
Dalam Negeri

Tercapainya
peningkatan
jumlah
perusahaan
swasta yang
mempekerjakan
paling sedikit 1%
(satu persen)
Penyandang
Disabilitas  dari
jumlah pegawai
atau pekerja.

Pengembangan
skema  insentif
bagi Swasta yang
mempekerjakan
paling sedikit 1%
(satu persen)
Penyandang
Disabilitas  dari
jumlah pegawai
atau pekerja.

Jumlah Perusahaan
swasta yang
mempekerjakan
paling sedikit 1%
(satu persen)
Penyandang
Disabilitas dari
jumlah pegawai atau
pekerja meningkat
setiap tahun

Kementerian
Ketenagakerjaa
n

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan

2026 2027 2028 2029
Provinsi 0 38 38 38
Jumlah 18 27 36 45
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
I lra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mpiementas Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Jumlah kuota dari Kementerian
Pe.ny agdang Koordinator
Dlsa(}]:l)lhtask Yang | Kementerian Bidang
men apatkan Usaha  Mikro, Perekonomian;
fasilitas program - Jumlah 30 30 30 30
pendampingan Kecil, dan Kementerian
. Menengah
keterampilan dan PPN/Bappenas;
pengelolaan usaha Kementerian
di lingkup UMKM K
euangan;
Jumlah Penyandang Kementerian
Pelaksanaan ) Disabilitas yang | Kementerian Pariwisata;
program/ keg1ata mendapatkan Ketenagakerjaa k Ind . Orang 250 450 700 1.000
E pendamplng}aln pelatihan dan | n * dBan Indonesia;
) agi wirausaha | program an
Meninglkatkan Ters(:?dlan'ya Penyandang Otoritas Jasa
kapasitas pen. ampmgan Disabilitas . K
Peryandang bagi wirausaha Jumlah kuota dari euangan
A, Penyandang Penvandan
Disabilitas ~dalam | . =" di -nyandang
berusaha. 1sabiitas 1 Disabilitas yang
sektor informal. mengikuti pelatihan
dan Program | gementerian :
pemberdayaan Pariwisata Pelatihan 1 1 1 1
keterampilan dan
pengelolaan usaha
bagi Penyandang
Disabilitas di
lingkup pariwisata.
Pelaksanaan Jumlah kuota dari ]
program Penyandang Kementerlap
pendampingan Disabilitas yang | Usaha  Mikro, Jumlah 55 60 65 70
dalam mendapatkan Kecil, dan
memproduksi pendampingan Menengah
barang dan | dalam produksi dan
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Strategi ' . . . K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
pemasaran bagi | pemasaran bagi
Penyandang Wirausaha
Disabilitas di
sektor UMKM
. Jumlah sosialisasi
Tercapainya bagi .
X agi pekerja peserta
peningkatan BPJS
jumlah Pelaksanaan Ketenagakerjaan ;
sosialisasi  bagi L ragaKer] Kementerian
. sosialisasi dan | terkait dengan . .
pekerja  peserta . L Ketenagakerjaan;
BPJS pendampingan jaminan '
. bagi Penyandang | ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan .
. Disabilitas akibat | bagi pekerja Koordinator Kegiatan 10 10 10 10
terkait = dengan .
aminan kecelakaan kerja | Penyandang Bidang
Memastikan J . terkait hak atas | Disabilitas  akibat Pemb
: ketenagakerjaan L . . embangunan
Pelindungan bagi ckeria | Jjaminan sosial | kecelakaan kerja, M . d
ketenagakerjaan P & q peker) ketenagakerjaan. | baik yang bekerja anusia an
bagi peserta BPJS enyancang sebagai pekerja Kebudayaan;
Disabilitas akibat
(Badan kecelakaan kerja formal maupun | BPJS Badan
Ll?enyfelenggars - ja. informal Ketenagakerjaa Pengaturan
aminan | osial) n Badan Usaha
Ketenagakerjaan T di P o
yang mengalami | ersedianya " enyusunan Milik Negara;
S ) ayanan ayanan ' .
ig;?:;::n kaellf}:at pengaduan yang | pengaduan yang | Tersedianya lay: anan Kementerlan.
& objektif dan | objektif dan | pengaduan bagi Dalam Negeri;
mekanisme klaim | penyederhanaan peserta ) BPJS Pemerintah
bagi peserta mekanisme klaim | Ketenagakerjaan ) Provinsi; dan
BPJS bagi peserta | yang mengalami ] Layanan 1 1 1 1
Ketenagakerjaan BPJS) kecelakaan kerja Pemerintah
/ PT. Taspen/PT. | Ketenagakerjaan | hingga menjadi Kabupaten/Kota
ASABRI yang | /PT. Taspen/PT. | Penyandang
menjamin ASABRI yang | Disabilitas
kecelakaan kerja | mengalami
terutama  yang | kecelakaan kerja
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029

menyebabkan hingga menjadi
disabilitas. Penyandang

Disabilitas

Pelaksanaan
Tercapainya kebijakan dan
Peningkatan skema  insentif Jumlah perusahaan
jumlah untuk .
perusahaan yang | mendorong yanil. _fmenerima Kegiatan 125 150 175 200
mengikuti perusahaan ;OSI 1sast - program

N eturn to Work

program Return | mengikuti
to Work. program Return

to Work.
Tercapainya
peningkatan
jumlah program
Tanggung Jawab
Sosial Program
Lingkungan TJSL/CSR  dari Kementerian
(TJSL)/ Corporate | Badan Usaha Dalam Negeri;
Social Milik Negara, | Jumlah program .
Responsibility Badan Usaha | TJSL/CSR untuk K/L terkait;
(CSR) yang Milik Daerah, | mendukung BPI Danantara Pemerintah Program 45 50 55 60
dilaksanakan dan perusahaan | Penyandang Provinsi; dan
oleh Badan | swasta yang | Disabilitas. .
Usaha Milik | menjangkau Pemerintah
Negara’ Badan Penyandang Kabupaten/Kota
Usaha Milik | Disabilitas.
Daerah, dan
perusahaan
swasta untuk
mendukung
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. K/L Target Pelaksanaan
Strategi /
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Penyandang
Disabilitas.
Tersedianya Penyusunan
laporan tahunan | pelaporan kinerja Kementerian
rong mencaep | berdasarkan |y Laporan Pendayagunaan
JBadan Usaha, Is)tandar tahunan yang berisi Aparatur Negara
Melaksanakan o . pelaksanaan Reformasi
emantauan dan Milik Negara, | operasional yang standar operasional Birokrasi:
b ; Badan Usaha | sensitif 1roxrasi,
evaluasi terhadap o L . | Penyandang
Milik Daerah, | disabilitas di . . L. Badan
pelaksanaan dan perusahaan | bidan Disabilitas di bidang Kementerian
pedoman dan b g . ketenagakerjaan . Pengaturan Laporan 1 1 1 1
swasta yang | ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
standar . B oleh Badan Usaha Badan Usaha
. dipantau terkait | oleh Badan - o
operasional . o Milik Negara, Badan Milik Negara;
. kesesuaian Usaha Milik s ’
ketenagakerjaan Usaha Milik Daerah,
. e pelaksanaan Negara, Badan : BPI Danantara,
disabilitas. o dan swasta sesuai
pedoman dan | Usaha Milik dan
pedoman yang telah
standar Daerah, dan ditetapkan .
operasional swasta sesuai p ’ Pemerintah
ketenagakerjaan pedoman  yang daerah
disabilitas. telah ditetapkan.
Kebijakan III. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Menyelenggarakan | Tersedianya Penyusunan Tersedianya Bank Indonesia:
edukasi panduan panduan panduan ’
peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan literasi . Kementerian
. : . : . : Otoritas  Jasa
literasi keuangan | literasi keuangan | literasi keuangan | keuangan yang | pelanean Keuangan; Panduan 1 0 0] 0
yang inklusif bagi | yang inklusif bagi | inklusif bagi | inklusif bagi g Bad.
Penyandang Penyandang Penyandang Penyandang adan
Disabilitas. Disabilitas. Disabilitas. Disabilitas. Pengaturan
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Strategi

Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan
Tercapainya . .
peningka ti n Edukasi bagi
Cumlah Penyandang Jumlah Penyandang
JPen andan Disabilitas Disabilitas yang
shyandang tentang literasi | mendapatkan
Disabilitas yang . . .
mendapatkan keuangan dan | edukasi literasi
Edukasi literasi keuangan keuangan
keuangan. inklusif
Melakukan
Tersedianya monitoring dan
pemetaan  hasil .evalua51 'atas Jumlah partisipasi
enilaian mandiri implementasi aktif Pelaku Usaha
p Pedoman Akses
Pedoman Akses Jasa Keuangan
Pelayanan Pelayanan (PUJK) yang
Meningkatkan Keuangan Untuk Kguar}gan Untuk menyampaikan
enyediaan Disabilitas Disabilitas penilaian  mandiri
{)ayanan dan | Berdaya Berdaya Pedoman Akses
fasilitas keuangan | (Pedoman gggzg:)n melalui Pelayanan Keuangan
mudeh  diakses | Pelakn | Usaha | Penilaian mandini | plil Tt
oleh Penyandang | Jasa Keuangan ?Jf:ha Pe‘ljaal;lal SETARA) terkait
Disabilitas (PUJK) terkait penyediaan
. Keuangan (PUJK)
penyediaan terkait produk/layanan '
produllyanan | penyeiaan | Kevengen e
Pen, ar%dan ¢ produk/layanan Disgbilitas ¢
Disgbilitas ¢ keuangan  bagi
Penyandang

Disabilitas

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung
Badan Usaha
Milik Negara;
dan

BPI Danantara

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Orang 500 500 500 500
PUJK 725 750 775 800
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Strategl . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan
Implementasi
Tersedianya Penyusunan .
edoman bagi pedoman bagi
p Pelaku Usaha | Tersedianya
Pelaku Usaha .
Jasa Keuanean Jasa Keuangan | pedoman bagi
sa! (PUJK) terkait | Pelaku Usaha Jasa
(PUJK) terkait
. pelayanan Keuangan (PUJK)
penyediaan k Kait 1
layanan euangan terkai ayanan
inklusif bagi | keuangan inklusif
keuangan .
. : Penyandang yang mudah diakses
inklusif yang A, .
. Disabilitas sesuai | oleh Penyandang
mudah diakses s
ragam yang | Disabilitas.
oleh Penyandang .
s aksesibel dan
Disabilitas.
mudabh.
Tersedianya Melakukan
informasi identifikasi Tersedianya
Jaringan kantor | Jaringan kantor | Informasi Jaringan
Pelaku Usaha | Pelaku Usaha | kantor Pelaku Usaha
Jasa Keuangan | Jasa Keuangan | Jasa Keuangan
(PUJK) yang | (PUJK) yang | (PUJK) yang inklusif
inklusif yang | inklusif yang | yang mudah diakses
mudah diakses | mudah diakses | oleh Penyandang
oleh Penyandang | oleh Penyandang | Disabilitas.
Disabilitas. Disabilitas.
Mendorong PUJK | Pelaksanaan
. . | Tersedianya dalam koordinasi  kepada
Menambah inovasi . .
produk simpanan | melakukan PUJK terkait dengan
produk layanan . . . .
dan pinjaman | inovasi penyediaan
keuangan yang | |
; euangan yang | produk/layanan produk/layanan
bermanfaat  bagi .
dapat diakses | keuangan yang | keuangan yang
Penyandang ; ;
A, oleh Penyandang | bermanfaat bagi | bermanfaat bagi
Disabilitas. s
Disabilitas. Penyandang Penyandang
Disabilitas. Disabilitas.

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Dokumen 1 0 0 0
Dokumen 1 1 1 1
Kegiatan 2 2 2 2
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Tersedianya Penyusunan
kebijakan kebijakan
tentang Guru | tentang Guru ..
Pendidikan Pendidikan Jumlah - kebijakan
Khusus non | Khusus non g P | Kementerian
Penyandang Penyandang kompetensi, insentif, Pendidikan Kementerian -
SO SO dan Akomodasi yang . Kebijakan 1 0 0 0
Disabilitas dan | Disabilitas dan - Dasar dan | Dalam Negeri
. 1 . 1 Layak Dbagi Guru
Guru Pendidikan | Guru Pendidikan oo Menengah
Pendidikan Khusus
Khusus (GPK) | Khusus (GPK) . . 3
Menyusun yang yang (GPK) di Pendidikan
kebijakan :nl‘ian.g menyandang menyandang
perar, OXaSL | disabilitas disabilitas
insentif, dan
Akomodas1' yang e Kemterian
Layak bagi Guru
Pendidikan Pendayagunaan
Khusus (GPK) Aparatur Negara
Tercapainya Jumlah Guru Reformasi
eninekatan Perekrutan Guru | Pendidikan Khusus | Kementerian Birokrasi:
peningxa Pendidikan (GPK) di Pendidikan | Pendidikan iroxrasi;
ketersediaan . .. Orang 100 100 100 100
L3 Khusus secara | di tingkat Provinsi | Dasar dan |e Badan
Guru Pendidikan . .
masif dan merata | dan Menengah Kepagawaian
Khusus (GPK)
Kabupaten/Kota Nasional; dan
e Kementerian
Dalam Negeri
Mengadakan Tercapainya Insersi modul | Jumlah modul ]
pelatihan/pendidi peningkatan pendidikan pendidikan inklusif Keme'nj[erlan
kan tentang | jumlah  tenaga | inklusif ke | untuk dosen | Pendidikan LPTK Modul 1 0 0 0
layanan pendidik  yang | kurikulum program studi | Dasar dan | Penyelenggara PPG
pendidikan memiliki program studi | pendidikan guru Menengah
inklusif bagi | kompetensi pendidikan guru | (tidak hanya jurusan
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. Target Pelaksanaan
Strategi K/L
Il tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementast Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
tenaga  pendidik | khusus terkait | (tidak hanya | PLB) baik  baik
dan tenaga | Penyelenggaraan | jurusan PLB) tingkat Strata-1
kependidikan pada | pendidikan baik tingkat dan/atau
tingkat Pendidikan | inklusif  untuk | gtrata-1 pendidikan  profesi
Anak Usia Dini, | mengakomodasi dan/atau guru prajabatan
dasar, menengah, | kebutuhan pendidikan
dan Penyandang | peserta didik | profesi guru | Tersedianya modul
Disabilitas. Penyandang raiabatan pendidikan inklusif .
Disabilitas di pral untuk dosen . Pemferlr.ltah
lingkungan program studi | Kementerian Provinsi; dan Lembaca 10 50 100 0
sekolah. pendidikan guru | Agama e Pemerintah &
(tidak hanya jurusan Kabupaten/Kota
PLB) di perguruan
tinggi keagamaan
Tersedianya materi
pelatihan
pelaksanaan
pendidikan  inklusi
untuk tenaga e Kementerian
Penyu'sunan pendidik dan tenaga . Sosial;
Materi dan kependidikan i Kementerian i
Pelaksanaan ’er?an pauD. | Pendidikan e Pemerintah Materi 1 0 0 0
Pelatihan jenjang > | Dasar dan Provinsi; dan
1. Dasar, dan
Pendidikan Menengah .
. Menengah secara e Pemerintah
Inklusif L
dalam jaringan Kabupaten/Kota
melalui platform
pendidikan  seperti
Rumah Belajar,
Ruang GTK, dll.
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

K/L Target Pelaksanaan

Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan

Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Terlaksananya
pelatihan
pelaksanaan
pendidikan  inklusi Laporan 1 0 0 0
untuk tenaga pelatihan
pendidik di jenjang
PAUD, Dasar, dan
Menengah.
Persentase sekolah
yang memiliki 46.03% | 46,24% | 46,45% | 46.65%
minimal 1 tenaga ’ ’

SP

pendidik  inklusif (SP ( (SP (SP
yang tersertifikasi Persentase PDPD) | PDPD) | PDPD) | PDPD)
(lulus Pelatihan 7,06% | 7,09% 7,12% 7,16%
Berjenjang SP Sp
Pendidikan Inklusif F( N (SP F( 1
/PBPI tingkat ormal) | Formal) | Formal) | Formal)
Dasar).
Tersedianya materi . .
pelatihan Pemerintah 1 Ma‘Ferl 1 Maj[erl
pelaksanaan Provinsi; dan Pelatiha | Pelatiha
pendidikan inklusif . Materi n n 0 0
di lingkungan Pemerintah Tingkat | Tingkat
satuan pendidikan ) Kabupaten/Kota Lanjut | Mahir
keagamaan Kementerian

Agama
Jumlah tenaga Pemerintah
pendidik di satuan Provinsi; dan
pendidikan Orang 31.000 | 36.000 | 41.000 | 46.000
k Pemerintah
eagamaan yang
menerima pelatihan Kabupaten/Kota
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Strategi K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
layanan pendidikan
inklusif
Jumlah lembaga
PAUD formal
Raudhatul Athfal
(RA) yang menerima Lembaga 7.936 8.366 8.791 9.216
peserta didik
Penyandang
Disabilitas
Tersedianya Perluasan dan Jumlah Sekolah
Memastikan lembaga penguatan Dasar yang
lembaga penyelenggara lembaga menerima  peserta Kementerian Lembaga | 27.444 | 28.934 | 30.403 | 31.873
penyelenggara pendidikan dasar | penyelenggara didik Penyandang Sosial:
pendidikan dasar | dan menengah | pendidikan Disabilitas Kementerian ’.
dan menengah | yang formal  jenjang Pendidikan Pemerintah
menyediakan memberikan dasar dan Dasar dan Provinsi; dan
Akomodasi yang | Akomodasi Yang | menengah yang | Jumlah Sekolah | Menengah Pemerintah
Layak bagi peserta | Layak bagi | inklusif bagi | Menengah Pertama Kabupaten /Kota
didik Penyandang | peserta didik | peserta didik an menerima
Disabilitas Penyandang Penyandang %esegrta didik Lembaga 10.914 | 11.506 | 12.090 ) 12.675
Disabilitas Disabilitas Penyandang
Disabilitas
Jumlah Sekolah
Menengah Atas yang
menerima  peserta Lembaga 3.702 3.903 4.101 4.299
didik  Penyandang
Disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Jumlah Sekolah
Menengah Kejuruan
yang menerima
peserta didik
Penyandang
Disabilitas

Jumlah SLB yang
terakreditasi (TKLB,
SDLB, SMPLB,
SMALB)

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan

2026

2027 2028

2029

Lembaga

3.483

3.672 3,.58

4.045

Lembaga

736

107 299

1.103

Jumlah Madrasah
Inklusif tingkat
dasar dan menengah
berciri khas agama
Islam yang siap
dan/atau menerima
peserta didik
Penyandang

Disabilitas

Jumlah sekolah
jenjang pendidikan
dasar dan menengah
berciri khas
keagamaan Hindu
yang siap dan/atau
menerima  peserta
didik  Penyandang
Disabilitas

Kementerian
Agama

Pemerintah
Provinsi; dan

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Lembaga

2.353

2.853 3.353

3.853

Lembaga

12 26

40
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

K/L Target Pelaksanaan
Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Jumlah sekolah
jenjang pendidikan
dasar dan menengah
berciri khas
keagamaan Kristen Lembaga 8 12 26 40
yang siap dan/atau
menerima  peserta
didik  Penyandang
Disabilitas
Jumlah lembaga
PAUD nonformal
(KB/TPA) yang Lembaga | 5.177 | 5458 | 5.735 | 6.012
menerima  peserta
didik  Penyandang
Perluasan dan Disabilitas
penguatan
lembalga Jumlah lembaga
penyelenggara kursus dan .
pendidikan non | pelatihan yang Kementerian Pem<'er1r.1tah KLembaga 3 3 3 3
formal  jenjang | menerima  peserta | Pendidikan Provinsi; dan ursu§ an
dasar dan | didik Penyandang | Dasar dan Pemerintah Pelatihan
menengah yang | Disabilitas Menengah Kabupaten/Kota
inklusif bagi
peserta didik
Penyandang Jurr.llah Sanggar
Disabilitas Kegiatan Belajar
(SKB) dan Pusat
Kegiatan  Belajar Lembaga | 2.259 | 2.382 | 2.503 | 2.624
Masyarakat (PKBM)
yang menyediakan
pendidikan  untuk
peserta didik
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. K/L Target Pelaksanaan
Strategi /
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Penyandang
Disabilitas
Jumlah  pergu nﬁ? Kementerian
tinggi yang memiliki -3 P
Unit Layanan ,I;frrllgd;idlkagams eﬁs;;an 194 | 234 274 314
Tercapainya PD1s?ik?(1:11}1‘c{as (ULD) dan Teknologi
. peningkatan endidixan
Memastikan - .
lembaga jumlah Peningkatan Jumlah  perguruan
erguruan tinggi erguruan tinggi ; .
peny glgnggara‘ . gangL1 pergumga%l §an%gu 5 tinggi keagamaan Kementerlan Pemerintah
pendidikan  tinggi | . . diak Katolik memiliki gama Provinsi; dan
menyediakan inggi keagamaan | menyediakan Uit L (Bimbingan Lembaga 20 20 20 20
Ak dasi yang Akomodasi yang nit - dyanarn Masyarakat Pemerintah
omodasi  yang ; ; | Disabilitas (ULD) .
. menyediakan Layak bagi Katolik) Kab ten /Kot
Layak bagi peserta . Pendidikan abupaten/Kota
i Akomodasi yang | Penyandang
didik Penyandang ; A,
s Layak bagi | Disabilitas.
Disabilitas P d
enyandang Jumlah perguruan
Disabilitas. tinggi  keagamaan | .. .
Islam memiliki Unit Acama Lembaga 10 10 15 20
Layanan Disabilitas g
(ULD) Pendidikan
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas
Memasukkan Tersedianya Penyusunan Tersedianva e Kementerian
kriteria non | pedoman pedoman ¥y Pendidikan
pedoman
diskriminasi dan | pemantauan pemantauan
. .. <3 pemantauan Dasar dan
inklusivitas dalam | yang pendidikan L . . .
d Kk inklusif terhad pendidikan inklusif Menengah;
pedoman memasukkan inklusif terhadap | [ - © dep lembaga ' Kementerian N
pemantauan dan | variabel non | lembaga envelenooara o Kementerian Dalam Negeri Dokumen 1 0 0 0
evaluasi diskriminasi dan | penyelenggara penyeenss Agama;
. . . - pendidikan yang
Pemenuhan inklusivitas bagi | pendidikan yang memberikan e Bad
Akomodasi yang | Penyandang memberikan Akomodasi an a ar% .
Layak peserta | Disabilitas dalam | Akomodasi yang | | = .~ 4 3{Jn1% Akr(?dlta51
didik Penyandang | mengakses Layak dan Unit y Nasional
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Strategi ' . . . K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
Disabilitas dan | pendidikan Layanan Layanan Disabilitas Sekolah/Mad
mahasiswa yang | sesuai amanat | Disabilitas (ULD) (ULD) rasah  (BAN
berkala dilakukan | Peraturan .
; S/M);
ke Pemerintah
sekolah/madrasah | Nomor 13 Tahun e Badan
, perguruan tinggi, | 2020 Akreditasi
dan satuan Nasional
pendidikan Pengembangan . Perguruan
. Tersedianya e
keagamaan formal. izfrilg:ﬁ);n terkait indikator tambahan Tinggi  (BAN
aspek terkait aspek PT;
inklusivitas pada llilkIUSIVItaS p.adg e Pemerintah Kementerlan' Indikator 1 0 0 0
. ... | sistem akreditasi - Dalam Negeri
sistem akreditasi Provinsi; dan
lembaga lembaga .
envelengoara penyelenggara e Pemerintah
pendidikan pendidikan Kabupaten/K
ota
Melaksanakan Terlaksananya Pelaksanaan Persentase  satuan
pemantauan dan | pemantauan dan | pemantauan dan endidikan  denean
evaluasi evaluasi evaluasi g i1 khas kea amgan
berdasarkan berdasarkan berdasarkan an me%n enuhi Pemerintah
pedoman variabel | pedoman variabel | pedoman variabel iri tgria non | Kementerian Provinsi; dan
non diskriminasi | non diskriminasi | non diskriminasi R . . Lembaga 2.353 2.853 3.353 3.853
dan inklusivitas | dan inklusivitas | dan inklusivitas ;irilscllilsrfl\;::claas& dan | Agama Pemerintah
bagi Penyandang | bagi Penyandang | bagi Penyandang berdasarkan Kabupaten/Kota
Disabilitas dalam | Disabilitas dalam | Disabilitas dalam edoman
mengakses mengakses mengakses b emantauan
pendidikan. pendidikan. pendidikan. p
Memberikan Tercapainya Pemberian Jumlah Pedoman |e Kementerian Pemerintah
Akomodasi yang | penurunan beasiswa Pemberian Program Pendidikan Provinsi: d
Layak kepada | tingkat putus | afirmatif dan | Indonesia Pintar Dasar dan rovins; dan Pedoman 1 0 0 0
peserta didik | sekolah bagi | bantuan (PIP) untuk Peserta Menenegah: Pemerintah
Penyandang peserta didik | penunjang Didik  Penyandang d gal; Kabupaten/Kota
Disabilitas di | Penyandang pendidikan (alat | Disabilitas di jenjang an
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. K/L Target Pelaksanaan
Strategi /
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
tingkat pendidikan | Disabilitas wusia | bantu belajar, | pendidikan dasar |e Kementerian
dasar dan | sekolah formal di | transportasi) dan menengah Agama
menengah dan | jenjang
perguruan tinggi pendidikan dasar
dan menengah
e Kementerian
Jumlah peserta Pendidikan p intah
didik Penyandang Dasar dan Pemferlr.ltz
‘sabili ; rovinsi; dan
Disabilitas penerima | \enengah; . Orang  |523.226|523.226| 523.226 | 523.226
manfaat' Pro gram dan Pemerintah
Indonesia Pintar ' Kabupaten/Kota
(PIP) o Kementerian
Agama
Jumlah peneljirna Perguruan Tinggi
program  beasiswa . .
. Kementerian Negeri;
afirmatif untuk Pendidik
peserta didik Tierrllggli ! agains Perguruan Tinggi Orang 1.663 1.863 2.063 2.263
Tercapainya Pemberian Peny. srfdang g | dan Te’:knologi ’ Swasta; dan
penurunan beasiswa Disabilitas tinei ! LLDIKTI Wilayah
tingkat putus | afirmatif dan | Perguruan tunggl
sekolah bagi | bantuan
peserta didik | penunjang Tersedianya
Penyandang pendidikan (alat program  beasiswa
Disabilitas di | bantu belajar, | afirmatif untuk P Tineci
erguruan tinggi. | transportasi i ; erguruan nggi
pergu g8 P ) ngs,l:ﬁdang didik K;;nrigterlan Keagamaan Islam Orang 205 207 211 215
Disabilitas di Negeri
perguruan tinggi
keagamaan Islam
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Strategi K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
Tersedianya
program  beasiswa
afirmatif untuk
peserta didik K teri Perguruan Tinggi
Penyandang Jusinst Keagamaan Orang 10 10 15 20
Disabilitas di | fsama Kristen Negeri
perguruan tinggi
keagamaan Kristen
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang
Disabilitas
Kementerian
Membentuk unit . Dalam Negeri;
yang berfungsi Jumlah - Unit .
sebagai pusat Layanan Disabilitas Pemerintah Provinsi 33 34 35 37
layanan disabilitas | Tercapainya (ULD) Pendidikan di Provinsi; dan
. . 1 . Penyediaan Unit tingkat Provinsi .
emerintal
:iilk Esir;dld(lilii? frrrllll{alika;:rr;ba a Layanan Kementerian ° tah
o | Juman €2 | Disabilitas (ULD) - Kabupaten/Kota
dasar, menengah, | pendidikan 1. . Pendidikan
. Pendidikan di
dan dengan | terakreditasi . . 1 Dasar dan .
. . . . | Dinas Pendidikan Kementerian
memberikan yang inklusif bagi Provinsi/Kab Menengah .
bantuan Penyandang rOV?SI/ abupa | Jumlah Unit Dalam Negeri;
profesional bagi | Disabilitas. ten/Kota Layanan Disabilitas Pemerintah
lembaga (ULD) Pendidikan di Provinsi: dan Kab/Kota 466 471 478 488
penyelenggara tingkat ) ’
pendidikan. Kabupaten/Kota Pemerintah

Kabupaten/Kota
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Strategi ' . . . K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
gig?igesl:si Jumlah daftar
Penyandang Organisasi )
Disabilitas Penyandang Kementerian
. . Disabilitas yang . Dalam Negeri;
sebagai  bagian terlibat basai Kementerian
dari pelaksana | o P& Sebagal | pendidikan Pemerintah Mitra
narasumber atau - . 1 1 1 1
atau narasumber - Dasar dan Provinsi; dan pendidikan
anggota tim dalam
dalam Menengah P intah
claksanaan pelak.sanaan o emerinta
g elatihan bagi pelatihan bagi Dinas Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan gzrelfalﬁlkan di
di daerah
Ter(?apilriy a Peningkatan o Kementerian
Mendorong penimgkatan lembaga kursus Pendidik
eninekatan jumlah lembaga on Jumlah lembaga endaidixan
b g kursus yang yang kursus yang Dasar dan )
Penyelenggaraan menyelenggaraka menyelenggaraka menyelenggarakan Menengah; Pemerintah
pendidikan 1 n pendidikan . s ’ insi: d
n pendidikan pendidikan . Provinsi; dan
dan/atau dan/atau dan/atau dan/atau pelatihan e Kementerian . LKP 3 3 3 3
pelatihan ~ vokasi elatihan vokasi | P clatihan vokasi vokasi ba ip seluruh Agama; dan Pemerintah
bagi seluruh ragam bela bagi seluruh g ) Kabupaten/Kota
Penyandang bagi seluruh ragam ragam Penyandang |e Kementerian
Disabilitas. rPagam d Penyandang Disabilitas Ketenagakerj
Disopiti oo e Disabilitas aan
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
ol ra eg; . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
rpiementast Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Mendorong inovasi
metode )
pembelajaran Tercapainya Perluasan ¢ Kementerian
inklusif =~ dengan | peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan
meningkatkan jumlah kompetisi Jumlah inovasi Dasar dan
kualitas dan | pengembangan pengembangan metode Menengah;
alternatif metode | metode inovasi | metode pembelajaran . e Pemerintah
pembelajaran bagi | pembelajaran pembelajaran inklusif berbasis |® Kementerian Provinsi; dan
anak dengan | inklusif berbasis | inklusif berbasis | teknologi oleh tenaga Agama; . Inovasi 1 1 1 1
disabilitas yang | teknologi oleh | teknologi oleh | pendidik (calon |e¢ Pemerintah e Pemerintah
mengembangkan tenaga pendidik | tenaga pendidik | guru, guru, tenaga Provinsi: dan Kabupaten/Kota
berbagai teknologi | (calon guru, | (calon guru, | kependidikan, dan ’
salah satunya | guru, tenaga | guru, tenaga | dosen PT) e Pemerintah
adalah assistive | kependidikan, kependidikan, Kabupaten/K
device bagi | dan dosen PT) dan dosen PT) ota
Penyandang
Disabilitas
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan olahraga.
Jumlah sosialisasi
Penguatan K/L dan pemerintah
pemahaman dan | daerah dalam
Mendorong K/L dan | kapasitas K/L | mengembangkan e Kementerian Kegiatan 2 2 2 2
peningkatan pemerintah dan pemerintah | potensi Penyandang PPN/Bappenas;
partisipasi daerah memiliki | daerah dalam | Disabilitas di bidang .
Penyandang pemahaman dan | mengembangkan | olahraga. Kementerian * Kementerlan..
Disabilitas dalam | kapasitas dalam | potensi Pemuda dan Dalam Negeri;
berbagai kompetisi | mengembangkan | Penyandang Jumlah assessment Olahraga e Pemerintah
bidang seni dan | potensi Disabilitas di | oleh K/L dan Provinsi; dan
olahraga di tingkat | Penyandang bidang olahraga | pemerintah daerah .
daerah, nasional, | Disabilitas di | melalui dalam e Pemerintah Kegiat 1 1 1 1
dan internasional. bidang olahraga. sosialisasi mengembangkan Kabupaten/Kota cglatan
inklusivitas potensi Penyandang
setiap tahun. Disabilitas di bidang
olahraga.
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Strategi
Implementasi

Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan
Terlaksananya Jumlah talent
proses talent scouting Penyandang
scouting atlet Disabilitas di bidang
Penyandang olahraga oleh K/L
Disabilitas dari dan pemerintah
pemerintah daerah
melalui upaya | Pelaksanaan
jemput bola dari | talent  scouting
Sekolah Inklusi, | atlet Penyandang | Jumlah atlet
Sekolah Luar | Disabilitas. Penyandang
Biasa, Disabilitas yang
Komunitas/Orga dijaring talent
nisasi scouting di bidang
Penyandang olahraga oleh K/L
Disabilitas, dan dan pemerintah
Klub Olahraga daerah.
Ter§elenggaranya Jumlah kampanye
kegiatan olahraga | Penyelenggaraan

P h olahraga layanan
non kompetisi | kegiatan
khusus yang
yang olahraga e
. . terfasilitasi  dalam
memberikan nonkompetisi .
. - peningkatan
ruang bagi | bagi Penyandang Lo
. J > | partisipasi
peserta Disabilitas dari
berolahraga dan
Penyandang seluruh ragam. kebugaran iasmani
Disabilitas. garan
Penjangkauan Ju'rnlah
Terlaksananya keikutsertaan keikutsertaan
dukun.gan Penyandang olahragawan muda
pemerintah Disabilitas dalam | Penyandang
untul'i ’ atlet kompetisi bidang Disa‘pilitas . d'a1am
paralimpik olahraga multievent disabilitas
tingkat nasional

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Kegiatan 1 1 1 1
Orang 200 200 200 200
Kegiatan 4 5 S S
Orang 650 650 650 650
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Kegiatan

nasional dan
internasional.

(Pekan Paralimpiade
Pelajar Nasional)
setiap tahunnya.

Jumlah
keikutsertaan
Penyandang
Disabilitas
multievent
disabilitas  tingkat
nasional dan
internasional (Pekan
Paralimpiade
Nasional dan/atau
ASEAN Para
Games/Asian Para
Games /Paralympic
Games) setiap
tahunnya.

atlet

dalam

Tercapainya
peningkatan
jumlah
keikutsertaan
Penyandang
Disabilitas  dari
seluruh  ragam
dalam kompetisi
bidang olahraga.

Pelaksanaan
kompetisi rutin di
bidang olahraga
bagi Penyandang
Disabilitas
tingkat nasional
dan internasional

Jumlah  kompetisi
bagi Penyandang
Disabilitas dari
seluruh ragam di
bidang olahraga
(PEPARNAS).

Keikutsertaan

dalam kompetisi
rutin di bidang
olahraga bagi

Jumlah fasilitasi
yang diberikan bagi
Penyandang

Disabilitas untuk

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
130
Atlet 35 Atlet
(Asian (Paralym
Para pic
Games) Games)
Orang 268 268
(ASEAN | (Peparna
Para s)
Games)
Kegiatan 0 0 1 0
Kegiatan 1 1 1 1
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

Kegiatan Indikator Kegiatan
Penyandang terlibat pada
Disabilitas kompetisi olahraga.
Pelaksanaan

kejuaraan single
event senior di
bidang olahraga
bagi Penyandang

Jumlah kejuaraan
single event senior
bagi Penyandang
Disabilitas di bidang
olahraga

Disabilitas
Tersedianya
pelatihan wuntuk | Pelatihan untuk | Tersedianya jumlah
pelatih dan | pelatih dan | pelatih dan tenaga
tenaga tenaga pendukung olahraga
pendukung pendukung untuk Penyandang
olahraga inklusif | olahraga untuk | Disabilitas yang
untuk Penyandang terfasilitasi
Penyandang Disabilitas. pelatihan.
Disabilitas.

Pelaksanaan

evaluasi terhadap

organisasi induk

olahraga untuk
Tersedianya Penyandang
kelembagaan Disabilitas Tersedianya evaluasi
olahraga untuk | terkait dan rekomendasi
Penyandang kesesuaiannya perbaikan atas
Disabilitas yang dengan standar kinerja organisasi
akuntabel pengelolaan

berdasarkan

Peraturan

Menteri Pemuda

dan Olahraga

K/L
Penanggung
Jawab Utama

K/L Pendukung

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Kegiatan 1 1 1 1
Orang 300 300 300 300
Laporan 1 1 1 1
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
I lra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementasi Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Nomor 14 Tahun
2024 tentang
Standar
Pengelolaan
Organisasi
Lingkup
Olahraga
Prestasi.
Tersedianya Pengadaan T di
fasilitas olahraga | sarana olahraga le r}sle 1anzia{ Sazan%
akomodatif bagi | akomodatif bagi ga iraga _akomodatt Kegiatan 1 1 1 1
Penyandan, Penyandan, ast Penyandang
nyandang nyandang Disabilitas.
Disabilitas. Disabilitas.
Penguatan
Mendorong pemahaman dan | Jumlah sosialisasi
peningkatan K/L dan | kapasitas K/L | (termasuk sosialisasi Kementerian
partisipasi pemerintah dan pemerintah | program pembinaan
Penyandang daerah memiliki | daerah dalam | kebudayaan) kepada PPN/Bappenas;
Disabilitas dari | pemahaman dan | mengembangkan | masyarakat Kementerian
seluruh ragam | kapasitas dalam | potensi termasuk seniman Kementerian Dalam Negeri; .
dalam berbagai | mengembangkan | Penyandang dan budayawan Kebudavaan . Kegiatan 1 1 1 1
kegiatan bakat | potensi Disabilitas di | Penyandang y Pem<'er1r.1tah
bidang Penyandang bidang Disabilitas dengan Provinsi; dan
kebudayaan di | Disabilitas di | kebudayaan memastikan konten Pemerintah
tingkat daerah, | bidang melalui sosialisasi
nasional, dan | kebudayaan. sosialisasi memenuhi  kriteria Kabupaten/Kota
internasional. inklusivitas inklusivitas.
setiap tahun.
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
Tercapainya
Penlngkatan Pelaksanaan Jumlah lembaga
jumlah kegiatan melaksanakan
keikutsertaan Kk % d bagi kegiatan
Penyandang coudayaan bagl kebudayaan bagi Lembaga 2 2 2 2
Penyandang
Disabilitas  dari . s . | Penyandang
Disabilitas  dari . . .
seluruh  ragam Disabilitas dari
. seluruh ragam.
kegiatan seluruh ragam.
kebudayaan
Tersedianya Perekrutan
pelatih, pelatih, Tersedianya pelatih,
instruktur, dan | instruktur, dan | instruktur, dan
pembina pembina pembina
kebudayaan kebudayaan kebudayaan untuk Orang 2 2 2 2
inklusif  untuk | untuk Penyandang
Penyandang Penyandang Disabilitas dari
Disabilitas Disabilitas dari | seluruh ragam.
seluruh ragam. seluruh ragam.
p di Tersedianya p d
f:;;ﬂfaslaan fasilitas f:sr;ﬁ?asaan Tersedianya fasilitas
kebud kebuday aan .| kebud kebudayaan
ebudayaan . | akomodatif bagi ebudayaan . | akomodatif bagi Kegiatan 5 5 5 5
akomodatif  bagi | penvandan akomodatif bagi
Penyandang Dis gbilitas & Penyandang Pe.ny agdang
Disabilitas. ' Disabilitas. Disabilitas.
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Meningkatkan Tersedianya Penyusunan Jumlah  dokumen | gementerian e Kementerian
fasilitas kesehatan | kebijakan atau | Kebijakan atau | kebijakan atau | gesehatan PPN/Bappenas; Dokumen 1 0 0 0
yang ramah | pedoman pedoman pedoman
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Strategi K/L Target Pelaksanaan
Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Penyandang pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan Badan Riset dan
Disabilitas pelayanan pelayanan pelayanan Inovasi Nasional;
kesehatan kesehatan kesehatan inklusif .
inklusif  untuk | inklusif bagi | bagi Penyandang Kerr'lenterlan
menjamin Penyandang Disabilitas Sosial; dan
aksesibilitas dan | Disabilitas Kementerian
Akomodasi yang Kependudukan
Layak bagi dan
Penyandang
Disabilitas Pembangunan
Keluarga/BKKB
N
. . Persentase
Meningkatnya Penyediaan .
. . .. | keterlibatan
keterlibatan ruang partisipasi .
. Penyandang Kementerian
Penyandang bagi Penyandang Disabilitas dalam )
Disabilitas dalam | Disabilitas dalam P K teri PPN/Bappenas;
proses proses proses Ferencanaan, ementerian dan Persentase 100% 100% 100% 100%
embeangunan pembangunan implementasi dan | Kesehatan )
g elayanan pelayanan monitoring evaluasi Kementerian
Dalam N i
kesehatan kesehatan pelayanan A atam Regerl
. . . . kesehatan di tingkat
inklusif inklusif
pusat
Persentase Kementerian
Meningkatnya | peninciay emberiican Kementeri oy ppERAS
kualitas fasilitas | . nsxatan 1 N ementerian dan Persentase | 40% 50% 60% 75%
elayanan fasilitas ayanan rama Kesehatan .
i hat . kesehatan primer | Penyandang Kementerian
esenatan primer - g q rujukan yang | Disabilitas Dalam Negeri
dan rujukan yang | . : ;
. : > | inklusif bagi
inklusif bagi
Penyandang .
Penyandang T Persentase Rumah Kementerian
. s Disabilitas f . Kementerian
Disabilitas Sakit memberikan PPN/Bappenas; Persentase 50% 60% 70% 80%
layanan ramah | Kesehatan dan
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
Penyandang Kementerian
Disabilitas Dalam Negeri
Kementerian
PPN/Bappenas;
Badan Riset dan
Inovasi Nasional;
Penyusunan Jumlah  dokumen Kementerian
standarisasi alat | standarisasi alat Kementerian Sosial: dan
bantu kesehatan | bantu kesehatan Kesehatan ’ ' Dokumen 0 1 0] 0
bagi Penyandang | bagi Penyandang Kementerian
Disabilitas Disabilitas Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
Riset dan Inovasi
Teknologi Alat | Jumlah Purwarupa
1]§>ar1tu 4 bagi Qlat ]c?;antu bagi Kementerian
enyandan enyandan .
Disabilitas untuk | Disabilitas . untuk | 52438 Riset | Kesehatan; dan .
dan Inovasi Kegiatan 3 3 2 0
Penggunaan Penggunaan Nasional Kementerian
Personal serta | Personal serta pada Dalam Negeri
pada Fasilitas | Fasilitas Kesehatan
Kesehatan Primer | Primer dan Rujukan
dan Rujukan
Tersedianya Peningkatan Persentase : i
layanan ’ fasﬂitgs puskesmas yang Ez;l’éil’:tzl’rllan E;an/eg;e;;iEas; Persentase 75% 80% 90% 100%
kesehatan jiwa | kesehatan primer | mampu memberikan
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Strategi
Implementasi

K/L Target Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
yang inklusif bagi | yang memiliki | layanan kesehatan Kementerian
Penyandang layanan jiwa Dalam  Negeri;
Disabilitas pada | kesehatan jiwa dan
fasilitas
pelayanan Kementerian
kesehatan primer Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
Kementerian
PPN/Bappenas;
Persentase Kementerian
puskesmas yang Dalam  Negeri;
memiliki obat untuk Kementerian dan
gangguan | Kesehatan Kementerian Persentase 75% 80% 90% 100%
kecemasan, depresi Koordinator
dar11{ . gangguan Bidang
sikoti
P Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
Kementerian
Penduduk  usia Perzen;aie e PPN/Bappenas;
>= 7 tahun yang f;l'?u;l ux usia yang | Kementerian Kementerian
.. 0 0 0 0
;r}l{errilrtliiipatkan mendapatkan Kesehatan Dalam Negeri; Persentase 15% 20% 25% 30%
keseha‘?an fiwa §krining kesehatan dan
jiwa Kementerian
Koordinator
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Strategi
Implementasi

Target Capaian

K/L Target Pelaksanaan
Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Jawab Utama 2026 2027 2028 2029

Bidang

Pembangunan

Manusia dan

Kebudayaan

Kementerian
Pelaksanaan PPN/Bappenas;
orientasi/pelatih Jurn'l ah' orang yang Kementerian
an Pertolongan menjadi first aider Kementerian .. 1.300. | 2.200. 2.500. 3.350.
Pertama ada Pertolongan Pertama Kesehatan Dalam = Negeri; Orang
Luka Psikolljogis pada Luka Psikologis dan 000 000 000 000
(P3LP) (P3LP) Kementerian

sosial
Penyusunan Kementerian
peraturan Jumlah  peraturan PPN/Bappenas;
tentang tentang Kementerian Kementerian
Penggerakan Penggerakan Koordinator Kesehatan;
Kesehatan Jiwa | Kesehatan Jiwa | Bidang K . Dokumen 1 1 1 1
Masyarakat Masyarakat (PKJM) | Pembangunan ementerian .
(PKJIM) yang melibatkan | Manusia dan Dalam  Negeri;
melibatkan Penyandang Kebudayaan dan
Pgnya}'{dang Disabilitas Kementerian
Disabilitas .

Sosial
Penguatan Jumlah Tim | Kementerian K .
Koordinasi dan | Penggerak Koordinator ementerian
Sinkronisasi Tim | Kesehatan Jiwa | Bidang PPN/Bappenas; Tim 5 5 5 5
Penggerak Masyarakat (TPKJM)' Pembapgllnan Kementerian
Kesehatan Jiwa | yang terbentuk di | Manusia dan Kesehatan; dan
Masyarakat daerah Kebudayaan
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K/L Target Pelaksanaan
. Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
Implementasi Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
(TPKJM) di Pusat Kementerian
dan Daerah Dalam Negeri
Kementerian
PPN/Bappenas;
Pencuatan beran Kementerian
timgu Penglgjgerak Jumlah Provir}Si Koordinator
Kesehatan Jiwa gengan K Tim K teri Bidang
Masyarakat enesera . cmenterian Pembangunan Provinsi 5 8 12 16
(TPKJM) an Kesehatan Jiwa | Kesehatan M . d
. yane Masyarakat (TPKJM) anusia an
beroperasi di AKtiF Kebudayaan;
daerah dan
Kementerian
Dalam Negeri
Tersedianya Persentase
Memberikan layanan .. Penguatan puskesmas dengan Kementerian
kesehatan jiwa kabasitas bagi tenaga kesehatan )
sensitivitas yang inklusif bagi ¢ b kesehat g yang ditingkatkan K teri PPN/Bappenas;
st : Penyandang cnaga kesehatan kapasitasnya terkait ementerian dan Persentase 40% 50% 60% 75%
disabilitas dan isu . s untuk layanan Kesehatan
?1§?b111tas pada kesehatan ramah 1a¥{al1na'rf1 kesehataﬁ Kementerian
P d asilitas . o inklust untu Dal N :
D?;lgt?irllitsgg untuk pelayanan disabilitas Penyandang alam Tegert
Peningkatan kesehatan primer Disabilitas
kapasitas tenaga




- 908 -

Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
kesehatan dan
calon tenaga
kesehatan dalam
memberikan Menlngkatnya o Kementerian
layanan kesehatan | papasitas tenaga | Penyediaan Jumlah modul atau PPN/Bappenas;
ramah disabilitas. kesehatan dan | modul atau . dan
. kurikulum .
calon tenaga | kurikulum sensitivitas Kementerian K teri Dokumen 1 0 0 0
kesehatan dalam | sensitivitas disabilitas bagi Kesehatan * emgn'erlan
memberikan disabilitas  bagi | [ 4o & Pendidikan
layanan ramah | tenaga kesehatan g Tinggi, Riset dan
disabilitas Teknologi
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.
Meningkatnya
Jkue rsnelﬁz tanfaSﬂ:SS Peningkatan .
Meningkatkan menve diakany € | jumlah fasilitas | Persentase calon ® Kerr'lenterlan
pelayanan elay anan kesehatan yang | pengantin yang Sosial;
kesehatan seksual iese};latan menyediakan mendapatkan e Kementerian
G el | sl an | Pelavenen | sining keochotan | Kementerion " popappenas; | persentase | S5% | 6o% | 6% | 70%
Disabilitas  pada rPee};l roadrtlci{assl bagi seksual dan | termasuk dan
fasilitas pelayanan shyandang . | reproduksi bagi | Penyandang e Kementerian
Disabilitas di . . .
kesehatan i1 Penyandang Disabilitas Dalam Negeri
fasilitas Disabilitas &
pelayanan
kesehatan.
Meningkatnya Peningkatan Per§entase bayi baru ) e Kementerian
jumlah fasilitas | layanan deteksi | lahir yang | Kementerian PPN/Bappenas; Persentase 70% 73% 75% 80%
pelayanan dini potensi | mendapatkan Kesehatan dan
kesehatan yang | disabilitas di | skrining
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Strategi
Implementasi

Meningkatkan
layanan deteksi
dini termasuk
balita dengan
risiko
pertumbuhan dan
perkembangan
buruk dan
intervensi dini bagi
ibu, anak, dan
orang dewasa
terhadap potensi
disabilitas

Target Capaian

menyediakan
layanan deteksi

dini dan
intervensi dini
bagi ibu, anak,
dan orang
dewasa yang
berpotensi

disabilitas.

K/L
Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung
Jawab Utama
layanan Persentase
kesehatan Puskesmas
melaksanakan .
. . . | Kementerian
Stimulasi, Deteksi
. ~. . | Kesehatan
dan Intervensi Dini
Tumbuh Kembang
(SDIDTK)
Cakupan Balita
Dipantau Kementerian
Pertumbuhan dan | Kesehatan
Perkembangan
Persentase ibu hamil .
Kementerian
antenatal care (ANC) Keschatan
6 (enam) kali
Persentase
Posyandu yang
melaksanakan Kementerian
pemantauan Kesehatan
kesehatan bayi dan
balita setiap bulan
Peningkatan Persentase kader
kapasitas untuk | posyandu  bidang
kemampuan kesehatan yang
deteksi dini angk ile'trlrl’llagrlflatlljsrl’lln . Kementerian
daq . balita ‘P 4 Kesehatan
berisiko melalui 25 (dua
pertumbuhan puluh lima)
dan keterampilan dasar

perkembangan

kader Posyandu

K/L Pendukung

o Kementerian
Dalam Negeri

Target Pelaksanaan

Satuan
2026 2027 2028 2029
Persentase 90% 90% 90% 90%
Persentase 55% 60% 65% 70%
Persentase 82% 85% 88% 90%
Persentase 55% 60% 65% 70%
Persentase 25% 30% 35% 40%
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
Il ra eg‘t . Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
mplementasi Jawab Utama 2026 2027 2028 2029
buruk bagi kader
kesehatan
e Kementerian
Jumlah sosialisasi, PPN/Bappenas;
Terlaksananya Promosi, dan e Kementerian
sosialisasi, iali . Komunikasi, Kesehatan;
Meningkatkan promosi dan Sosialisasi, Informasi dan .
S Promosi, dan . o Kementerian
pemahaman Komunikasi, A Edukasi (KIE) yang . .
. Komunikasi, . ; Kementerian Koordinator
terhadap Informasi dan . aksesibel bagi
. Informasi dan Kependudukan Bid
Kesehatan Edukasi (KIE) . seluruh ragam dang
. Edukasi (KIE) P dan 34 34 34 34
Reproduksi tentang disabilitas  tentang Pembangunan Daerah - - o .
tentang Pembangunan . Provinsi | Provinsi | Provinsi | Provinsi
berdasarkan Kesehatan Kesehatan Manusia dan
) . . . Kesehatan . Keluarga/BKK
Siklus Hidup bagi | Reproduksi Reproduksi bagi Reproduksi BN Kebudayaan;
Penyandang berdasarkan P d berdasarkan siklus .
Disabilitas Siklus Hidup bagi Dejgg kirll taasng hidup dengan ¢ Kementerian .
Penyandang melibatkan Dalam  Negeri;
Disabilitas Penyandang dan
Disabilitas e Kementerian
Sosial
Kebijakan III. Perluasan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas
Meningkatkan ¢ Kementerian
Memperluas ' jumlal’% Ezlljﬁa:in Persentase PPN/Bappenas;
cakupan Jaminan Penyandang P p q Penyandang
enyandang O : K teri
Kesghatan Disabilitas yang | Disabilitas van Disabilitas yang Kementerlan ¢ femen eran Persentase 40% 60% 80% 100%
Nasional e e yang | niskin dan rentan | Sosial Dalam Negeri;
Penyandang memiliki miskin dan ¢ ¢ dal
. s Jaminan rentan dalam crcantum alarm e Badan Pusat
Disabilitas Data Tunggal Sosial
Kesehatan Data Tunggal g8 Statistik;
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
p Jawab Utama 2026 | 2027 2028 2029
Sosial dan | dan Ekonomi e Pemerintah
Ekonomi Nasional (DTSEN) Provinsi; dan
Nasional (DTSEN) P intah
e Pemerinta
Kabupaten/Kota
e Kementerian
PPN/Bappenas;
e Kementerian
Perl Dalam Negeri;
erluasan
cakupan o Kementerian
Penvandan Persentase Kesehatan:
Di yb'l’ g Penyandang ’
1sabilitas Disabilitas e Pemerintah
Penerima . . Kementerian —
Bant I menerima Penerima Sosial Provinsi; Persentase | 32,66% | 55,11% | 77,56% 100%
J:;iﬁzﬁ uran | pantuan Turan osia e Pemerintah
Jaminan Kesehatan
Kesehatan (PBI JKN) Kabupaten/Kota
Nasional (PBI ;
JKN
) e BPJS Kesehatan;
dan
e Badan Pusat
Statistik
Memastikan Meningkatnya Sosialisasi dan Jumlah sosialisasi o Kementerian
manfaat pemahaman .eduka'si yang | manfaat PPN/Bappenas;
kepesertaan Penyandang inklusif ~ terkait | Lepesertaan  BPJS Badan ]
Jaminan Disabilitas  akan | manfaat Kesehatan yang Penyfelenggare} * Kementerlan. Kegiatan 1 2 2 3
Kesehatan manfaat kepesertaan melibatkan Jaminan Sosial Dalam Negeri;
Nasional untuk | kepesertaan Badan Pelaksana Penyandang Kesehatan e Kementerian
Penyandang Badgn Pelakgana Jaminan = Sosial | pigapilitas Kesehatan; dan
Disabilitas sesuai | Jaminan Sosial. Kesehatan bagi ’
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Strateci K/L Target Pelaksanaan
m lgri:r%‘tasi Target Capaian Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung K/L Pendukung Satuan
P Jawab Utama 2026 | 2027 | 2028 2029
dengan ketentuan Penyandang e Kementerian

yang berlaku

Disabilitas

Sosial

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

RACHMAT PAMBUDY

ttd.




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
70 TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN, PENYELENGGARAN,

DAN EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

Latar Belakang

Pengaturan awal yang dibentuk mengenai Penyandang Disabilitas
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyandang Cacat,
belum berperspektif hak asasi manusia karena masih berlandaskan
belas kasih (charity based), sehingga Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas masih terbatas pada jaminan sosial, rehabilitasi sosial,
bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun seiring
dengan diratifikasinya Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan diikuti oleh
pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, terdapat perubahan persepsi dari belas kasih
(charity based) menjadi Pemenuhan hak (human right based) terhadap
Penyandang Disabilitas. Pengaturan ini memandang Penyandang
Disabilitas sebagai warga yang memiliki kesempatan yang sama dengan
warga negara lainnya dalam setiap aspek kehidupan, yakni pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan
kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan
komunikasi.

Pelaksanaan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak lagi
dilakukan oleh Kementerian Sosial semata, namun oleh seluruh
kementerian dan lembaga, bahkan juga oleh pemerintah daerah. Oleh
karenanya, perlu terdapat suatu sistem Perencanaan, Penyelenggaraan,
dan Evaluasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara terpadu.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai turunan peraturan
dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana
Aksi Penyandang Disabilitas.

Di tingkat pusat disusun Rencana Aksi Nasional Penyandang
Disabilitas (RAN PD) yang mengacu kepada RIPD yang tercantum sebagai
lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,



Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan sejalan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sementara itu, di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah
Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi yang juga tercantum dalam
Peraturan Pemerintah yang sama.

Dasar Hukum RAD PD Provinsi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Prosedur Teknis Penyusunan RAD PD Provinsi

Penyusunan RAD PD Provinsi diperlukan pada awal identifikasi
program atau kegiatan yang bersinggungan dengan kepentingan
Penyandang Disabilitas, yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu perlu disusun prosedur teknis sehingga memudahkan
dalam penyusunannya. Langkah-langkah teknis terdiri dari 7 (tujuh)
langkah dan pertemuan untuk setiap langkah bisa saja dilakukan lebih
dari satu kali. Adapun langkah-langkah teknis dimaksud yaitu sebagai
berikut:

Langkah 1 :| Gubernur menetapkan Tim Koordinasi RAD PD
Provinsi dengan menunjuk Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi sebagai koordinator
pelaksana dalam rangka penyusunan produk
hukum daerah yang mengatur tentang RAD PD
Provinsi;

Langkah 2 :| Menetapkan rencana penyusunan, pembahasan,
dan penetapan RAD PD Provinsi;

Langkah 3 : | Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RAD
PD Provinsi, antara lain:

a. melakukan analisa inklusivitas disabilitas di
provinsi, meliputi analisa kondisi berdasarkan
data terpilah dan analisa kesenjangan;

b. mengidentifikasi strategi implementasi, target
capaian, dan indikator selama periode RAD PD
Provinsi;

c. mengidentifikasi program dan kegiatan RAD PD
Provinsi yang dilakukan oleh seluruh organisasi
perangkat daerah yang bersinggungan dengan
kepentingan Penyandang Disabilitas;

d. melakukan konsultasi publik dan Forum
Tematik  Disabilitas dengan  melibatkan
perwakilan seluruh ragam disabilitas;




e. menetapkan mekanisme internalisasi RAD PD
Provinsi dalam perencanaan dan penganggaran
beserta instrumennya; dan

f. menetapkan mekanisme Evaluasi pelaksanaan
RAD PD Provinsi;

Langkah 4 :| Finalisasi draf RAD PD Provinsi berdasarkan

masukan dari pemangku kebijakan serta Forum
Tematik Disabilitas untuk kemudian diserahkan
kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD
guna dilakukan reviu;

Langkah 5 :| Reviu rancangan RAD PD Provinsi oleh Tim

Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD;

Langkah 6 :| Penyempurnaan rancangan RAD PD Provinsi

berdasarkan hasil reviu Tim Koordinasi
Penyelenggaraan RAN PD; dan

Langkah 7 : | Pengesahan/penetapan produk hukum daerah

tentang Pelaksanaan RAD PD Provinsi oleh
Gubernur.

Sistematika Pokok Produk Hukum Daerah tentang Rencana Aksi Daerah
Penyandang Disabilitas Provinsi

Pasal 6 ayat (4) mengatur bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang

Disabilitas (RAD PD) Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Produk hukum
yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mengatur
substansi sebagai berikut:

1.

Gubernur memberikan mandat kepada organisasi perangkat daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan dan
menginternalisasikan RAD PD Provinsi dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran.
Organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan Evaluasi
atas pelaksanaan RAD PD Provinsi, serta menyampaikan laporan
pelaksanaan RAD PD Provinsi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota mengoordinasikan pelaksanaan internalisasi RAD
PD Provinsi dalam perencanaan/penganggaran, serta pelaksanaan
pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan RAD PD Provinsi.
Memastikan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam setiap
tahapan penyelenggaraan RAD PD Provinsi, termasuk dalam proses
pemantauan dan Evaluasi.
Lampiran yang terdiri atas:
a. Lampiran RAD PD Provinsi
Dalam lampiran ini dicantumkan RAD PD Provinsi yang
berisikan latar belakang penyusunan, analisis situasi inklusif
disabilitas, kondisi hambatan dan kebutuhan di Provinsi
terkait, serta matriks RAD PD Provinsi yang terdiri atas
Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Implementasi,



E.

Target Capaian (Outcome), Kegiatan (Aksi), Indikator Capaian
(Output), Target Pelaksanaan (Tahunan).
Lampiran Form Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah
Dalam lampiran ini dicantumkan Form Pernyataan
Anggaran Disabilitas di tingkat Provinsi yang juga telah
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
Lampiran Form Evaluasi Daerah
Dalam lampiran ini dicantumkan Form Evaluasi di tingkat
Provinsi yang juga telah tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Menteri ini.

Sistematika Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Bab Substansi Penjelasan

L. PENDAHULUAN Memberikan penjelasan
1.1. Latar Belakang tentang latar belakang
1.2. Dasar Hukum penyusunan RAD PD Provinsi,
1.3. Kelembagaan RAD-PD |landasan hukum
1.4. Tahapan Penyusunan | Pénlyusunan, proses

RAD PD penyusunan RAD PD Provinsi,
1.5. Sistematika Penulisan [|tim yang terlibat dalam
prosesnya (tim  koordinasi
maupun tim penyusun), serta
sistematika dokumen.

2. PROFIL DAERAH DAN | Memberikan gambaran
ANALISIS SITUASI | tentang kondisi penyandang
PENYANDANG DISABILITAS |disabilitas di daerah, dan
2.1. Profii dan Prioritas | kaitan isu penyandang

Daerah disabilitas dengan Rencana

2.2. Analisis Kesenjangan Kerja di Daerah.
Analisis Kesenjangan
menjabarkan kebutuhan,

hambatan, dan isu-isu yang
dihadapi oleh penyandang
disabilitas, program  dan
kegiatan yang sudah tersedia,
perkembangan pelaksanaan
dari masing-masing isu
(capaian, keberhasilan, atau
praktik baik), tantangan dan
hambatan dalam
pelaksanaannya, kesenjangan
antara kebutuhan dan
hambatan yang dialami
penyandang disabilitas
dengan program/kegiatan
yang tersedia, serta Pemangku
Kepentingan yang terlibat.

Bab ini disusun berdasarkan
beberapa sumber informasi,
antara lain data primer (FGD,
wawancara, diskusi dengan




Bab Substansi Penjelasan
organisasi penyandang
disabilitas & akademisi)

maupun dokumen sekunder
(survei BPS, RPJMD/RKPD,
studi/artikel digital)

3. STRATEGI IMPLEMENTASI | Menyajikan matriks RAD PD
RENCANA AKSI DAERAH | Provinsi berdasarkan
PENYANDANG DISABILITAS | pembahasan dan kesepakatan
PROVINSI seluruh pemangku

kepentingan.

4. TEKNIS IMPLEMENTASI | Memberikan informasi
RENCANA AKSI DAERAH | tentang alokasi anggaran
PROVINSI yang tersedia dalam program
4.1. Penganggaran Inklusif | terkait penyandang disabilitas

Disabilitas serta menjelaskan
4.2. Mekanisme mekanisme, alur, dan
Pemantauan, frekuensi pemantauan,

Evaluasi, dan Pelaporan Evaluasi, dan pelaporan RAD
PD Provinsi.

S. PENUTUP Memberikan kesimpulan dan
harapan atas pengesahan
RAD PD Provinsi.

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi (RAD PD)
Provinsi

RAD PD Provinsi memuat matriks yang menjabarkan 7 Sasaran
Strategis dan 25 Arah Kebijakan, mengacu pada RIPD dan RAN PD.
Selanjutnya, matriks menjabarkan Strategi Implementasi, Target
Capaian (Outcome), Kegiatan (Aksi), Indikator Capaian (Output), dan
Target Pelaksanaan (Tahunan). Dengan demikian, struktur dari matriks
RAD PD adalah sebagai berikut:

Sasaran Arah Strategi Target
Strategis Kebijakan Implementasi Capaian

Target

—> Kegiatan —— Indikator > Pelaksanaan

Harus mengacu pada Boleh disesuaikan dengan kondisi
RIPD dan RAN PD dan kebutuhan di daerah

Adapun cascading dalam matriks RAD PD Provinsi adalah sebagai
berikut:

1. Dalam setiap arah kebijakan, pemerintah daerah perlu mendetilkan
dan menurunkan dalam beberapa strategi implementasi yang akan
menjabarkan sasaran teknis yang akan dicapai dalam pelaksanaan
arah kebijakan.

2. Capaian strategi implementasi diukur melalui target capaian. Target
Capaian adalah outcome atau keluaran yang diharapkan dari
strategi yang telah dilaksanakan. Setiap strategi implementasi
dapat didukung dengan 1 (satu) atau lebih target.



3. Selanjutnya, dalam setiap target yang telah ditetapkan, pemerintah
daerah merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target outcome.

4. Kegiatan didukung dengan indikator penilaian atau output yang
dihasilkan, sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan
pelaksanaan kegiatan tersebut. Indikator penilaian ini memiliki
target pelaksanaan setiap tahunnya, dengan satu angka target
akhir untuk menutup periode RAD PD Provinsi tersebut. Target
pelaksanaan ini dapat merujuk kepada Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab (OPD PJ)
atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan matriks RAD PD Provinsi untuk Strategi hingga
Indikator dapat disesuaikan oleh Pemerintah Daerah agar cocok dengan
tugas dan kewenangan di daerah, dengan mengacu pada RAN PD.
Namun, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan dari RAN PD tidak boleh
diubah dan harus diikuti seutuhnya. Sebagai contoh, untuk Sasaran
Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang
Disabilitas, pada Arah Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data
Penyandang Disabilitas Lintas Sektor, Strategi Implementasi yang ada
pada RAN PD adalah “Menyelenggarakan pendataan Penyandang
Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah”

Di tingkat daerah, Strategi ini dapat disesuaikan menjadi
“Menyelenggarakan verifikasi dan validasi data Penyandang Disabilitas”
sebab kegiatan verifikasi dan validasi merupakan tugas yang bisa
diampu Pemerintah Daerah sementara kegiatan pendataannya sendiri
adalah wewenang Pemerintah Pusat, sehingga Sasaran Strategis dan
Arah Kebijakannya dalam RAD PD Provinsi tetap sama dengan RAN PD,
namun strategi implementasi, target capaian, kegiatan, dan indikator
akan berbeda.

Setiap indikator yang telah ditetapkan dalam RAD PD Provinsi perlu
memiliki OPD penanggung jawab. OPD ini merupakan koordinator
utama dari indikator. Untuk indikator yang mungkin berasal dari data
sekunder atau data BPS setempat, OPD PJ bertugas untuk memastikan
BPS menghasilkan data tersebut setiap tahunnya. Dengan demikian,
BPS dan OPD yang terkait lainnya akan dituliskan dalam kolom
“Perangkat Daerah Pendukung”. OPD PJ juga bertugas untuk
melakukan koordinasi dan bermitra dengan OPD lain. Sebagai contoh,
untuk indikator terkait Literasi Keuangan, Dinas Koperasi dan UMKM
bisa menjadi OPD PJ karena akan mengadakan pelatihan/bimbingan
teknis untuk UMKM. Sementara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
serta Dinas Ketenagakerjaan menjadi OPD Pendukung karena terkait
dan membantu kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM.



Cascading dalam Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor

Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang
Disabilitas

Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas

Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap
Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Kebijakan V: Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa
Diskriminasi

Kebijakan II: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran dalam Proses Peradilan dan
Tahapan Pelaksanaan Putusan

Kebijakan III: Peningkatan Kesadaran akan Pelindungan terhadap Tindak Kekerasan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan IV: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran

Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Memastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas

Kebijakan II. Meningkatkan Cakupan Program Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan

Kebijakan III. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat




Kebijakan IV. Meningkatkan Dukungan dan Kapasitas Pendamping Masyarakat dalam Melakukan Pendampingan bagi
Penyandang Disabilitas dan Keluarganya.

Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di
Seluruh Sektor

Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Kebijakan III. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan
inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan
non disabilitas

Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan
keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas

Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan olahraga.

Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.

Kebijakan III. Perluasan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas




TEMPLATE MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor

Meningkatkan
kepemilikan
dokumen
kependudukan
Penyandang
Disabilitas

Meningkatnya
pemahaman
desa/kelurahan,
petugas panti/Lembaga
kesejahteraan sosial
dan keluarga
Penyandang Disabilitas
tentang pentingnya
kepemilikan dokumen
kependudukan
Penyandang Disabilitas
dengan
mengoptimalkan peran
desa/kelurahan dan
panti/lembaga
kesejahteraan sosial

aparat
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Meningkatnya
kepemilikan dokumen
kependudukan dasar
(Kartu Keluarga, KTP-
el, Akta Kelahiran, Akta
Kematian, Akta
Perkawinan, dan Akta
Perceraian) bagi
Penyandang Disabilitas
(PD) yang memenuhi
persyaratan
administrasi
kependudukan

Menyusun
Regulasi
tentang
pedoman
Penyelenggaraa
n sistem data
terpilah
Penyandang
Disabilitas bagi

Tersusunnya Regulasi
tentang sistem data
terpilah Penyandang
Disabilitas yang
berlaku untuk seluruh
K/L di tingkat pusat
dan pemerintah daerah
di tingkat daerah
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

setiap sektor di
tingkat pusat
dan daerah per
tahun.

Menyelenggara
kan pendataan
Penyandang
Disabilitas  di
tingkat pusat
dan daerah

Tersedianya Profil
Tahunan Penyandang

Disabilitas yang
komprehensif dan
akurat berdasarkan

Pedoman Sistem Data
Terpilah Disabilitas di

tingkat pusat dan
daerah

Tersedianya Data
Terpilah Nasional
Tahunan Penyandang
Disabilitas yang
komprehensif dan

akurat
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan & Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Tersedianya laporan
tahunan hasil
pemantauan dan
evaluasi yang
mencakup ketersediaan
data terpilah
Penyandang
Disabilitas, meliputi
Melakukan kesesuaian data dengan
pemantauan penyelenggaraan sistem
dan evaluasi | data terpilah disabilitas
pendataan serta penggunaannya
Penyandang dalam Perencanaan dan
Disabilitas penyusunan  program

dan kegiatan oleh K/L
dan perangkat daerah.
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Target Pelaksanaan

Stratei Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerah Perangkat (*diisi deng}e{m satuan Tarset
Im lemeftasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) Aklglir
P kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Menyu'sun Terlaksananya Forum
mekanisme . . o
. Tematik Disabilitas
Forum Tematik
. o dalam proses
Disabilitas
Perencanaan dan
dalam  proses .
penganggaran di
Perencanaan .
tingkat pusat dan
dan
daerah
penganggaran
Mengoptimalka

n  pembinaan
oleh Pemerintah
kepada
pemerintah
daerah tentang
inklusivitas
Penyandang
Disabilitas
dalam
Perencanaan

Tersedianya Peraturan
Daerah/kebijakan yang
mendukung

Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas
sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang
Penyandang Disabilitas
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Target Pelaksanaan

Indikator
Strategi Taltget Capaian* (dapat Capaian* (bisa Pg:;iiat Perangkat (*diisi dengan satuan T
[ . disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) arget
mplementasi kebutuhan /tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Akhir
Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
dan
penganggaran.
Mengintegrasik
an isu
disabilitas
dalam
penyusunan
Rencana
Pembangunan
Jangka Tersedianya dokumen
Panjang, Perencanaan dan
Rencana penganggaran yang
Pembangunan Inklusif Disabilitas di
Jangka K/L dan pemerintah
Menengah daerah
Nasional,
Rencana
Pembangunan

Jangka Panjang
Daerah,
Rencana
Pembangunan
Jangka
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Menengah
Daerah,
Rencana Kerja
Pemerintah,
Rencana Kerja
pemerintah
daerah,
Rencana
Strategis, dan
Renja-K/L dan
Renja SKPD.

Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas

Meningkatkan
pemahaman
Aparatur  Sipil
Negara K/L dan
pemerintah
daerah
terhadap
prinsip-prinsip

Terselenggaranya
pelatihan  sensitivitas
disabilitas bagi seluruh
Aparatur Sipil Negara
K/L dan pemerintah
daerah
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026

2027

2028

2029

Target
Akhir

Penghormatan,
Pelindungan
dan
Pemenuhan
hak
Penyandang
Disabilitas
berdasarkan
CPRD dan UU
8/2016; etika
berinteraksi
dengan
Penyandang
Disabilitas; dan
penerapannya
dalam
pelayanan
publik bagi ASN
di pusat dan
daerah
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat s
Strategi Target Capaian® (dapat . Capalan® (‘.bisa Daerah ng;iiat riet d:zgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan Qengan Kegiatan ' 1§b1h dari 1 Satuan Akhir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Mengembangka
n standar
teknis
infrastruktur Tersedianya standar
bangunan teknis infrastruktur
gedung dan | bpangunan gedung dan
penyehatan penyehatan lingkungan
lingkungan sebagai fasilitas dan
sebagai fasilitas | l1ayanan publik yang
dan layanan mudah diakses oleh
publik yang Penyandang Disabilitas
mudah diakses
bagi
Penyandang
Disabilitas
Memastikan Tersedianya standar
pelayanan dan pedoman Dbagi
penanganan pelayanan penanganan
kebencanaan kebencanaan bagi

yang aksesibel
bagi

Penyandang Disabilitas
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Tar.get Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih Perangl;at (*diisi d:sglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daera Satuan & Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Penyandang
Disabilitas
Meningkatnya jumlah
instansi pemerintah
yang melaksanakan
Memasukkan Survei Kepuasan
variabel Masyarakat dengan
disabilitas memasukkan pemetaan
dalam disabilitas pada
instrumen kuesioner
penilaian
pelayanan dan
fasilitas publik
Terselenggaranya

oleh K/L dan
pemerintah
daerah

pembinaan pelayanan
publik yang mudah
diakses bagi
Penyandang Disabilitas
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih P}e;‘angl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 (2027 |2028| 2029
Melaksanakan
pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
penyediaan Terselenggaranya audit
infrastruktur terhadap infrastruktur
bangunan bangunan gedung dan
gedung dan | penyehatan lingkungan
penyehatan sebagai fasilitas dan
lingkungan layanan publik yang
sebagai fasilitas | mudah diakses bagi
dan layanan | Penyandang Disabilitas
publik yang
mudah diakses
oleh Penyandang
Disabilitas
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas

Meningkatkan
dukungan
penyediaan
permukiman
yang layak,

Tersedianya  fasilitasi
pembiayaan
perumahan bagi

Penyandang Disabilitas
berpenghasilan rendah
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

terjangkau, dan

dengan memanfaatkan

yang mudah | program perumahan

diakses oleh | yang memberikan

Penyandang prioritas dan/atau

Disabilitas kemudahan
Terlaksananya
kebijakan afirmatif
dalam rangka
penyediaan
permukiman layak bagi
Penyandang Disabilitas

Mendorong

pemerintah Tercapainya

daerah untuk | . .

Pemenuhan implementasi
Pemenuhan standar

standar keandalan bangunan

keandalan

bangunan gedung

gedung
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas

Tersedianya kebijakan
layanan transportasi
publik, baik darat, laut,

Menyediakan udara, maupun kereta
prasarana, api yang aksesibel bagi
sarana, dan | Penyandang Disabilitas
layanan
transportasi Tersedianya sarana dan
beserta prasarana, serta
kelengkapanny kelengkapan layanan
ayang aksesibel | transportasi yang
bagi diselenggarakan  oleh
Penyandang pemerintah pusat,
Disabilitas pemerintah daerah, dan
swasta yang mudah
diakses dan ramah
disabilitas
Menyelenggara Terselenggaranya
kan pelatihan | pelatihan layanan yang

tentang standar
pelayanan yang

responsif dan sensitif
terhadap kebutuhan
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih P}e;‘angl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029

responsif dan | Penyandang Disabilitas
sensitif bagi petugas layanan
terhadap transportasi publik
kebutuhan
Penyandang
Disabilitas bagi
petugas
layanan
transportasi
publik, baik
darat, laut,

maupun udara.

Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Re

sponsif terhadap Kebutuha

n Penyandang

Disabilitas

Menyusun Tersedianya
kebijakan dan regulasi/kebijakan
standar terkait Layanan
operasional Komunikasi dan
Layanan Informasi Publik (LKIP)
Komunikasi berbasis digital yang
dan Informasi | mudah diakses bagi

Publik  (LKIP)

Penyandang Disabilitas
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat . 1is s
Strategi Tar.get Capaian* (dapat . Capgian* (‘.bisa Daerah P]e;‘:élriliat (*diisi d:;lgglj;) satuan rarget
Implementasi disesuaikan Qengan Kegiatan ' 1§b1h dari 1 Satuan Alkhir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029

yang ~ mudah | persedianya  Layanan
diakses, anda%, Komunikasi dan
dan  responsif | 1hformasi Publik (LKIP)
terhadap yang mudah diakses,
kebutuhan andal, dan responsif
Pe.nya‘n.dang terhadap  kebutuhan
Disabilitas Penyandang Disabilitas
Meningkatkan Tersedianya modul
kapasitas pelatihan penggunaan
Penyandang teknologi dan
Disabilitas mengakses  informasi
dalam publik yang
mengakses disesuaikan dengan

informasi

ragam disabilitas
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Strategi
Implementasi

publik melalui
pemanfaatan
teknologi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Tersedianya pelatihan

penggunaan teknologi
dan mengakses
informasi publik bagi
Penyandang Disabilitas
yang disesuaikan
dengan ragam
disabilitas

Kebijakan V: Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas

Meningkatkan
akses
Penyandang
Disabilitas
terhadap
infrastruktur
dan sarana
prasarana
rumah ibadah.

Tersedianya rumah
ibadah yang mudah
diakses (dan aman) oleh
Penyandang Disabilitas

Tersedianya kebijakan
untuk penyediaan
informasi yang dapat
diakses dalam kegiatan
keagamaan khususnya
di rumah ibadah oleh
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

seluruh
disabilitas

ragam

Tersedianya kitab suci
yang sesuai dengan
kebutuhan ragam
Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi

Memastikan
inklusivitas
bagi
Penyandang
Disabilitas
dalam setiap
tahapan

Tersedianya

aksesibilitas yang
memadai bagi seluruh
ragam Penyandang
Disabilitas yang
memiliki  hak  pilih
untuk berpartisipasi
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Tanget Capaian* (dapat . Capgian* (‘.bisa Daerih Pgang};at (*dllsl d:;lgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Penyelenggaraa dalam setiap tahapan
n pemilihan | Penyelenggaraan
umum tanpa | pemilihan umum tanpa
diskriminasi. hambatan fisik,
informasi, maupun
prosedural
Tersedianya regulasi
bagi KPU dalam
melakukan pencocokan
dan penelitian data

terhadap Penyandang
Disabilitas

Tersedianya akses bagi
Penyandang Disabilitas
untuk berpartisipasi
sebagai penyelenggara
pemilihan umum.
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Tersedianya Tempat
Pemungutan Suara
yang dapat diakses oleh
Penyandang Disabilitas

Tersedianya kebijakan
yang mengatur tentang
partisipasi Penyandang

Disabilitas dalam
seluruh ragam
disabilitas dalam
pemilihan umum
(sebagai pemilih dan

penyelenggara
pemilihan umum

Tersedianya modul
sensitisasi dan
pengenalan yang
inklusif bagi

Penyandang Disabilitas
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih Pgangl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
untuk  Penyelenggara
Pemilu
Terlaksananya
pelatihan  sensitivitas
disabilitas untuk
Penyelenggara Pemilu
Meningkatkan
keterwakilan Tercapainya
Penyandang peningkatan jumlah
Disabilitas dari | Penyandang Disabilitas
seluruh ragam | yang duduk dalam

Disabilitas
dalam politik.

lembaga legislatif
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Kebijakan II: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran dalam Proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan

Putusan

Mengembangka Tersusunnya standar
n standar | Prosedur pemeriksaan
pemeriksaan peradilan yang inklusif
yang meliputi | Pagi seluruh ragam
kualifikasi disabilitas dengan
penuntut melibatkan organisasi
umum, Penyandang Disabilitas
penyidik, dari seluruh ragam
hakim, petugas Penyandang Disabilitas
pemasyarakata

n, pendamping Tersedianya Akomodasi
disabilitas, yang Layak dan
pendamping aksesibilitas yang
hukum, inklusif bagi
advokat, dan | Penyandang Disabilitas
penerjemabh; yang berhadapan
prosedur dengan hukum
pemeriksaan;

serta  fasilitas Peningkatan akses
dan layanan | pantuan hukum bagi

yang layak bagi

Penyandang Disabilitas
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Target Pelaksanaan

Stratei Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerah Perangkat (*diisi dengljn satuan Target
Im lemeftasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) Akﬁir
P kebutuhan /tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
peradilan yang berhadapan
Penyandang dengan hukum
Disabilitas.
Tersedianya riset yang
menjadi dasar
Melaksanakan
edukasi kepada penyusunan modul
K sensitisasi, pengenalan,
ipirat penedga dan layanan yang
u l;m, a1 inklusif disabilitas bagi
pembett aparat penegak hukum.
bantuan
hukum tentan
penanganan & Tersedianya modul
Kk sensitisasi, pengenalan,
asus yang
melibatkan dan layanan  yang
Penyandang inklusif bagi
. o Penyandang Disabilitas
Disabilitas.

untuk aparat penegak
hukum.
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Tersedianya pelatihan

sensitivitas disabilitas
bagi aparat penegak
hukum, pemberi
bantuan hukum, dan
seluruh petugas
pemasyarakatan di
Rumah Tahanan
Negara, Lembaga
Penempatan Anak
Sementara, Lembaga
Pemasyarakatan,

Lembaga Pembinaan

Khusus Anak, dan di
Balai Pemasyarakatan.
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Kebijakan III: Peningkatan Kesadaran akan Pelindungan terhadap Tindak Keke

rasan bagi Penyandang Disabilitas

Melaksanakan
internalisasi
hasil studi atau
riset terkait
tindak
kekerasan
terhadap
Penyandang
Disabilitas ke
dalam materi
sosialisasi dan
kampanye
publik

Tersedianya hasil riset

atau kajian
komprehensif tentang
tindak kekerasan
terhadap Penyandang
Disabilitas sebagai
dasar kebijakan,
advokasi, bahan
sosialisasi, dan
kampanye publik untuk
meningkatkan
pemahaman dan
perlindungan
Tersedianya  kegiatan
sosialisasi dan
kampanye publik
tentang pencegahan
kekerasan terhadap

Penyandang Disabilitas
yang Dberbasis pada
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Target Pelaksanaan

Stratei Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerah Perangkat (*diisi dengljn satuan Tarcet
Im lemeftasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) Aaglgf
P kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung .
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
hasil riset atau kajian
termutakhir

Tersedianya media

informasi yang inklusif

Menyelenggara dan aksesibel mengenai

kan sosialisasi
dan kampanye
publik melalui
berbagai media
tentang
Pelindungan
terhadap tindak
kekerasan bagi

Pelindungan terhadap
tindak kekerasan bagi
Penyandang Disabilitas

Tersedianya konten
informasi publik yang
edukatif, inklusif, dan
aksesibel dalam upaya

Penyandang pencegahan tindak
Disabilitas kekerasan terhadap
Penyandang
Disabilitas.
Melakukan Meningkatnya
Mitigasi kesadaran dan
Kekerasan partisipasi masyarakat
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

melalui Edukasi
dan Pelatihan

dalam
kekerasan

pencegahan

Kebijakan IV: Pelin

dungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi,

dan Penelantaran

Mengembangka
n mekanisme
pengawasan
dan
penanganan
kekerasan,
eksploitasi, dan
penelantaran
terhadap
Penyandang
Disabilitas  di
lingkungan
keluarga,
masyarakat,
institusi
layanan,
panti.

dan

Terlaksananya

pengawasan dan
pemantauan terhadap
institusi layanan sosial
dan kesehatan dalam
rangka  perlindungan
Penyandang Disabilitas
dari kekerasan,
pengurungan, atau
pemasungan.
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih P}e;‘angl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Tersedianya data
Reformasi kekerasan terhadap
Kebijakan dan | Penyandang Disabilitas
Pendataan yang komprehensif dan
Terpadu kebijakan yang berbasis
bukti
Menyelenggara Korban kekerasan
kan Pemulihan, | memperoleh pemulihan
Rehabilitasi, menyeluruh dan

dan Reintegrasi
Sosial

reintegrasi sosial yang
layak

Mengembangka
n standar dan
mekanisme
pengawasan
terhadap
Pemenuhan
hak-hak
Penyandang
Disabilitas yang

Tersedianya
mekanisme pengaduan
masyarakat
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Target Pelaksanaan

Strategi Target Capaian* (dapat Capaian® (bisa Daerah Perangkat Cist deng}jn satman Target
Im lemerz?tasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) Aklglir
P kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
berhadapan

dengan hukum.

Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Memastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas

Terpenuhinya
Melaksanakan P Y .
.. kebutuhan dasar bagi
proses  bisnis s
Penyandang Disabilitas
layanan .
dengan memperhatikan
kebutuhan
ragam hambatan dan
dasar )
kerentanan lain
Perluasan
pemahaman
an
d Tersedianya informasi
pengetahuan . .
. publik terkait program
terkait proses . .
. kesejahteraan sosial
bisnis bagi Penyandan
kesejahteraan S Y &
. .| Disabilitas
sosial bagi
Penyandang

Disabilitas
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Target Pelaksanaan

Strateoi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerah Perangkat (*diisi dengljn satuan T
Im lemeftasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) At}%?t
P kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung "
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Kebijakan II. Meningkatkan Cakupan Program Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan

Memastikan
implementasi
program
kesejahteraan
sosial bagi
Penyandang
Disabilitas
terlaksana
secara akurat
dan akomodatif

Tersedianya kajian
mengenai lanskap
kondisi dan kebutuhan
skema  kesejahteraan
sosial bagi Penyandang
Disabilitas

Meluasnya cakupan
program kesejahteraan
sosial bagi Penyandang
Disabilitas sesuai
kebutuhan ragam dan
kondisi sosio-ekonomi
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Pg:;iiat Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Kebijakan III. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh

Lembaga dan Masyarakat

Memastikan
penguatan
kapasitas
akomodatif
disabilitas
kepada pemberi
layanan
habilitasi dan
rehabilitasi dari
lembaga sosial

dan lembaga
kemasyarakata
n

Tersedianya pedoman
akomodatif disabilitas
dalam pelaksanaan
layanan habilitasi dan
rehabilitasi oleh
lembaga sosial

Tersedianya kurikulum

untuk pelatihan
akomodatif disabilitas
yang terstandarisasi

dan aksesibel untuk
layanan habilitasi dan
rehabilitasi di lembaga
sosial dan lembaga
kemasyarakatan
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Peningkatan jumlah
layanan habilitasi dan
rehabilitasi di lembaga
sosial dan lembaga
kemasyarakatan yang
mendapatkan pelatihan
akomodatif disabilitas

Meningkatkan
jumlah layanan
habilitasi dan
rehabilitasi  di
lembaga sosial
dan
kemasyarakata
n yang
akomodatif
disabilitas

Terlaksananya layanan
habilitasi dan
rehabilitasi akomodatif
disabilitas

Peningkatan
keterlibatan
masyarakat dalam
layanan habilitasi dan
rehabilitasi
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat . 1is s
Strategi Tar.get Capaian* (dapat . Capgian* (‘.bisa Daerah Pg:élriliat (*diisi d:;lgglj;) satuan rarget
Implementasi disesuaikan Qengan Kegiatan ' 1§b1h dari 1 Satuan Alkhir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Peningkatan jumlah
layanan habilitasi dan
rehabilitasi yang
menggunakan pedoman
akomodatif disabilitas
dan
mempertimbangkan
partisipasi bermakna
Meningkatkan
kuaht'a S dan Peningkatan  kualitas
perbaikan mutu
lembaga dan‘ . m‘utu lembaga
habilitasi dan | DaPilitasi dan
rehabilitasi rehabilitasi Penyandang
Penyandang Disabilitas

Disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Kebijakan IV. Meningkatkan Dukungan dan Kapasitas Pendamping Masyarakat dalam Melakukan Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan

Keluarganya
Penguatan kompetensi
pendamping sosial dan
Memperkuat kemasyarakatan untuk
kapasitas pendampingan
pendamping Penyandang
untuk Disabilitas, termasuk
Penyandang akomodasi disabilitas
Disabilitas
dalam
melakukan .

. Tersedianya
pendampingan . .
bagi pendamping di
Penyandang masyarakat yang
Disabilitas dan | Ta™MPY melakukan
keluarga pendampingan bagi
dengan Penyandang Disabilitas
Penyandang dan keluarganya sesuai
Disabilitas kebutuhan ragam

disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta

di Seluruh Sektor

Menyusun
modul
pelatihan
sensitivitas
disabilitas yang
digunakan
sebagai standar
pemberian
edukasi
K/L,
pemerintah
daerah, Badan

oleh

Usaha Milik
Negara, Badan
Usaha Milik
Daerah, dan
swasta di

seluruh sektor.

Tersusunnya modul
pelatihan  sensitivitas
disabilitas yang
digunakan sebagai
standar pemberian
edukasi oleh K/L,
pemerintah daerah,
Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan
swasta di = seluruh
sektor.

Tersusunnya modul
pelatihan  sensitivitas
disabilitas yang
digunakan sebagai
standar pemberian
edukasi dalam




- 43 -

Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih P}e;‘angl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 (2027 |2028| 2029
mewujudkan
lingkungan kerja
inklusif oleh Badan
Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik
Daerah, dan swasta di
seluruh sektor
Mengintegrasik Tersedianya pelatihan
an materi | Sensitivitas disabilitas
pelatihan bagi  seluruh  K/L,
sensitivitas pemerintah daerah,
disabilitas pada Badan Usaha Milik
pemberian Negara, Badan Usaha
edukasi olenh | Milik Daerah, dan
K/L, swasta di = seluruh
sektor.

pemerintah
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Strategi
Implementasi

daerah, Badan

Usaha Milik
Negara, Badan
Usaha Milik
Daerah, dan
swasta di

seluruh sektor.

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan

angka)

2026

202712028

2029

Target
Akhir

Tersedianya sumber
daya manusia di
seluruh K/L,
pemerintah daerah,
Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan
swasta di  seluruh

sektor yang responsif
terhadap Penyandang
Disabilitas.

Penguatan
peran
Layanan
Disabilitas
(ULD) dalam
memastikan

Unit

Tersedianya Unit
Layanan Disabilitas
(ULD) di seluruh
provinsi dan
kabupaten/kota di
Indonesia
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Ta1tget Capaian* (dapat . Capgian* (bisa Daerih P]CDrangI;lat (*diisi d;;lgg;;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 (2027 |2028| 2029
tersedianya Tersedianya tenaga
dukungan bagi | pendamping di Unit
Penyandang Layanan Disabilitas
Disabilitas (ULD) yang memiliki
untuk kemampuan untuk
memperoleh menghubungkan
akses terhadap | pemberikerja dan calon
kesempatan tenaga kerja disabilitas,
kerja yang | mempersiapkan
inklusif pemberi kerja untuk
mempekerjakan calon
tenaga kerja disabilitas,
dan mempersiapkan
calon tenaga kerja
disabilitas
) Tersedianya data ASN
Terwujudnya disabilit hasil
. isabilitas asi
statistik ~ ASN konfi .
o onfirmasi
disabilitas yang
akurat dan Tersedianya statistik

inklusif

ASN disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerj

a bagi Penyand

ang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Menyusun
panduan
standar
operasional
ketenagakerjaa
n disabilitas
bagi sektor
publik dan
swasta

dan

Terselenggaranya
sosialisasi ketentuan-
ketentuan Pengadaan
ASN yang ramah
disabilitas kepada K/L
dan pemda yang
melaksanakan
pengadaan ASN

Tersedianya panduan
ketenagakerjaan  bagi
Penyandang Disabilitas
di sektor swasta,
mencakup antara lain
proses pemagangan,
perekrutan,
penempatan, pelatihan,
dan pengembangan
karir.
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat s
Strategi Target Capaian® (dapat . Capalan® (‘.bisa Daerah ng;iiat riet d:zgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan Qengan Kegiatan ' 1§b1h dari 1 Satuan Akhir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Memastikan
penyediaan Tersedianya standar
Akomodasi penyediaan Akomodasi
yang Layak bagi | yang Layak bagi pekerja
pekerja Penyandang
Penyandang Disabilitas.
Disabilitas
Meningkatkan Tersedianya Badan
jumlah K/L, Usaha Milik Negara,
pemerintah Badan Usaha Milik
daerah, Badan | Daerah, dan
Usaha Milik | perusahaan swasta
Negara, Badan | Yang
Usaha Milik | mengimplementasikan
Daerah, dan | panduan
perusahaan ketenagakerjaan  bagi
swasta yang Penyandang
Disabilitas.

melaksanakan
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Strategi
Implementasi

panduan dan
standar
operasional
ketenagakerjaa

n disabilitas.

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Tercapainya

peningkatan jumlah
K/L, pemerintah
daerah, Badan Usaha
Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik
Daerah yang

mengalami peningkatan
rekrutmen pegawai
Penyandang Disabilitas
secara bertahap setiap
tahun, sebagai bagian

dari komitmen
keberagaman dan
inklusi, hingga

mencapai paling sedikit
2% (dua persen) dari
total jumlah pegawai.

Tercapainya

peningkatan jumlah
perusahaan swasta
yang mempekerjakan
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat Lo
Strategi | TerEet Capaian (dapat Capaian bisa | Daeran | Pparta e Targer
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan /tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 |2028|2029
paling sedikit 1% (satu
persen) Penyandang
Disabilitas dari jumlah
pegawai atau pekerja.
Menm.gkatkan Tersedianya
kapasitas . .
pendampingan bagi
Penyandang .
Disabilitas wirausaha Penyandang
Disabilitas di sektor
dalam .
berusaha. informal.
Memastikan Tercapainya
Pelindungan peningkatan jumlah
jaminan sosialisasi bagi pekerja
kesehatan dan | peserta BPJS (Badan
ketenagakerjaa Penyelenggara Jaminan
n bagi peserta | Sosial) Kesehatan dan
BPJS (Badan | Ketenagakerjaan terkait
Penyelenggara dengan jaminan
Jaminan Sosial) | kesehatan dan
Kesehatan dan | ketenagakerjaan bagi
Ketenagakerjaa pekerja Penyandang
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Ta1tget Capaian* (dapat . Capaian* (bisa Daerih P%ranglilat (*diisi d;;lgg;;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
n yang | Disabilitas akibat
mengalami kecelakaan kerja.
disabilitas
akibat Tersedianya layanan
kecelakaan pengaduan yang
kerja. objektif dan mekanisme
klaim bagi peserta BPJS
(Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial)
Kesehatan dan
Ketenagakerjaan/PT.
Taspen/PT. ASABRI
yang menjamin
kecelakaan kerja
terutama yang
menyebabkan
disabilitas.
Tercapainya
peningkatan jumlah
perusahaan yang
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

mengikuti
Return to Work.

program

Tercapainya
peningkatan jumlah
program Tanggung
Jawab Sosial
Lingkungan

(TJSL)/ Corporate Social
Responsibility (CSR)
yang dilaksanakan oleh
Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan
perusahaan swasta
untuk mendukung
Penyandang
Disabilitas.
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat Lo
Strategi Taltget Capaian* (dapat . Capgian* (‘.bisa Daerih P]e;angliat (*diisi d:;lgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan /tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Tersedianya laporan
tahunan yang
Melaksanakan mencakup jumlah K/L,
pemantauan Badan Usaha Milik
dan evaluasi | Negara, Badan Usaha
terhadap Milik  Daerah, dan
pelaksanaan perusahaan swasta
pedoman dan | yang dipantau terkait
standar kesesuaian
operasional pelaksanaan pedoman
ketenagakerjaa dan standar
n disabilitas. operasional
ketenagakerjaan
disabilitas.

Kebijakan III. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Menyelenggara
kan edukasi
peningkatan
literasi
keuangan yang

Tersedianya panduan
peningkatan literasi
keuangan yang inklusif
bagi Penyandang
Disabilitas.
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Target Pelaksanaan

Stratei Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerah Perangkat (*diisi deng}e{m satuan Target
Im lemeftasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) Aklglir
P kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 |2028|2029
inklusif bagi | Tercapainya
Penyandang peningkatan jumlah
Disabilitas. Penyandang Disabilitas
yang mendapatkan
Edukasi literasi
keuangan.
Tersedianya pemetaan
Meningkatkan hasil penilaian mandiri
. Pedoman Akses
penyediaan
lavanan dan Pelayanan Keuangan
yal Untuk Disabilitas
fasilitas
keuanean Berdaya (Pedoman
: & SETARA) oleh Pelaku
inklusif  yang
mudah diakses Usaha Jasa Keuangan
(PUJK) terkait
oleh penyediaan
Penyandang
Disabilitas produk/layanan .
keuangan bagi

Penyandang Disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Tersedianya pedoman
bagi Pelaku Usaha Jasa
Keuangan (PUJK)
terkait penyediaan
layanan keuangan
inklusif yang mudah
diakses oleh
Penyandang
Disabilitas.

Tersedianya informasi
Jaringan kantor Pelaku
Usaha Jasa Keuangan
(PUJK) yang inklusif
yang mudah diakses
oleh Penyandang
Disabilitas.

Menambah
inovasi produk
layanan
keuangan yang
bermanfaat bagi

Tersedianya
simpanan dan
pinjaman keuangan
yang dapat diakses oleh

produk
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Tanget Capaian* (dapat . Capgian* (‘.bisa Daerih P]e;angliat (*dllsl d:;lgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Penyandang Penyandang
Disabilitas. Disabilitas.

Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang

Disabilitas
Tersedianya kebijakan
Menyusun tentang Guru
kebijakan Pendidikan Khusus non

tentang peran,
alokasi,
insentif,
Akomodasi
yang Layak bagi
Guru
Pendidikan
Khusus (GPK)

dan

Penyandang Disabilitas
dan Guru Pendidikan
Khusus yang
menyandang disabilitas

Tercapainya
peningkatan
ketersediaan Guru
Pendidikan Khusus
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Tar.get Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih Perangl;at (*diisi d:sglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daera Satuan & Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Mengadakan
pelatihan/pend

idikan tentang
layanan
pendidikan
inklusif bagi
tenaga pendidik
dan tenaga
kependidikan
pada tingkat
Pendidikan
Anak Usia Dini,
dasar,
menengah, dan

Tercapainya
peningkatan jumlah
tenaga pendidik yang
memiliki kompetensi
khusus terkait
Penyelenggaraan
pendidikan inklusif
untuk mengakomodasi
kebutuhan peserta
didik Penyandang
Disabilitas di
lingkungan sekolah.

Penyandang

Disabilitas.

M .

v fnngzs‘zkan Tersedianya lembaga
en el%an ara penyelenggara
genﬁidikigl pendidikan dasar dan
dasar dan menengah yang
menengah memberikan

menyediakan

Akomodasi Yang Layak
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih P}e;‘angl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Akomodasi bagi  peserta  didik
yang Layak bagi | Penyandang Disabilitas
peserta didik
Penyandang
Disabilitas
Memastikan
lembaga Tercapainya
penyelenggara peningkatan jumlah
pendidikan perguruan tinggi dan
tinggi perguruan tinggi
menyediakan keagamaan yang
Akomodasi menyediakan
yang Layak bagi | Akomodasi yang Layak
peserta  didik | bagi Penyandang
Penyandang Disabilitas.

Disabilitas
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas

Memasukkan
kriteria non
diskriminasi
dan inklusivitas
dalam pedoman
pemantauan
dan evaluasi
Pemenuhan
Akomodasi
yang Layak
peserta didik
Penyandang
Disabilitas dan
mahasiswa
yang berkala
dilakukan ke
sekolah /madra
sah, perguruan
tinggi, dan
satuan
pendidikan

Tersedianya pedoman
pemantauan yang
memasukkan variabel

non diskriminasi dan
inklusivitas bagi
Penyandang Disabilitas
dalam mengakses
pendidikan sesuai
amanat Peraturan
Pemerintah Nomo 13
Tahun 2020
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat oqer
Strategi Taltget Capaian* (dapat . Capgian* (‘.bisa Daerah ng;iiat ris d:zgglj;l) safuan Target
Implementasi disesuaikan Qengan Kegiatan ' 1§b1h dari 1 Satuan Akhir
kebutuhan /tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
keagamaan
formal.
Melaksanakan
pemantauan
dan evaluasi
berdasarkan Terlaksananya
pedoman pemantguan dan
variabel non evaluasi berjdasarkan
diskriminasi p?domap V?rlabel non
dan inklusivitas .dlskrlr.nl.nas1 dar}
bagi inklusivitas . 'l:.)agl
Penyandang Penyandang Disabilitas
Disabilitas dalam . mengakses
dalam pendidikan.
mengakses
pendidikan.
Memberikan Tercapainya penurunan
Akomodasi tingkat putus sekolah
yang Layak | bagi peserta  didik

kepada peserta
didik

Penyandang Disabilitas
usia sekolah formal di
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih P}e;‘angl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Penyandang jenjang pendidikan
Disabilitas  di | dasar dan menengah
tingkat
pendidikan
dasar dan
menengah dan .
Tercapainya penurunan
perguruan tingkat putus sekolah
tinggi

bagi  peserta  didik
Penyandang Disabilitas
di perguruan tinggi.

Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendid
kebutuhan Penyan

dang Disabilitas

ikan, pelatihan, dan pengembangan keteramp

ilan yang tanggap terhadap

Membentuk
unit yang
berfungsi
sebagai
layanan
disabilitas bagi
pendidikan
anak usia dini,
dasar,
menengah, dan

pusat

Tercapainya
peningkatan jumlah
lembaga pendidikan
terakreditasi yang
inklusif bagi
Penyandang

Disabilitas.
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Target Pelaksanaan

Stratei Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerah Perangkat (*diisi dengljn satuan Tarcet
Im lemeftasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) Aklglir
P kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
dengan
memberikan
bantuan
profesional bagi
lembaga
penyelenggara
pendidikan.
Mendorong .
. Tercapainya
peningkatan . .
peningkatan jumlah
Penyelenggaraa
s lembaga kursus yang
n  pendidikan
menyelenggarakan
dan/atau . 1
. pendidikan dan/atau
pelatihan . . .
. . | pelatihan vokasi bagi
vokasi bagi
seluruh ragam
seluruh ragam
Penyandang
Penyandang Disabilitas
Disabilitas. )
Mendorong Tercapainya
inovasi metode | peningkatan jumlah
pembelajaran pengembangan metode
inklusif dengan | inovasi pembelajaran
meningkatkan inklusif berbasis
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Ta1tget Capaian* (dapat . Capaian* (bisa Daerih P]CDrangI;lat (*diisi d;;lgg;;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029

kualitas dan | teknologi oleh tenaga

alternatif pendidik (calon guru,

metode guru, tenaga

pembelajaran kependidikan, dan

bagi anak | dosen PT)

dengan

disabilitas yang

mengembangka

n berbagai

teknologi salah

satunya adalah

assistive device

bagi

Penyandang

Disabilitas
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan olahraga.

Mendorong
peningkatan
partisipasi
Penyandang
Disabilitas
dalam berbagai

K/L dan pemerintah
daerah memiliki
pemahaman dan
kapasitas dalam
mengembangkan

potensi Penyandang
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Ta1tget Capaian* (dapat . Capgian* (bisa Daerih P%ranglilat (*diisi d;;lgg;;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029

kompetisi Disabilitas di bidang
bidang seni dan | olahraga.
olahraga di
tingkat daerah,
nasional, dan | Terlaksananya proses
internasional. talent scouting atlet

Penyandang Disabilitas
dari pemerintah melalui
upaya jemput bola dari
Sekolah Inklusi,
Sekolah Luar Biasa,
Komunitas/Organisasi

Penyandang
Disabilitas, dan Klub
Olahraga
Terselenggaranya
kegiatan olahraga non
kompetisi yang
memberikan ruang bagi
peserta Penyandang

Disabilitas.
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Terlaksananya
dukungan pemerintah
untuk atlet paralimpik

nasional dan
internasional.
Tercapainya
peningkatan jumlah
keikutsertaan
Penyandang Disabilitas
dari seluruh ragam

dalam kompetisi bidang
olahraga.

Tersedianya pelatihan
untuk  pelatih dan
tenaga pendukung
olahraga inklusif untuk
Penyandang
Disabilitas.
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Target Pelaksanaan

. . . diisi dengan satuan
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerah Perangkat ( an gka) Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan & Alchir
P kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Tersedianya
kelembagaan olahraga
untuk Penyandang
Disabilitas yang
akuntabel
Tersedianya fasilitas
olahraga akomodatif
bagi Penyandang
Disabilitas.
Mendorong K/L dan pemerintah
peningkatan daerah memiliki
partisipasi pemahaman dan
Penyandang kapasitas dalam
Disabilitas dari | mengembangkan
seluruh ragam potensi Penyandang
dalam berbagai Disabilitas di bidang
kegiatan bakat | Kebudayaan.
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Tar.get Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih P}e;‘angl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 (2027 |2028| 2029
bidang Tercapainya
kebudayaan di | peningkatan jumlah
tingkat daerah, | keikutsertaan
nasional, dan | Penyandang Disabilitas
internasional. dari seluruh ragam
kegiatan kebudayaan
Tersedianya pelatih,
instruktur, dan
pembina kebudayaan
inklusif untuk
Penyandang Disabilitas
seluruh ragam.
Penyediaan
fasilitas Tersedianya fasilitas
kebudayaan kebudayaan akomodatif
akomodatif bagi | bagi Penyandang
Penyandang Disabilitas.

Disabilitas.
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Meningkatkan
fasilitas
kesehatan yang
ramah
Penyandang
Disabilitas

Tersedianya kebijakan
atau pedoman
pelaksanaan pelayanan
kesehatan inklusif
untuk menjamin
aksesibilitas dan
Akomodasi yang Layak
bagi Penyandang
Disabilitas

Meningkatnya
keterlibatan
Penyandang Disabilitas
dalam proses
pembangunan
pelayanan  kesehatan
inklusif

Meningkatnya kualitas
fasilitas pelayanan
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Strategi
Implementasi

Target Capaian* (dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan/tusi daerah)

Kegiatan

Indikator
Capaian* (bisa
lebih dari 1
indikator untuk
setiap target)

Perangkat
Daerah

Penanggung
Jawab

Perangkat
Daerah

Pendukung

Satuan

Target Pelaksanaan
(*diisi dengan satuan
angka)

2026 [ 2027 12028|2029

Target
Akhir

kesehatan primer dan
rujukan yang inklusif
bagi Penyandang
Disabilitas

Tersedianya layanan
kesehatan jiwa yang
inklusif bagi
Penyandang Disabilitas
pada fasilitas pelayanan
kesehatan primer

Memberikan
pelatihan
sensitivitas
disabilitas dan
isu kesehatan
Penyandang
Disabilitas
untuk
Peningkatan
kapasitas
tenaga

Tersedianya layanan
kesehatan jiwa yang
inklusif bagi
Penyandang Disabilitas
pada fasilitas pelayanan
kesehatan primer

Meningkatnya

kapasitas tenaga
kesehatan dan calon
tenaga kesehatan
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat .o
Strategi | T2ECt Capaian” (dapac Capsiar (52 | pacran | Ppanthe g targer
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 (2027 |2028| 2029
kesehatan dan | dalam memberikan
calon tenaga | layanan ramah
kesehatan disabilitas
dalam
memberikan
layanan
kesehatan
ramah
disabilitas.
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.

Meningkatkan
pelayanan
kesehatan
seksual
reproduksi
Penyandang
Disabilitas pada
fasilitas
pelayanan
kesehatan

dan

Meningkatnya jumlah
fasilitas kesehatan yang
menyediakan
pelayanan  kesehatan
seksual dan reproduksi
bagi Penyandang
Disabilitas di fasilitas
pelayanan kesehatan.
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Target Pelaksanaan

Stratei Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerah Perangkat (*diisi dengljn satuan - ‘
Im lemeftasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 Daerah Satuan angka) Aaglgf
P kebutuhan /tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung 1
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
Meningkatkan
layanan deteksi
dini termasuk
];iiliij dengan Meningkatnya jumlah
fasilitas pelayanan
pertumbuhan
dan kesehatan yang
menyediakan layanan
perkembangan . .
deteksi dini dan
buruk dan | . e ..
. . . . | intervensi dini bagi ibu,
intervensi dini
.. anak, dan orang dewasa
bagi ibu, anak, .
yang berpotensi
dan orang . o
disabilitas.
dewasa
terhadap
potensi
disabilitas
Meningkatkan Terlaksananya
pemahaman sosialisasi, promosi,
terhadap dan Komunikasi,
Kesehatan Informasi dan Edukasi
Reproduksi (KIE) tentang Kesehatan
berdasarkan Reproduksi
Siklus Hidup | berdasarkan Siklus
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat o
Strategi Tanget Capaian* (dapat . Capgian* (‘.bisa Daerih P]e;angliat (*dllsl d:;lgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029

bagi Hidup bagi Penyandang
Penyandang Disabilitas
Disabilitas

Kebijakan III. Perluasan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas

Memperluas

321:;115122 Meningkatkan jumlah
Kesehatan Penyandang Disabilitas
Nasional yang memiliki Jaminan
Penyandang Kesehatan

Disabilitas

Memastikan

manfaat Meningkatnya
kepesertaan pemahaman

Jaminan Penyandang Disabilitas
Kesehatan akan manfaat
Nasional untuk | Kepesertaan Badan
Penyandang Pelaksana Jaminan
Disabilitas Sosial.

sesuai dengan
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Target Pelaksanaan

Indikator Perangkat s
Strategi Target Capaian* (dapat Capaian* (bisa Daerih P}e;‘angl;at (*diisi d:sgglj;l) satuan Target
Implementasi disesuaikan dengan Kegiatan lebih dari 1 aera Satuan Alchir
kebutuhan/tusi daerah) indikator untuk | Penanggung Pendukung
setiap target) Jawab 2026 | 2027 (2028|2029
ketentuan yang
berlaku
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY




LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
70 TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DALAM RANGKA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Latar Belakang
Sistem Perencanaan pembangunan nasional sebagai satu

kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahun, dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode satu tahun. RPJPN

ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,

sedangkan RPJMN dan RKP ditetapkan melalui Peraturan Presiden

sesuai dengan periode pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan: 1)
mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,
ruang, waktu, fungsi baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan
partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Perencanaan dan penganggaran merupakan
salah satu tahapan penting dan kompleks dalam aktivitas
penyusunan program pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dari
beberapa alasan berikut ini:

1. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal
dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah,
sehingga apabila Perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya
program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka
kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil
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yang baik/tepat sasaran.

2. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku
kepentingan pembangunan (stakeholders) baik masyarakat
(Penyandang Disabilitas), pemerintah daerah itu sendiri dan
pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat) yang dilakukan
melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan di
tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat
provinsi dan pusat untuk menyerasikan antara Perencanaan
pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pemerintah pusat
(perencanaan nasional).

3. Perencanaan daerah disusun dalam spektrum jangka panjang
(25 tahun) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD); jangka menengah (5 tahun) yang disebut
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
jangka pendek (satu tahun) yang disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).

4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan setelah disetujui bersama
kemudian harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Proses Perencanaan pembangunan daerah  melibatkan
masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Hal tersebut dilakukan melalui
tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku
dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan
rencana pembangunan daerah. Sementara keikutsertaan masyarakat
dalam Musrenbang diatur dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa
Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara
dengan mengikutsertakan masyarakat.

Musrenbang diselenggarakan pada setiap tingkatan
pemerintahan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Istilah Musrenbang yang
mengandung kata “musyawarah” menunjukan bahwa terdapat proses
partisipatif dalam pelaksanaannya. Sehingga Musrenbang merupakan
sebuah forum “urun rembug” yang diselenggarakan di berbagai
tingkatan pemerintahan guna membahas suatu persoalan dengan
melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah. Proses
Musrenbang diharapkan berlangsung secara dialogis sehingga akan
berakhir dengan pengambilan kesepakatan atau pengambilan
keputusan bersama. Dengan demikian inti dari Musrebang adalah
pengambilan keputusan bersama dengan melibatkan peran aktif
anggota masyarakat.

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang
sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan
dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas
merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan
yang dialami Penyandang Disabilitas, yang diakibatkan hambatan
internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal
(lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
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Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis

kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan

kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang

Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu

Penyandang Disabilitas dalam penyusunan Perencanaan dan

penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari sistem yang ada.

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem
yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran
khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan
disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih
berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan
tersebut dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas
dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam
sistem Perencanaan dan penganggaran.

Prinsip Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program
atau kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk
menjawab isu- isu atau permasalahan Penyandang Disabilitas.

2. Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan
Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan
dan penganggaran.

3. Keterlibatan dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas baik
secara langsung maupun tidak langsung/diwakili oleh
Organisasi Penyandang Disabilitas.

4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang
memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.

5. Mengalokasikan anggaran yang memberikan manfaat kepada
Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang
berpihak pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 (dua) instrumen
yang menjadi pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis
Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran
Disabilitas. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan
sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus
Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi
disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu Analisis Inklusif
Disabilitas Berbasis Data juga memperhatikan aspek pencegahan
terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas. Analisis
Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program dan
kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang
Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan
akses, kontrol, dan manfaat.

Sementara itu, Pernyataan Anggaran Disabilitas dapat diartikan
sebagai sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan
Penyandang Disabilitas dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk
menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka
terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat
diketahui apakah dalam penyusunan anggaran program tersebut
telah mengintegrasikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ke
dalam sistem anggaran atau belum. Jika program yang disusun sudah
mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas maka anggaran
program tersebut telah mendasarkan pada Analisis Inklusif Disabilitas
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Berbasis Data. Pernyataan Anggaran Disabilitas berisi pernyataan
bahwa sebuah program dan kegiatan telah berpihak kepada
Penyandang  Disabilitas. Pernyataan  Anggaran Disabilitas
memberikan informasi bahwa suatu kegiatan telah berpihak terhadap
isu disabilitas, dan suatu biaya telah dialokasikan pada output
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

B. Tujuan
Proses Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada

Penyandang Disabilitas, sekurang-kurangnya ditujukan untuk:

1. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat
pembangunan;

2. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai
ragam disabilitas;

3. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi
Penyandang Disabilitas; dan

4. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas
dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

C. Alur Waktu Pengisian Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perencanaan
dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas
bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem Perencanaan dan
penganggaran yang sudah ada. Oleh karenanya, Perencanaan dan
penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas
terintegrasi dengan sistem Perencanaan dan penganggaran yang
telah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang
dapat dilihat dalam bagan berikut:

Renstra Pedoman Pe; Rincian
KL Renja kL APBN
Pedgman I Diacu ]
o Dijabar 7
RPJP edoman RPIM kan > G
Nasional Nasional RKP
l - A
Diacu l Diperhqtikan . » Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar v
RPJP PedomanI RPIM kan > RKP Pedoman ; ,
Daerah Daerah Daerah RAPBD APBD
Pedaman l Diacu l T l
Renstra Pedoman  Repja- Pedoman RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
Forum Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat

UU SPPN
< Perencanaan - > ’ ‘ Penganggaran

Januari — April h

Mei - Desember

Gambar 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga/Daerah
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Secara umum, Biro Perencanaan di masing-masing
Kementerian/Lembaga menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas
yang didalamnya juga berisikan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis
Data pada saat penyusunan Renja-K/L ke Kementerian Perencanaan
dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan.
Sementara di tingkat Daerah, masing-masing Perangkat Daerah
Provinsi menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas yang berisikan
Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data pada saat penyusunan
Renja SKPD ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Pernyataan Anggaran Disabilitas harus telah disusun paling
lambat sebelum bulan April, sehingga dapat disertakan bersamaan
dengan pengajuan Renja-K/L ke Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN/Bappenas di tingkat Pusat dan pengajuan Renja
SKPD ke Bendahara Umum Daerah dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah di tingkat Daerah.

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di Tingkat Pusat

FORM KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi Sasaran Strategis
Amanat

Kementerian/lemb -
aga dalam RAN PD | Kebijakan

(dapat diisi lebin | Target Capaian
dari satu sesuai

dengan amanat

dalam RAN PD) | Kegiatan

Indikator Capaian

Program

Kegiatan

Rincian Output Jenis

Terkait
Volume
Satuan
Target Waktu

Pelaksanaan




Indikator
Alokasi Anggaran
Inisiatif Perubahan Kolom
Perubahan Kegiatan
Kegiatan dan
Indikator Capaian | Perubahan Kolom
Indikator Capaian
Perubahan
Program
(dapat diisi lebih | Perubahan Jenis
dari satu apabila | Rincian Output
terdapat beberapa
perubahan yang Volume
diajukan)
Satuan
Target Waktu
Pelaksanaan
Indikator
Alokasi Anggaran

Deskripsi Alasan
Perubahan

ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA

Latar Belakang

Sumber Data

Analisis
Kesenjangan

Bentuk Forum
Pelibatan
Penyandang
Disabilitas

Keterwakilan
Ragam Disabilitas

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Daerah

FORM DINAS/BADAN

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi

Sasaran Strategis




Amanat SKPD
dalam RAD PD
Provinsi

(dapat diisi lebih
dari satu sesuai
dengan amanat

Kebijakan

Target Capaian

Kegiatan

dala?" RAD PD Indikator Capaian
Provinsi)
Program
Kegiatan
Rincian Output Jenis
Terkait
Volume
Satuan
Target Waktu
Pelaksanaan
Indikator
Alokasi Anggaran
Inisiatif Perubahan Kolom
Perubahan Kegiatan
Kegiatan dan
Indikator Capaian | Perubahan Kolom
Indikator Capaian
Perubahan
Program
(dapat diisi lebih | Perubahan Jenis
dari satu apabila | Rincian Output
terdapat beberapa
perubahan yang Volume
diajukan)
Satuan
Target Waktu
Pelaksanaan
Indikator
Alokasi Anggaran

Deskripsi Alasan
Perubahan




ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA

Latar Belakang

Sumber Data

Analisis Kesenjangan

Bentuk Forum Pelibatan Penyandang
Disabilitas

Keterwakilan Ragam Disabilitas

Alur Penandaan Anggaran RAN PD

Pelaksanaan RAN PD diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan
pemerintah yang dibiayai oleh APBN maupun melalui peran serta
masyarakat, termasuk dunia wusaha. Bagi program-program
pemerintah yang dibiayai oleh APBN, diperlukan suatu mekanisme
yang dapat menginventarisasi besaran anggaran dan realisasinya
serta potensi dampaknya terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Informasi tersebut berguna
agar sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dapat
dialokasikan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya
Target Capaian yang tercantum dalam RAN PD.

Untuk itu, dilaksanakan Penandaan Anggaran RAN PD yang
bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran
pemerintah dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk
menunjang tercapainya target capaian dalam RAN PD. Penandaan
anggaran terhadap RAN PD dilakukan pada level rincian output agar
dapat memberikan informasi yang tepat terkait dengan indikator
capaian dan besaran dana yang dialokasikan. Selain itu, penentuan
level rincian output memudahkan untuk mengidentifikasi dan
menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan cakupan kegiatan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas, sebagaimana menyesuaikan struktur data dalam aplikasi
KRISNA.

Penandaan Anggaran RAN PD dilaksanakan dengan prinsip
untuk mengefisiensi proses penandaan anggaran di beberapa topik
tertentu, serta mengurangi beban penandaan anggaran yang
dilakukan oleh masing-masing K/L. Pelaksanaan penandaan
anggaran dilakukan dengan cara melakukan penandaan anggaran
terhadap beberapa daftar isu dalam RAN PD yang dilakukan oleh
Direktorat sektor di Kementerian PPN/Bappenas yang duduk sebagai
salah satu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD. Nantinya,
Direktorat sektor yang menjadi mitra kerja K/L akan melakukan
controlling terhadap daftar isu yang ditandai melalui metode ini.
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Mekanisme spesifik terkait dengan penandaan anggaran akan
dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Penandaan Anggaran RAN PD,
yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi KRISNA.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
70 TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA EVALUASI RIPD, RAN PD, DAN RAD PD PROVINSI

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas tercantum bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi adalah
rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN
PD, dan RAD PD Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan
penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tingkat
pusat dan tingkat daerah.

Sama halnya dengan proses Perencanaan dan penganggaran
terhadap program Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas yang tidak terpisah dari proses Perencanaan
dan penganggaran nasional dan daerah, maka proses Evaluasi juga
merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem Evaluasi
pembangunan nasional dan daerah.

Secara khusus, Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan
membandingkan antara Target Capaian yang tercantum dalam RIPD,
RAN PD, dan RAD PD Provinsi Disabilitas dengan dokumen
Perencanaan dan penganggaran yang telah disusun oleh
kementerian/lembaga/perangkat daerah provinsi serta pelaksanaan
program dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/
perangkat daerah provinsi.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur bahwa Evaluasi
program/kegiatan yang disusun oleh
kementerian/lembaga/perangkat daerah provinsi/ perangkat daerah
kabupaten dan kota wajib mengacu pada RAN PD yang merupakan
bagian dari Peraturan Menteri ini. Di tingkat Nasional, koordinasi
terkait penyusunan hasil Evaluasi kementerian/lembaga dilakukan
oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD yang dibentuk melalui
Keputusan Menteri, sementara di tingkat daerah, koordinasi terkait
penyusunan hasil Evaluasi Perangkat Daerah, dilakukan oleh Tim
Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.



B. Alur Waktu Proses Evaluasi

Peraturan Menteri ini mengatur bahwa kementerian/lembaga di
tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi
(melalui Gubernur) wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas
dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program
dan kegiatannya masing masing kepada Tim Koordinasi
Penyelenggaraan RAN PD paling lambat pada akhir bulan Maret tahun
berikutnya.

Sedangkan perangkat daerah tingkat provinsi dan seluruh
pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan
Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaan program dan kegiatannya masing-masing kepada Tim
Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi, paling lambat pada
akhir bulan Februari tahun berikutnya. Di tingkat kabupaten/kota,
perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan Evaluasi
kepada Bupati/Walikota untuk kemudian diserahkan kepada Tim
Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.

Di tingkat Provinsi, laporan Evaluasi yang telah diterima oleh
Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi, kemudian diolah
kembali menjadi Hasil Evaluasi yang wajib dilaporkan pada
Gubernur. Selanjutnya, Gubernur wajib menyampaikan hasil
Evaluasi yang telah diolah oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD
PD Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD. Setelah
dilakukan pengolahan dan kompilasi, laporan tersebut disampaikan
kepada Menteri PPN/Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali paling
lambat akhir Juni pada tahun berikutnya.

Hasil Evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden
oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Format Evaluasi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Format Evaluasi Kementerian/Lembaga

FORM EVALUASI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sasaran Strategis

Kebijakan

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

Pernyataan Rencana Kerja K/L RKA K/L
Anggaran
Disabilitas

Total Anggaran




Rincian Output

Persentase (%)
Anggaran Rincian
Output

Total Anggaran
Rincian Output 2

Persentase (%)
Anggaran Rincian
Output 2

Evaluasi

Capaian

Baseline

Tahun Evaluasi T-
1

Tahun Evaluasi

Capaian Rincian
Output Umum 1

Capaian Spesifik
Output 1

Capaian Rincian
Output Umum 2

Capaian Spesifik
Output 2

(dilanjutkan sesuai dengan amanat Kementerian/Lembaga dalam RAN PD)

Format Evaluasi Pemerintah Daerah

FORM DINAS/BADAN

Sasaran Strategis

Kebijakan

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

Pernyataan
Anggaran
Disabilitas

Rencana Kerja
SKPD

RKA SKPD

Total Anggaran
Rincian Output

Persentase (%)
Anggaran Rincian
Output

Total Anggaran
Rincian Output 2




Persentase (%)
Anggaran Rincian
Output 2

Evaluasi Capaian

- Baseline Tahun Evaluasi T- Tahun Evaluasi
1

Capaian Rincian
Output Umum 1

Capaian Spesifik
Output 1

Capaian Rincian
Output Umum 2

Capaian Spesifik
Output 2

(dilanjutkan dengan amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi)

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

RACHMAT PAMBUDY
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